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Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana kondisi fiscal stress 
serta pengaruh pertumbuhan PAD, pertumbuhan PDRB, pertumbuhan Belanja 
Modal, dan kemiskinan terhadap fiscal stress pada 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa 
Timur pada periode 2012 – 2019. Penelitian ini menggunakan Composite 
Financial Condition Index(FCI) dan regresi data panel dan dalam analisisnya. 
Dalam prosesnya, penelitian ini menggunakan software STATA. Hasil pada 
penelitian ini menyebutkan bahwa secara umum kondisi fiscal stress pada 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2012-2019 berada dalam kategori 
cukup baik, hanya pada tahun 2016 Kota Kediri dan Kota Mojokerto berada pada 
kategori kurang. Pertumbuhan PAD hanya mempengaruhi dimensi budget 
solvency secara positif dan signifikan, pertumbuhan PDRB hanya mempengaruhi 
dimensi service-level solvency secara positif dan signifikan, pertumbuhan belanja 
modal hanya mempengaruhi dimensi budget solvency secara negatif dan 
signifikan, dan kemiskinan mempengaruhi dimensi cash solvency dan service-
level solvency secara positif dan signifikan namun mempengaruhi dimensi 
budget solvency dan longrun solvency secara negatif dan signifikan.  
 
Kata Kunci : fiscal stress, pertumbuhan PAD, pertumbuhan PDRB, pertumbuhan 








Ariestiningtyas, Dewanti Rahma. 2021. The Determinants of Fiscal Stress in 
Regencies and Cities in East Java. Minor Thesis, Department of 
Economics, Faculty of Economics and Business, Brawijaya 
University. Dr.rer.pol. Ferry Prasetyia, S.E., M.App.Ec. 
 
This study gives an overview about the conditions of fiscal stress and the 
affect of the growth of PAD, the growth of PDRB, the growth of capital 
expenditure and poverty on fiscal stress in 38 regencies/cities in East Java in 
2012-2019. This study uses the Financial Condition Index (FCI) and panel data 
regression in its analysis. In the process, this research uses STATA software. 
The results of this study indicate that in general, the fiscal stress condition in the 
regencies/cities in East Java for the 2012-2019 period were in the good category, 
only in 2016, Kediri and Mojokerto were in the bad category. The growth of PAD 
has a significant positive effect on budget solvency, the growth of PDRB has a 
significant positive effect on service level solvency, the growth of capital 
expenditure has a significant negative effect on budget solvency, and poverty has 
a significant positive effect on cash solvency and service level solvency but has a 
significant negative effect on budget solvency and longterm solvency. 
 
Keywords : fiscal stress, the growth of PAD, the growth of PDRB, the growth of 






1    
1.1 Latar Belakang Masalah 
Adanya penerapan otonomi daerah berimplikasi pada diserahkannya 
wewenang yang semula dimiliki oleh pemerintah pusat menjadi milik daerah. 
Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah tersebut maka akan diiringi 
dengan adanya desentralisasi fiskal. Terdapat Undang Undang yang mengatur 
pelaksanaan otonomi daerah, Undang-Undang No. 9 Tahun 2015  tentang 
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang 
disempurnakan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah oleh kepala 
daerah. Otonomi daerah  menyebabkan pemerintah mempunyai peluang besar 
dalam mengoptimalkan potensi daerahnya (Septira & Prawira, 2019). Namun 
yang menjadi masalah adalah semua daerah belum tentu siap dalam 
pelaksanaan otonomi daerah. Daerah yang kurang memiliki potensi penerimaan 
yang cukup akan kesulitan untuk melaksanakan otonomi daerah karena 
kurangnya penerimaan untuk membiayai pembangunan 
daerahnya(Kustianingsih, Muslimin, & Kahar, 2018). Kondisi ini yang kemudian 
dapat menyebabkan terjadinya tekanan fiskal atau fiscal stress.  
Pemerintah daerah dituntut untuk mampu melaksanakan pemerintahan di 
daerahnya dan menyediakan barang jasa untuk layanan publik yang telah 
disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakatnya sebagai dampak 
adanya kebijakan otonomi daerah, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut 





daerahnya. Penerimaan daerah ini yang kemudian digunakan untuk membiayai 
pengadaan barang dan jasa layanan publik sehingga mengimbangi jumlah 
anggaran belanja yang setiap tahunnya semakin tinggi untuk memenuhi 
permintaan layanan publik. Fiscal stress dimaknai sebagai tekanan anggaran 
yang disebabkan oleh keterbatasan/kurangnya penerimaan daerah serta 
kurangnya penyediaan layanan publik yang sesuai dengan permintaan 
masyarakat. Penerimaan daerah ini merupakan faktor penting yang 
mempengaruhi terselenggaranya penyediaan layanan publik sehingga 
permintaan layanan publik dapat terpenuhi dengan baik(Arnett, 2011). Dalam 
kondisi fiscal stress, pemerintah daerah akan  diminta untuk memaksimalkan 
setiap potensi daerahnya agar menjadi lebih mandiri dalam penyelenggaraan 
layanan publik. Kondisi keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 
yang meliputi perbandingan PAD terhadap pendapatan daerahnya serta 
perbandingan dana perimbangan terhadap belanja daerah disajikan pada tabel 
berikut: 








1. Kab. Pacitan 12% 62% 
2. Kab. Ponorogo 12% 63% 
3. Kab. Trenggalek 14% 65% 
4. Kab Tulungagung 18% 64% 
5. Kab. Blitar 12% 66% 
6. Kab. Kediri 15% 61% 
7. Kab. Malang 15% 61% 











9. Kab. Jember 17% 62% 
10. Kab. Banyuwangi 16% 66% 
11. Kab. Bondowoso 10% 65% 
12. Kab. Situbondo 11% 67% 
13. Kab. Probolinggo 10% 61% 
14. Kab. Pasuruan 19% 58% 
15. Kab. Sidoarjo 38% 41% 
16. Kab. Mojokerto 22% 56% 
17. Kab Jombang 18% 59% 
18. Kab. Nganjuk 15% 61% 
19. Kab. Madiun 12% 67% 
20. Kab. Magetan 12% 66% 
21. Kab. Ngawi 12% 68% 
22. Kab. Bojonegoro 12% 77% 
23. Kab. Tuban 20% 60% 
24. Kab. Lamongan 16% 68% 
25. Kab. Gresik 31% 49% 
26. Kab. Bangkalan 11% 63% 
27. Kab. Sampang 9% 70% 
28. Kab. Pamekasan 11% 67% 
29. Kab. Sumenep 10% 71% 
30. Kota Kediri 20% 68% 
31. Kota Blitar 18% 63% 
32. Kota Malang 27% 63% 
33. Kota Probolinggo 18% 61% 
34. Kota Pasuruan 18% 71% 
35. Kota Mojokerto 22% 65% 
36. Kota Madiun 23% 59% 
37. Kota Surabaya 61% 22% 
38. Kota Batu 19% 69% 





 Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase 
pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi 
Jawa Timur pada tahun 2019 adalah 17%. Hal ini mengindikasikan bahwa 
pendapatan asli daerah jumlahnya masih sebagian kecil dari keseluruhan 
pendapatan daerah. Kemudian dilihat dari presentase dana perimbangan 
terhadap total belanja daerah, rata rata persentasenya sebesar 68%. Hal ini 
berarti sebagian besar dari total belanja daerah masih dibiayai dari Dana 
Perimbangan yang merupakan transfer dari Pemerintah Pusat. Disisi lain, total 
belanja daerah meningkat tiap tahunnya. Hal ini disebabkan meningkatnya 
kebutuhan daerah maupun penyelenggaraan pelayanan publik(Muda, 2015).  
Ketika tuntutan akan penyelenggaraan layanan publik terus meningkat 
namun pemerintah daerah tidak dapat turut meningkatkan penerimaan 
daerahnya maka menimbulkan adanya fiscal stress. Salah satu komponen 
belanja yang terkait dalam penyediaan layanan publik adalah belanja modal. 
Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan belanja daerahnya untuk 
penyelenggaraan barang dan jasa untuk layanan publik yang dalam hal ini 
merupakan belanja modal. Belanja modal yang kurang optimal maupun 
penggunaannya tidak efektif akan berdampak pada kegiatan ekonomi 
masyarakat yang dapat terganggu/kurang optimal. Penurunan kegiatan ekonomi 
ini dapat disebabkan oleh banyak hal diantaranya keadaan pertumbuhan 
ekonomi yang menurun, kemiskinan, dan lain-lain.  
Penelitian Muda (2015) menunjukkan fiscal stress dipengaruhi oleh PAD, 
pertumbuhan ekonomi serta belanja modal. Dalam penelitian tersebut,  fiscal 
stress dilihat melalui perbandingan antara penerimaan dan nilai potensi dari 
Pendapatan Asli Daerah. Penelitian lainnya oleh Adriana (2017) menghasilkan 





pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan belanja modal dan 
diversifikasi pendapatan daerah serta diversifikasi fiskal. Sedangkan penelitian 
Septira (2019) menunjukkan bahwa fiscal stress dipengaruhi oleh pertumbuhan 
PAD serta pertumbuhan ekonomi, hasil lainnya yaitu fiscal stress tidak 
dipengaruhi oleh pertumbuhan belanja modal.  
Penelitian mengenai determinan fiscal stress dari sisi utang publik juga 
telah dilakukan oleh Trussel (2012), Gregori (2016), dan Gorina (2016) Penelitian 
milik Gregori memberikan hasil bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah 
pembayaran pinjaman tahunan atas total pengeluaran. Sedangkan penelitian 
oleh Trussel (2012) dan Gorina (2016) memberikan hasil peningkatan hutang 
sebagai bagian dari total pendapatan meningkatkan kemungkinan kesulitan 
fiskal. Determinan fiscal stress dari sisi politik juga telah dijelaskan dalam 
penelitian Glasberg (2016). Belum banyak peneliti yang membahas determinan 
fiscal stress dari sisi kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang 
berakibat pada banyak hal termasuk penyediaan layanan publik serta 
penerimaan pemerintah yang mana hal ini merupakan komponan dari kondisi 
fiscal stress. Dalam hal ini apabila dilihat berdasarkan data, Provinsi yang 
memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia dimiliki oleh Provinsi Jawa 
Timur. Pada bulan September 2018, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa 









Gambar 1.1: Grafik Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur 2017-
2020. 
 
Sumber:BPS, data diolah (2020) 
Pada Provinsi Jawa Timur sendiri terdapat kantong-kantong kemiskinan. 
Daerah dengan mayoritas jumlah penduduk perempuan, daerah yang terletak di 
kepulauan dan pesisir utara, serta daerah yang kegiatan ekonominya sebagian 
besar bergantung pada pertanian menjadi letak kantong-kantong kemiskinan di 
Jawa Timur(Bank Dunia, 2012). Dengan hal ini maka masalah kemiskinan 
merupakan masalah yang serius di provinsi Jawa Timur. Upaya pengentasan 
kemiskinan menjadi upaya besar dalam pembangunan di Jawa Timur.  
Berdasarkan permasalahan tersebut, apabila tidak ditindaklanjuti dengan 
baik dalam jangka panjang maka dapat mengakibatkan masalah makro ekonomi 
dan menjadi penghambat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat 
dikarenakan kurangnya  penerimaan serta layanan publik yang disediakan. Oleh 
karena itu, fiscal stress menjadi hal yang penting untuk diteliti. Penelitian ini 





























































Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa 








sebelumnya dimana fiscal stress dihitung dengan membandingkan potensi PAD 
dan realisasinya, dalam penelitian ini fiscal stress  dihitung berdasarkan 
pengukuran oleh Arnett (2011) dengan menggunakan beberapa indikator 
keuangan, selain itu terdapat variabel yang belum digunakan pada penelitian -
penelitian sebelumnya yaitu kemiskinan. Variabel independen yang digunakan 
adalah pertumbuhan PAD, pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan belanja 
modal, dan kemiskinan, sehingga judul dari penelitian ini adalah “Determinan 
Fiscal Stress pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur”. 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana kondisi fiscal stress pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
Timur? 
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan pendapatan asli daerah, 
pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan belanja modal, dan 
kemiskinan terhadap fiscal stress pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
Timur? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui kondisi fiscal stress pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
Timur. 
2. Mengetahui pengaruh pertumbuhan pendapatan asli daerah, 
pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan belanja modal, dan 






1.4 Manfaat Penelitian 
1. Sebagai masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam 
menyusun APBD supaya memperhatikan variabel yang mempengaruhi 
fiscal stress di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. 
2. Sebagai rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi 
Jawa Timur dalam menyusun kebijakan dengan mempertimbangkan 
faktor yang mempengaruhi fiscal stress di kabupaten/kota Provinsi Jawa 
Timur. 
3. Sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya dalam menentukan variabel-
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2.1 Fiscal Stress 
Peneliti seringkali menggunakan istilah krisis fiskal dan fiscal stress 
secara bergantian dan sama. Hanya sedikit peneliti yang membedakan istilah 
krisis fiskal dan fiscal stress. Honadle (2003) dan Conant (1992) dalam Arnett 
(2011) menggambarkan krisis fiskal sebagai tahap akhir dari tekanan 
fiskal. Mengingat hubungan ini, Gambar 2.1 menunjukkan spektrum kondisi 
keuangan publik dimana tekanan fiskal dan krisis fiskal berada dalam kontinum 
ini. Fiscal stress didefinisikan sebagai kondisi keuangan yang lemah dan krisis 
fiskal didefinisikan sebagai kondisi keuangan yang sangat lemah. 
Gambar 2.1: Spektrum Kondisi Keuangan Publik. 
 
Sumber:Arnett (2011) 
Pada tingkat yang paling luas, literatur menunjukkan bahwa tekanan fiskal 
digambarkan sebagai suatu kondisi yang tidak seimbang (Emas 1992; Copeland 
dan Ingram 1983; Scorsone dan Plerhoples 2010 dalam Arnett, 2011) . 
Ketidakseimbangan yang dimaksud adalah tidak seimbangnya antara layanan 





Dalam analisis ini tekanan fiskal dimaknai sebagai tidak mampunya pemerintah 
dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang diindikatorkan dengan kewajiban 
keuangan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak mampunya 
pemerintah dalam memenuhi kewajiban keuangannya ini juga diiringi dengan 
tidak mampunya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan maupun 
menyediakan barang dan jasa untuk layanan publik(Arnett, 2011). 
Dongori (2006) dalam Muda (2015) menyatakan bahwa dengan adanya 
aturan yang mengatur pelaksanaan Otonomi Daerah serta aturan yang 
membatasi pemungutan pajak daerah maka akan berpengaruh cukup penting 
terhadap jumlah penerimaan daerah. Dalam hal ini Undang-Undang yang 
membatasi pemungutan pajak daerah adalah Undang-Undang No.34 Tahun 
2000. Pajak merupakan sumber penerimaan potensial yang dimiliki oleh daerah, 
adanya sumber-sumber yang dapat menjadi potensi untuk penerimaan daerah 
serta kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah menjadi 
faktor penting yang menentukan berhasilnya daerah dalam menyelenggarakan 
pemerintahan daerahnya. Apabila dilihat dari sisi keuangan daerah, penerimaan 
daerah dapat mengalami ketidakstabilan ketika memasuki era otonomi ini. Hal ini 
mengakibatkan daerah yang kurang siap dalam memasuki era baru yaitu era 
otonomi berpotensi akan mengalami fiscal stress.  Fiscal stress akan semakin 
tinggi apabila tuntutan permintaan barang dan jasa untuk layanan publik semakin 
tinggi sehingga membutuhkan penerimaan yang lebih tinggi pula untuk 
membiayai berbagai pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi daerah. 
Pengukuran fiscal stress mengalami perubahan selama beberapa tahun, 
namun tetap tidak ada ukuran yang dinilai sebagai ukuran yang paling baik atau 
komponen apa yang harus digunakan dalam pengukuran fiscal stress (Arnett, 





memenuhi permintaan publik dan untuk memperhitungkan kerangka waktu yang 
berbeda dari tindakan yang mendasari dibandingkan pengukuran tekanan fiskal 
yang lainnya(Arnett, 2011). Dalam penelitian kebijakan publik, banyak sarjana 
dan praktisi memanfaatkan Model Asosiasi Manajemen Kota/Wilayah 
Internasional (ICMA) yang ditentukan oleh penelitian Groves et al (1981) dimana 
kondisi keuangan dibagi menjadi empat jenis solvabilitas: kas, anggaran, tingkat 
layanan, dan jangka panjang (Mead 2006; Lewis 2003 dalam Arnett, 2011).  
Dengan kondisi finansial yang didefinisikan dengan keempat solvabilitas 
tersebut, tekanan fiskal dapat menimbulkan kebangkrutan di salah satu dari 
empat bidang ini. Solvabilitas kas/cash solvency menyangkut likuiditas 
pemerintah dan kemampuannya untuk membayar tagihannya. Solvabilitas 
anggaran/budget solvency menyangkut kemampuan pemerintah untuk 
memenuhi kewajiban tanpa menyebabkan defisit. Solvabilitas jangka 
panjang/long-run solvency adalah kemampuan pemerintah untuk membayar 
semua biayanya termasuk yang mungkin terjadi hanya setiap beberapa tahun 
sekali atau di masa depan(Groves, Godsey, & Shulman, 1981). Solvabilitas 
jangka panjang memungkinkan kondisi finansial untuk mengetahui pengelolaan 
hutang dan aset modal pemerintah. Sementara solvabilitas kas dan solvabilitas 
anggaran melihat manajemen keuangan jangka pendek, solvabilitas jangka 
panjang melihat manajemen pemerintah untuk masalah jangka 
panjang. Sedangkan solvabilitas tingkat layanan/service level solvency 
menyangkut kemampuan pemerintah untuk menyediakan dan membiayai tingkat 
dan kualitas layanan yang dibutuhkan untuk memenuhi kesehatan umum dan 





2.2 Keterkaitan Pendapatan Asli Daerah dan Fiscal Stress 
 Pendapatan daerah menjadi modal awal sebagai penunjang 
pembangunan daerah dan penyelenggaraan fungsi pelayanan kepada 
masyarakat(Adi, 2012). Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut 
sebagai PAD berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 
tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah “PAD adalah 
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. PAD bersumber dari 
penerimaan yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan 
hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD 
yang sah.  
Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal,  pemerintah 
daerah akan berupaya untuk meningkatkan penerimaan daerahnya  termasuk 
salah satu komponennya yaitu PAD. Hal ini dikarenakan PAD merupakan bagian 
penting yang berperan untuk meningkatkan kemandirian sehingga tidak 
bergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat(Sibuea, 2018). Selain itu, 
penerimaan daerah dalam hal ini menjadi modal dalam membiayai pembelanjaan 
daerah untuk menyediakan fasilitas dan layanan publik. Apabila suatu daerah 
mengalami fiscal stress dimana pemerintah daerah tidak mampu untuk 
membiayai pengeluaran untuk permintaan layanan publik, maka pemerintah 
daerah akan tetap berupaya untuk memenuhi permintaan layanan publik. Fiscal 
stress terjadi ketika pendapatan daerah menurun dan disisi lain masyarakat terus 
meningkatkan permintaan akan layanan publiknya sementara pendapatan 
daerah tidak dapat ditingkatkan. Selain itu, fiscal stress juga dapat terjadi ketika 





namun tanpa memberikan dana yang diperlukan untuk membiayai upaya 
peningkatan layanan publik tersebut. 
 Pemerintah berupaya untuk memenuhi permintaan layanan publik dengan 
memperbesar pengeluaran yang dilakukan dengan mengandalkan penerimaan 
dari pajak yang merupakan komponen dari pendapatan asli daerah. Berdasarkan 
teori The spend-tax hypothesis yang telah disampaikan oleh Peacock & 
Wiseman (1979) serta dinyatakan dalam karangannya yang berjudul “The 
Growth of Public Expenditure in the United Kingdom” pada tahun 1961, 
didasarkan pada suatu asumsi bahwa terdapat kecenderungan pemerintah untuk 
meningkatkan jumlah anggaran belanja/pengeluarannya(Kurniawan, Sari, & 
Irmawati, 2020). Disisi lain, hal ini mengakibatkan beban penerimaan pemerintah 
yang semakin meningkat pula sehingga masyarakat akan membayar pajak 
menjadi lebih besar karena membiayai belanja atau pengeluaran pemerintah.  
Berdasarkan teori Peacock dan Wiseman, pajak tidak dapat turun kembali 
ke tingkat semula disebabkan oleh adanya gangguan/efek. Terdapat tiga 
efek/gangguan yaitu efek penggantian, efek inspeksi, dan efek konsentrasi. Efek 
penggantian adalah efek gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas 
pemerintah mengambil alih aktivitas swasta. Apabila suatu negara mengalami 
kondisi khusus contohnya terjadi peperangan, maka pemerintah akan 
meningkatkan jumlah pengeluarannya untuk membiayai perang tersebut 
sehingga membutuhkan lebih banyak penerimaan, hal ini dilakukan dengan 
menaikkan pungutan pajak yang harus dibayar masyarakat. Kebijakan ini akan 
mengakibatkan dana swasta yang menurun padahal dana swasta ini seharusnya 
digunakan untuk konsumsi dan investasi. Lebih lanjut hal ini akan menyebabkan 
konsumsi dan investasi masyarakat menjadi menurun. Efek inspeksi adalah 





kasus ini, pemerintah tidak hanya mengandalkan penerimaan pajak tetapi juga 
dari pinjaman yang didapat dari negara asing. Setelah perang selesai 
seharusnya pengeluaran pemerintah menurun karena tidak perlu lagi biaya untuk 
perang dan pemerintah seharusnya kembali menurunkan tarif pajaknya. Namun 
hal ini tidak terjadi, Pemerintah memerlukan penerimaan dari pajak dengan 
jumlah yang lebih tinggi untuk membayar pinjaman yang semula digunakan 
untuk membiayai perang. Efek konsentrasi adalah gangguan sosial yang 
menyebabkan aktivitas swasta yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta 
menjadi terkonsentrasi menjadi aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah . 
Dalam kasus ini, setelah terjadi perang tersebut, aktivitas/kegiatan yang semula 
dilaksanakan oleh swasta menjadi terkonsentrasi dan dilakukan oleh pemerintah. 
Adanya ketiga efek tersebut berimplikasi pada tidak turunnya tingkat pajak pada 
tingkat sebelum terjadinya perang. Hal tersebut dapat digambarkan seperti 
gambar dibawah ini: 
Gambar 2.2: Kurva Teori Peacock dan Wiseman. 
 
Sumber : Mangkoesoebroto, 2001 
Dalam kasus ini, t ke t+1 merupakan rentang waktu terjadinya perang. 
Apabila dalam keadaan normal maka pengeluaran pemerintah terhadap GNP 





dengan garis AG. Namun apabila perang terjadi, maka pengeluaran pemerintah 
terhadap GNP akan bertambah dari A ke C, sehingga dalam rentang waktu t ke 
t+1 maka kenaikan ini digambarkan dengan garis CD. Pada waktu t+1, 
digambarkan ketika perang telah usai,namun pengeluaran pemerintah tidak 
menurun lagi ke G. Hal ini terjadi dikarenakan pemerintah masih memerlukan 
penerimaan pajak yang lebih tinggi untuk membayar pinjaman. 
Pemerintah berupaya untuk meningkatkan anggaran belanjanya dengan 
dibiayai oleh penerimaan dari pajak. Meningkatnya penerimaan dari hasil pajak 
menyebabkan peningkatan pada pengeluaran pemerintah. Hal ini dikarenakan 
dengan peningkatan penerimaan maka kemampuan untuk belanja juga semakin 
tinggi. Pada faktanya, masyarakat tidak menyukai apabila pungutan pajak yang 
semakin tinggi. Teori Peacock dan Wiseman berdasar pada suatu teori bahwa 
masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi atau kesediaan dalam membayar 
pajak. Pada suatu tingkat ini, pungutan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah 
dapat dipahami oleh masyarakat. Hal ini karena masyarakat menyadari bahwa 
pemerintah akan memerlukan anggaran lebih untuk membiayai kegiatan 
penyelenggaraan demi kesejahteraan masyarakat. 
 Di sisi lain, tax-spend hypothesis juga disampaikan oleh Friedman (1978) 
dalam Kurniawan (2020) yang beranggapan bahwa terdapat pengaruh positif 
antara penerimaan pajak terhadap belanja pemerintah. Sehingga peningkatan 
beban pajak akan berpengaruh pada peningkatan belanja pemerintah. Dengan 
demikian menurut teori ini, penurunan tarif pajak yang harus dibayar oleh 
masyarakat dapat menjadi penyelesaian masalah dalam mengatasi defisit 





Terdapat teori lainnya mengenai anggaran daerah yang fokusnya pada 
masalah tekanan fiskal. Teori tersebut adalah teori oleh Spicer dan Bingham 
(1991) dalam Halim (2001), dalam teori tersebut menyatakan: “When changing 
economic, demographic, and political factors limit the growth of revenues, 
containment of hunger becomes much more difficult, and fiscal stress may be 
resulted”(Halim & Mada, 2001). Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut 
dapat diartikan apabila terdapat perubahan faktor ekonomi, demografi, dan politik 
membatasi pertumbuhan pendapatan maka fiscal stress dapat terjadi, 
mengindikasikan adanya keterkaitan antara fiscal stress dan pertumbuhan 
pendapatan.  
Kondisi fiscal stress dengan kurangnya penerimaan daerah serta 
kemandirian keuangan daerah akan menyebabkan Pemerintah Daerah belum 
sepenuhnya mampu membiayai pembangunan yang ada di daerahnya(Adriana, 
Basri, & Indrawati, 2017).. Selain itu, dengan adanya kondisi fiscal stress maka 
menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum dapat mencari sumber-sumber 
pendapatan secara optimal. Pendapatan asli daerah yang meningkat diharapkan 
dapat membiayai pengeluaran untuk pembangunan dan peningkatan penyediaan 
layanan publik. Lebih lanjut, Pemerintah Daerah dapat terus meningkatkan 
penerimaan daerahnya serta memenuhi permintaan belanja untuk layanan publik 
kepada masyarakat sehingga kondisi fiscal stress tersebut akan berkurang. 
2.3 Keterkaitan PDRB dan Fiscal Stress 
PDB adalah nilai pasar pada suatu negara, dalam kurun waktu tertentu 
dari semua barang dan jasa yang diproduksi(Mankiw, 2007). Pertumbuhan 
ekonomi dalam suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan PDB negara 





dimaknai sebagai naiknya kapasitas penyediaan berbagai barang dan jasa untuk 
penduduknya dalam jangka panjang pada suatu negara. Sedangkan 
pertumbuhan ekonomi daerah adalah peningkatan pendapatan masyarakat atau 
peningkatan semua nilai tambah yang terdapat di daerah tersebut(Suprijati & 
Yakin, 2017). Dalam hal ini untuk melihat pertumbuhan ekonomi dengan PDRB 
yaitu dengan membandingkan PDRB tahun sebelumnya, persamaan dapat 
ditulis sebagai berikut: 
Pertumbuhan Ekonomi : 
              
     
 x 100% 
Dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi, teori yang dikemukakan oleh 
Harrod-Domar menjelaskan ketentuan-ketentuan yang perlu untuk tercapai 
supaya dalam suatu perekonomian dapat terwujud pertumbuhan dalam jangka 
panjang. Dalam teori tersebut menggunakan analisis pada negara maju dan 
pendekatan yang digunakan adalah pertumbuhan aktual (Aktual Growth Rate) 
yang merupakan laju pertumbuhan pendapatan kapasitas penuh dalam suatu 
perekonomian dan laju pertumbuhan alamiah (Warranted Rate of Growth) yang 
dianggap sebagai kesejahteraan optimum. Pertumbuhan aktual adalah 
perhitungan untuk menghitung PDRB berdasarkan harga berlaku, sedangkan 
pertumbuhan alamiah menghitung PDRB berdasarkan harga konstan.  
Teori ini kemudian dikembangkan oleh Harrod (1948) dan Domar (1957) 
(Suprijati & Yakin, 2017). Keduanya menghasilkan hasil yang sama walaupun 
menggunakan perhitungan yang berbeda. Tujuan dari perhitungan mereka 
adalah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pada pendapatan yang 
dibutuhkan dalam suatu perekonomian. Dalam teori ini menjelaskan peran 
investasi terhadap proses pertumbuhan seuatu perekonomian. Peranan investasi 





suatu perekonomian serta menciptakan pendapatan. Oleh karena itu pendapatan 
dan output akan terus membesar selama investasi netto terus berjalan namun 
tetap dalam laju yang sama.  
Pada Buku M.L. Jhingan (2008) dalam Suprijati (2017) model Harrod-
Domar diasumsikan sebagai berikut: 
1. Dalam keadaan pekerjaan penuh terdapat keseimbangan awal. 
2. Pemerintah tidak ikut bercampur tangan. 
3. Perekonomian adalah perekonomian tertutup tanpa ekspor-impor. 
4. Dalam menyesuaikan penciptaan kapasitas produktif dengan investasi tidak 
ditemukan adanya kesulitan. 
5. Kecenderungan menabung marginal sama dengan kecenderungan menabung 
rata-rata. 
6. Kecenderungan menabung marginal tetap adalah konstan. 
7. Rasio stok modal terhadap pendapatan dalam hal ini koefisien modal 
diasumsikan tetap. 
8. Barang modal diasumsikan tidak mengalami penyusutan 
9. Investasi dan tabungan yang berkaitan dengan pendapatan pada tahun yang 
sama. 
10. Upah uang sama dengan pendapatan nyata atau harga umum adalah 
konstan. 
11. Tidak terdapat perubahan tingkat suku bunga 
12. Antara modal dan buruh dalam proses produksi memiliki proporsi yang tetap. 
13. Modal tetap dan modal lancar digabungkan menjadi modal. 





Berdasarkan asumsi diatas, dalam teori Harrod-Domar diperlukan modal 
baru sebagai stok modal tambahan. Modal tambahan ini yang nantinya akan 
mendorong tumbuhnya perekonomian. Pembentukan modal tersebut merupakan 
belanja yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga output berupa 
barang dan jasa yang diproduksi juga semakin besar, sehingga dalam hal ini 
merupakan belanja yang menambah permintaan efektif masyarakat(Rizky, 
Agustin, & Mukhlis, 2016). 
Teori lainnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi neoklasik tradisional, 
dalam teori ini dijelaskan bahwa pertumbuhan output akan selalu diakibatkan dari 
satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga 
kerja, peningkatan modal dan perkembangan teknologi merupakan ketiga faktor 
tersebut (Todaro, 2000 dalam Maharani & Isnowati, 2014). Selain itu terdapat 
Teori Neoklasik Solow yang mana menekankan pertumbuhan dalam jangka 
panjang yang berasal dari peranan modal, tenaga kerja serta teknologi sebagai 
faktor produksi. Dalam hal ini adanya pertumbuhan dilatarbelakangi dengan 
adanya modal, pertumbuhan penduduk, dan terdapat teknologi(Mankiw, 2007).  
Sumber potensi untuk mendapatkan penerimaan daerah juga dapat 
melalui PDRB, ketika PDRB meningkat itu artinya aktivitas ekonomi masyarakat 
semakin baik sehingga masyarakat akan memiliki pendapatan yang semakin  
tinggi serta dapat menghasilkan nilai output yang lebih baik. Pendapatan 
masyarakat yang semakin tinggi akan berdampak pada penerimaan pemerintah, 
serta output yang meningkat akan berdampak pada penyediaan layanan publik 
pemerintah. Hal ini akan berdampak pada kondisi fiscal stress yang 





2.4 Keterkaitan Belanja Modal dan Fiscal Stress 
 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 
ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja Modal 
merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan 
atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti 
dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi 
dan jaringan, dan aset tetap lainnya”. Yuwono (2008) dalam Rizky(2016), belanja 
modal dipergunakan untuk belanja dalam hal pembangunan aset tetap berwujud 
yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Musgrave dan 
Rostow, terdapat keterkaitan antara pertumbuhan pengeluaran dengan tahap 
perkembangan ekonomi dari suatu negara. Terdapat beberapa tahap-
perkembangan ekonomi suatu negara yaitu tahap awal, tahap menengah, dan 
tahap lanjut. Pada tahap awal, persentase investasi pemerintah terhadap 
investatsi total lebih besar, hal ini dikarenakan pemerintah membangun sarana-
prasarana untuk pelayanan publik. Pada tahap menengah, investasi pemerintah 
dan investasi swasta sama sama besar. Latar belakang tetap adanya investasi 
pemerintah yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peranan investasi 
yang besar dari pihak swasta maupun pemerintah mengakibatkan kegagalan 
pasar. Hal ini mengakibatkan pemerintah memiliki tanggung jawab dalam 
penyediaan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang 
lebih baik. Pada tahap lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan 
ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan fasilitas ke pengeluaran-
pengeluaran untuk aktivitas sosial. 
Selain itu, terdapat teori mengenai perkembangan pengeluaran 





pandangan bahwa pemerintah akan selalu meningkatkan 
belanja/pengeluarannya sedangkan masyarakat memiliki tingkat toleransi dalam 
membayar pajak yang semakin tinggi untuk membiayai belanjapemerintah. 
Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat, 
yang selanjutnya dapat mengakibatkan anggaran pemerintah semakin meningkat 
pula(Fajri, 2016). 
Dengan semakin meningkatnya investasi pemerintah pada barang publik 
diharapkan alokasi sumber daya pada sektor swasta dan rumah tangga di suatu 
daerah semakin meningkat(Azis, 2019). Peningkatan tingkat investasi diharapkan 
mampu meningkatkan kualitas layanan publik, hal ini dikarenakan aset tetap 
yang dimiliki sebagai hasil dari belanja modal merupakan prasyarat utama dalam 
menyediakan layanan publik oleh Pemerintah Daerah(Sibuea, 2018). Dongori 
(2006) dalam Sibuea (2018) memberikan gambaran bahwa terdapat perbedaan 
antara tingkat pembiayaan setelah dan sebelum adanya otonomi daerah. Tingkat 
pembiayaan setelah adanya otonomi daerah lebih tinggi. Perubahan pembiayaan 
dikarenakan adanya tuntutan untuk meningkatkan penyediaan layanan publik 
dapat dilihat dari meningkatnya jumlah anggaran belanja untuk pembangunan 
yaitu belanja modal. 
Belanja pembangunan pada jangka pendek akan meningkatkan 
pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah yang semakin tinggi namun tidak 
diiringi dengan penerimaan yang juga meningkat dapat mengakibatkan tekanan 
fiskal yang cukup serius, mengingat tekanan fiskal juga digambarkan sebagai 
tidak seimbangnya penerimaan dan jumlah yang harus dikeluarkan untuk 
memenuhi permintaan layanan publik oleh masyarakat. Pada jangka panjang 





daerah dimasa depan. Oleh karena itu, tekanan fiskal dapat dipengaruhi oleh 
pertumbuhan belanja daerah(Firstanto, 2015). 
Dengan adanya belanja modal, maka Pemerintah Daerah dapat 
melakukan investasi di bidang publik yaitu menambah aset yang nantinya dapat 
digunakan untuk pembangunan dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat 
dalam hal pelayanan publik. Pembangunan yang terlaksana dengan baik maka 
akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mendorong masyarakat 
untuk melakukan aktivitas ekonomi yang lebih baik. daerah akan menghasilkan 
penerimaan serta output yang lebih tinggi yang selanjutnya dapat membiayai 
pembangunan daerah itu sendiri. Apabila daerah tidak lagi bergantung pada 
penerimaan dari Pemerintah pusat serta mampu membiayai daerahnya dalam 
menyediakan layanan publik maka kondisi fiscal stress pada daerah tersebut 
dapat ditangani (Adriana et al., 2017). 
2.5 Keterkaitan Kemiskinan dan Fiscal Stress 
 Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara 
termasuk Indonesia. Permasalahan kemiskinan menjadi cukup serius di 
Provinsi Jawa Timur dikarenakan jumlah penduduk miskin yang tinggi. 
Kemiskinan menurut Nurkse terdapat tiga jenis kemiskinan yaitu kemiskinan 
absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural (Arifin, 2017). Kemiskinan 
absolut merupakan keadaan ketika seseorang memiliki pendapatan dibawah 
garis kemiskinan dan tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. 
Kemiskinan relatif merupakan keadaan ketika seseorang dapat memenuhi 
kebutuhan dasar hidupnya namun apabila dibandingkan dengan keadaan 





kemiskinan kultural adalah ketika seseorang/masyarakat tidak mau memperbaiki 
kehidupannya/memperbaiki kondisinya. 
Berdasarkan teori lingkaran setan kemiskinan Nurkse yang menyatakan 
kemiskinan suatu wilayah berpusat pada teori lingkaran setan kemiskinan. Dilihat 
dari sisi penawaran, dengan tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan 
tingkat upah yang rendah pula. Dengan pendapatan yang rendah maka 
kesanggupan masyarakat untuk menabungpun rendah karena sebagian besar 
telah habis untuk kebutuhan. Hal ini dapat mengakibatkan modal yang terbentuk 
rendah, rendahnya modal yang terbentuk (investasi) menyebabkan kurangnya 
modal, hal ini mengakibatkan tingkat produktivitas rendah pula dan 
seterusnya(Sari, 2018). Kurangnya modal dapat berdampak pada ketersediaan 
layanan publik. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya fiscal stress 
Menurut Bellinger (2007) dalam Manik (2015) pendapatan dan non 
pendapatan merupakan dua dimensi dari kemiskinan. Kemiskinan dimensi 
pendapatan dimaknai sebagai keadaan ketika suatu rumah tangga memiliki 
pendapatan rendah, sedangkan dimensi non pendapatan ditandai dengan 
adanya ketidakmampuan, ketiadaan harapan. Menurut Todaro & Smith (2006) 
kemiskinan absolut merupakan kemiskinan dimana masyarakat tidak mampu 
mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, 
sehingga penduduk hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum atau dapat 
dikatakan hidup di bawah garis kemiskinan internasional.  
Pengentasan kemiskinan melalui pengeluaran atau belanja pemerintah 
yang dibelanjakan dengan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat miskin merupakan bentuk tindakan nyata pemerintah dalam 





kemiskinan(Hidayati & Bawono, 2020). Peningkatan belanja untuk pelayanan 
publik juga merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi permintaan 
pelayanan publik. Fiscal stress juga merupakan suatu kondisi tidak mampunya 
pemerintah untuk meningkatkan pendapatan atau menyediakan barang dan jasa 
sesuai dengan permintaan masyarakat akan layanan publik(Arnett, 2011). 
Dengan adanya upaya pemenuhan pelayanan publik ini maka dapat menurunkan 
fiscal stress yang dialami oleh pemerintah. Menurut Leasiwal (2013) dalam 
Isminanda (2019) jumlah penduduk miskin pada suatu daerah mengindikasikan 
tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Tingkat kesejahteraan 
masyarakatnya semakin rendah apabila jumlah penduduk miskin semakin tinggi. 
Jika jumlah penduduk miskin semakin rendah maka tingkat kesejahteraan 
masyarakatnya semakin tinggi. Adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat 
dapat dicapai salah satunya dengan cara meningkatkan pelayanan publik.  Hal ini 
yang selanjutnya akan mempengaruhi kondisi fiscal stress. 
2.6 Penelitian Terdahulu 
Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah menganalisis serta 
mengkaji determinan fiscal stress di berbagai daerah maupun negara. Penelitian 
oleh Adriana (2017), Muda (2012), Septira (2019), Trussel (2012) yang bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan pendapatan asli daerah terhadap 
fiscal stress menunjukkan hasil yang berbeda, hasil dari penelitian Adriana 
(2012), pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap fiscal 
stress. Sedangkan hasil dari penelitian Trussel (2012), Muda (2012), Septira 
(2019), dan Lhutfi (2020) secara parsial variabel pertumbuhan Pendapatan Asli 





Penelitian yang menguji pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap fiscal 
stress dilakukan oleh Adriana (2017), Muda (2012), Septira (2019). Hasilnya 
menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh terhadap fiscal 
stress (Adriana, 2017; Muda, 2012). Sedangkan hasil dari penelitian Septira 
(2019) adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap fiscal stress. 
Kemudian penelitian yang menguji pengaruh pertumbuhan belanja modal 
terhadap fiscal stress dilakukan oleh Adriana (2017), Muda (2012), Septira 
(2019), Lhutfi (2020) hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja modal 
tidak berpengaruh terhadap fiscal stress. 
Penelitian mengenai determinan fiscal stress yang berkaitan dengan 
utang dilakukan oleh Trussel (2012), Gregori (2016), dan Gorina (2016). 
Penelitian milik Gregori memberikan hasil bahwa faktor yang paling berpengaruh 
adalah pembayaran pinjaman tahunan atas total pengeluaran. Sedangkan 
penelitian oleh Trussel (2012) dan Gorina (2016) memberikan hasil peningkatan 
hutang sebagai bagian dari total pendapatan meningkatkan kemungkinan 
kesulitan fiskal. 
Penelitian oleh Shamsub dan Akoto (2004); Adriana (2017) meneliti 
pengaruh desentralisasi fiskal dan diversifikasi pendapatan daerah terhadap 
fiscal stress. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa belanja 
agregat yang berjumlah besar berkaitan dengan tekanan fiskal yang tinggi, 
kemudian banyaknya macam atau diversifikasi pada pendapatan daerah dan 
desentralisasi fiskal berkaitan dengan tekanan fiskal yang rendah. Desentralisasi 
Fiskal berpengaruh negatif terhadap fiscal stress dan diversifikasi pendapatan 





Sedangkan penelitian yang menunjukkan faktor penentu fiscal stress dari 
sisi politik di lakukan oleh Glasberg (2016) dengan menggunakan studi kasus 
Cleveland pada tahun 1978 yang menunjukkan bahwa proses struktural dari 
perpaduan elit dan hegemoni bank memberdayakan komunitas perbankan dan 
bisnis untuk membangun krisis cleveland secara sosial dan mempengaruhi 
pembuatan kebijakan Cleveland yang mana terkait dengan keputusan 
pengeluaran dan menyebabkan default krisis fiskal Cleveland.  
Penelitian mengenai indeks fiscal stress dilakukan oleh Baldacci (2011) 
yang menunjukkan di negara-negara maju yang merupakan prediktor teratas dari 
tekanan fiskal adalah indikator kebutuhan pembiayaan bruto dan risiko 
solvabilitas fiskal. Di negara berkembang, prediktor terbaik dari tekanan fiskal 
adalah risiko yang terkait dengan struktur dan eksposur utang publik  dari pasar 
keuangan. Selain itu juga terdapat penelitian-penelitian mengenai pengaruh 
fiscal stress terhadap variabel lainnya. Berikut merupakan tabel penjelasan 
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Sumber : Penulis, 2020. 
Penelitian ini terinspirasi dari penelitian oleh Septira (2019) dan Muda (2012). Penelitian tersebut meneliti pengaruh pertumbuhan 
PAD, pertumbuhan Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap fiscal strees. Namun, dalam penelitian ini ditambah satu 
variabel bebas lainnya yaitu kemiskinan. Selain itu, berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, pengukuran fiscal stress mengadopsi 







2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis 
Kondisi keuangan daerah dimana pemerintah daerah tidak dapat 
memenuhi permintaan pelayanan publik, atau tidak dapat meningkatkan 
penerimaan daerahnya serta memenuhi permintaan layanan publik maka akan 
dapat menimbulkan terjadinya fiscal stress. Hal ini mengakibatkan Pemerintah 
Daerah belum mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri secara 
mandiri. Meningkatnya fiscal stress diakibatkan oleh adanya tuntutan 
peningkatan kemandirian untuk membiayai penyediaan layanan publik yang 
diminta masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pendapatan 
yang diterima. 
Terjadinya tekanan fiskal ini dipengaruhi beberapa hal yang akan 
menentukan tinggi rendahnya tekanan fiskal pada pemerintah daerah. Secara 
teoritis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, 
dan Pertumbuhan Belanja Modal yang meningkat maka akan berdampak pada 
menurunnya fiscal stress, sedangkan kemiskinan akan berdampak positif 
terhadap fiscal stress. Apabila kemiskinan meningkat maka fiscal stress juga 




























Sumber : Penulis, 2020. 
2.8 Hipotesis 
Tekanan fiskal/fiscal stress diartikan sebagai tidak mampunya pemerintah 
dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus dipenuhi baik dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang, selain itu juga dan dapat disertai dengan tidak 
mampunya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan atau menyediakan 
barang dan jasa(Arnett, 2011). Ketika suatu daerah mengalami kondisi fiscal 
stress maka pemerintah pada derah tersebut berada dalam kondisi yang belum 
sepenuhnya mampu untuk membiayai pengeluaran pembangunan untuk 
daerahnya(Adriana et al., 2017). Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan bahwa 
Pemerintah Daerah belum mampu untuk mencari sumber potensi penerimaan 
daerah dengan optimal. Berdasarkan teori tax-spend hypothesis maka dengan 
meningkatnya pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkatkan belanja 





































bergantung pada bantuan pembagian anggaran dari pemerintah pusat, sehingga 
kondisi fiscal stress tersebut akan berkurang. Sehingga dalam hal ini, akan 
mempengaruhi solvabilitas keuangan secara positif sehingga mengurangi kondisi 
fiscal stress. 
Disisi lain, Pertumbuhan ekonomi daerah(PDRB) berdasarkan teori 
Kuznets yaitu pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai naiknya kapasitas 
penyediaan barang dan jasa untuk penduduknya dalam jangka panjang pada 
suatu negara. Selain itu berdasar teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik dan 
Teori Harrod-Domar menjelaskan mengenai pernan modal dalam pertumbuhan 
ekonomi. Hal ini mengindikasikan mengenai peranan ketersediaan barang dan 
jasa serta modal. Peranan ketersediaan barang dan jasa untuk penduduknya  
berkaitan erat dengan kondisi fiscal stress yaitu Pemerintah tidak dapat 
meningkatkan penyediaan layanan publik. Dengan hal ini, maka pertumbuhan 
ekonomi daerah akan mempengaruhi solvabilitas keuangan secara positif 
sehingga kemudian dapat mengurangi kondisi fiscal stress. 
Sedangkan dengan adanya pengeluaran yaitu belanja modal, Pemerintah 
Daerah dapat melakukan investasi di bidang publik yaitu penambahan aset yang 
nantinya akan digunakan untuk membangun fasilitas yang dapat memenuhi 
permintaan masyarakat dalam hal pelayanan publik. Berdasarkan teori Musgrace 
dan Rostow, keterkaitan antara pertumbuhan pengeluaran dengan tahap 
perkembangan ekonomi dari suatu negara melalui peranan investasi. 
Peningkatan investasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, 
karena aset tetap yang dimiliki sebagai hasil dari belanja modal merupakan 
bentuk penyediaan layanan publik oleh Pemerintah. Hal ini berkaitan dengan 
pelayanan publik sendiri yang merupakan salah satu komponen dalam kondisi 





layanan publik. Oleh karena itu, pertumbuhan belanja modal akan 
mempengaruhi solvabilitas keuangan secara positif sehingga mengurangi fiscal 
stress. 
Pengeluaran pemerintah juga digunakan untuk pengentasan kemiskinan. 
Pengentasan kemiskinan melalui pengeluaran atau belanja pemerintah yang 
dibelanjakan dengan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
yang tergolong miskin seperti pemenuhan kebutuhan dasar, merupakan bentuk 
tindakan nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
mengangkat dari jurang kemiskinan(Hidayati & Bawono, 2020). Berdasarkan teori 
lingkaran setan kemiskinan Nurkse, tingkat produktivitas yang rendah akan 
mengakibatkan tingkat upah yang rendah sehingga kesanggupan masyarakat 
untuk menabungpun rendah. Hal ini dapat mengakibatkan modal yang terbentuk 
rendah yang menyebabkan kurangnya modal, hal ini mengakibatkan tingkat 
produktivitas rendah pula dan seterusnya. Apabila dilihat dalam lingkaran 
tersebut terdapat modal yang mana berkaitan dengan penyediaan layanan pub lik 
yang akan mempengaruhi kondisi fiscal stress. Dalam hal ini berarti kemiskinan 
dapat berpengaruh terhadap solvabilitas keuangan secara negatif sehingga akan 
meningkatkan kondisi fiscal stress. 
Berdasarkan pada ulasan kajian teori di atas maka hipotesis dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan pendapatan asli 
daerah terhadap indeks fiscal stress (solvabilitas keuangan). 
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan PDRB terhadap 





3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan belanja modal 
terhadap indeks fiscal stress (solvabilitas keuangan). 
4. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan kemiskinan terhadap indeks 






3    
3.1 Pendekatan Penelitian 
 Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti maka pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.  Penelitian  
kuantitatif  adalah  penelitian  yang mencari pemecahan masalah dengan 
menggunakan angka baik dari pengumpulan, penafsiran dan penampilan dari 
hasil data-data yang ada.  
3.2 Ruang Lingkup Penelitian 
 Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah pengaruh pertumbuhan 
PAD, pertumbuhan PDRB, pertumbuhan Belanja Modal, dan Kemiskinan. Selain 
itu, objek penelitian ini adalah fiscal stress yang diukur mengunakan 11 indikator 
yang dibagi dalam 4 kelompok yaitu cash solvency(solvabilitas kas), budget 
solvency(solvabilitas anggaran), longrun solvency(solvabilitas jangka panjang), 
dan service level solvency(solvabilitas tingkat layanan).  
3.2.1 Populasi 
Nawawi (1985) dalam Unaradjan (2019) mendefinisikan populasi adalah 
keseluruhan nilai yang mungkin yang didapat baik melalui pengukuran kuantitatif 
maupun kualitatif dengan menggunakan karakteristik tertentu dalam sekumpulan 
objek. Populasi merupakan kumpulan unsur yang menjadi unit analisis dalam 
penelitian. Seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur menjadi 





3.3 Jenis Data 
 Data sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu data yang berasal dari publikasi resmi maupun media cetak yang utamanya 
dalam penelitian ini berasal dari website resmi institusi pemerintah. 
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 
Terdapat banyak penjelasan yang dapat mendefinisikan konsep 
pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, 
pertumbuhan belanja modal, kemiskinan, dan fiscal stress. Oleh karena itu, 
peneliti memfokuskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian sebagai 
berikut: 
Tabel 3.1: Definisi Operasional Variabel 
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aset tetap berwujud 
yang mempunyai nilai 
manfaat lebih dari 12 
(dua belas) bulan  





4. Kemiskinan keadaan yang dialami 
oleh sekelompok 
orang adalah serba 
kekurangan sehingga 
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Dalam hal ini terdapat empat jenis komponen untuk menilai solvabilitas 
keuangan yang digunakan dalam variabel fiscal stress. Empat jenis komponen 
tersebut dibentuk berdasarkan 11 indikator keuangan seperti dijelaskan pada 
tabel berikut: 
Tabel 3.2: Indikator Fiscal Stress 
No. Variabel Pemaknaan Pengukuran Dimensi 
1. Cash Ratio Kemampuan 
membayar utang 
dengan kas/efek oleh 
pemerintah daerah 
(Rahmawati, 2011). 
Semakin tinggi ratio 
mengindikasikan cash 







2. Quick Ratio Semakin tinggi ratio 
mengindikasikan cash 











standar untuk menilai 
kesehatan organisasi. 
Semakin tinggi ratio 
mengindikasikan cash 






4.  Operating 
Ratio 









No. Variabel Pemaknaan Pengukuran Dimensi 
   Expenses  









6. Net Asset 
Ratio 
Semakin tinggi rasio 
mengindikasikan 










Semakin rendah rasio 
mengindikasikan 





















Semakin tinggi nilainya 
mengindikasikan 
service level solvency 






Semakin tinggi nilainya 
mengindikasikan 
service level solvency 







Semakin tinggi nilainya 
mengindikasikan 
service level solvency 










3.5 Metode Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menelaah publikasi Badan Pusat Statistik dan Laporan Neraca serta 
APBD setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang dipublikasikan oleh Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan. 
3.6 Metode Analisis 
3.6.1 Menghitung Financial Condition Index Pemerintah Daerah 
Indeks cash solvency, budget solvency, longrun solvency, dan service-
level solvency  yang telah didapat dari kesebelas indikator keuangan kemudian 
di konstruksi menjadi Composite Financial Condition Index(FCI) Pemerintah 
Daerah. Metode ini yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui dan 
mengkategorikan apakah suatu Kabupaten/Kota pada tahun tertentu mengalami 
fiscal stress. Pengukuran Composite Financial Condition Index (FCI) didapat dari 
nilai rata-rata tertimbang dari masing masing dimensi indeks fiscal stress, dengan 
rumus sebagai berikut: 




Setelah didapat nilai komposit FCI, maka selanjutnya akan dikategorikan 
masing masing nilai komposit FCI menjadi kategori kondisi keuangan baik, 
cukup, dan kurang. Kabupaten/Kota dengan kategori kurang adalah 
Kabupaten/Kota yang mengalami fiscal stress. Kriteria pengkategorian nilai 





Tabel 3.3: Kriteria Pengkategorian Composite Financial Condition Index  
No. Penilaian Keterangan 
1. Baik 
Jika nilai IKK lebih dari nilai mean+ (1 
x standar deviasi) 
2. Cukup 
Jika nilai IKK antara nilai mean- (1 x 
standar deviasi) dengan nilai mean+ (1 
x standar deviasi) 
3. Kurang 
Jika nilai IKK kurang dari nilai mean+ 
(1 x standar deviasi) 
Sumber : (Ritonga, 2014; Yati & Asmara, 2020) 
3.6.2 Model Panel Data 
Metode yang digunakan untuk meneliti adalah regresi model data panel. 
Dari segi jenis data, regresi data panel merupakan gabungan dari jenis 
data  runtut waktu dan data kerat lintang yang dikumpulkan secara individu. 
Model persamaan data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
FSit = α + β1PADit + β2PDRBit  + β3BMit + β4POVit + eit 
Yang kemudian terbagi menjadi: 
CSit = α + β1PADit + β2PDRBit  + β3BMit + β4POVit + eit 
BSit = α + β1PADit + β2PDRBit  + β3BMit + β4POVit + eit 
LSit = α + β1PADit + β2PDRBit  + β3BMit + β4POVit + eit 
SSit = α + β1PADit + β2PDRBit  + β3BMit + β4POVit + eit 
dimana: 
FSit : variabel terikat (dependen) yaitu fiscal stress  
CSit : variabel terikat (dependen) yaitu cash solvency  
BSit : variabel terikat (dependen) yaitu budget solvency  
LSit : variabel terikat (dependen) yaitu longrun solvency  
SSit : variabel terikat (dependen) yaitu service-level solvency 





PDRB : variabel bebas (independen) Produk Domestik Regional Bruto 
BM : variabel bebas (independen) Pertumbuhan Belanja Modal 
POV : variabel bebas (independen) Kemiskinan 
i : entitas ke-i 
t : periode ke-t 
 
Menurut Widarjono (2007) terdapat tiga teknik (model) untuk 
mengestimasi parameter model dengan jenis data panel. Ketiga teknik tersebut  
akan dijelaskan sebagai berikut: 
1. Model Common Effect (Common Effect Model) 
Teknik ini merupakan teknik yang dinilai paling sederhana. Hal ini 
dikarenakan untuk mengestimasi model hanya dengan menggabungkan 
data cross section dan time series sebagai satu kesatuan dan 
mengesampingkan adanya perbedaan waktu dan entitas (individu). Hal ini 
sama dengan teknik estimasi pooling dengan pendekatan OLS. Pada 
model ini ditambahkan variabel αi untuk tiap variabelnya. 
2. Model Efek Tetap (Fixed Effect Model) 
Teknik dalam Fixed Effect Model lebih kompleks apabila 
dibandingkan dengan Common Effect Model, hal ini dikarenakan pada 
model ini tidak lagi mengesampingkan heterogenitas antar variabel. 
Dalam model ini diasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah 
berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama). Model ini 








3. Model Efek Random (Random Effect Model) 
Pendekatan yang dipakai dalam teknik ini mengasumsikan bahwa 
efek individu bersifat random untuk setiap unit cross section, sehingga 
penduga random effect mengakomodasi mengakomodasi struktur error 
pada persamaan dan dengan menggunakan generalized least square jika 
dibandingkan dengan metode fix effect yang menggunakan OLS. Model 
ini digunakan apabila unobserved heterogeneity tidak berkorelasi dengan 
variabel penjelas. 
3.6.3 Uji Stasioneritas 
Tujuan dari Uji Stasioneritas adalah untuk mengetahui kestasioneran 
data, apabila data tidak stasioner maka artinya data mempunyai akar 
unit(stochastic trend)(Pasaribu & Mada, 2001). Uji stasioneritas menjadi hal yang 
diperlukan karena berperan sebagai deteksi awal adanya multikolinearitas, 
autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Selain itu, stasioner menjadi penting 
karena merupakan upaya untuk menghindari regresi lancung (spuorius 
regression). Apabila data tidak stasioner maka akan menimbulkan potensi 
adanya regresi palsu nonsense regression atau miss leading (Gujarati, 2003). 
Selain itu, estimasi yang menggunakan data yang tidak stasioner akan 
menyebabkan timbulnya super inkonsistensi(Pasaribu & Mada, 2001). 
Data dikatakan memiliki sifat stasioner apabila nilai rata-rata dan 
variannya memiliki nilai yang konstan dan nilai kovarian antara dua periode 
hanya terganggu pada lag antara dua periode tersebut, bukan pada kovarian 
yang dihitung pada periode tersebut (Gujarati, 2003). Pengujian stasioneritas 
yang sangat populer adalah uji akar unit(unit root test). Literatur terkini 
menyarankan pengolahan data panel berdasarkan uji akar unit memiliki kekuatan 





individu(Manuhutu, 2011). Pengujian akar unit pada data panel dapat dilakukan 
uji Levin-Lin-Chu dan Uji Harris-Tzavalis 
3.6.4 Uji Asumsi Klasik  
Sebelum melakukan estimasi data panel, maka terlebih dahulu dilakukan 
uji asumsi klasik. Uji ini untuk memastikan bahwa model yang digunakan bersifat 
BLUE (Best, Linear, Unbiassed). Hal ini mengacu pada Gauss-Markov Theorem. 
Beberapa uji dalam uji asumsi klasik adalah sebagai berikut: 
a) Uji Normalitas 
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi dengan 
normal atau tidak, model yang baik adalah model dengan nilai residu yang 
terdistribusi dengan normal (Firstanto, 2015). Dengan nilai residual yang 
berdistribusi normal, maka dengan sampel yang berjumlah kecil pun dapat 
diambil kesimpulan. Nilai residual yang dimaksud adalah nilai selisih antara nilai 
hasil observasi dengan nilai prediksi dari menggunakan persamaan model. 
Dalam hal ini terdapat beberapa cara untuk menguji normalitas yaitu dengan 
Jarque-Bera, Saphiro Wilk, Saphiro Francia dan metode grafik. 
b) Uji Multikolinieritas 
Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana terdapat suatu korelasi 
sempurna atau exact antar variabel bebas sehingga menyulitkan untuk 
mengidentifikasi variabel bebas dan variabel terikatnya. Dengan adanya 
multikolinearitas akan berdampak pada akuratnya parameter penduga. Terdapat 
beberapa cara untuk menguji keberadaan multikolinearitas yaitu sebagai berikut:  
1. Memahami definisi operasional dan pengukuran variable 
2. Menganalisis matriks korelasi parsial 





4. Melihat nilai dari variance inflation factor (VIF) 
Melihat nilai koefisien korelasi menjadi cara yang paling mudah dalam 
menguji adanya multikolinearitas. Nilai koefisien sendiri berkisar antara nol 
hingga satu setelah dimutlakkan. Pemaknaan dari nilai koefisien korelasi adalah 
semakin besar nilainya maka korelasi semakin kuat sehingga akan semakin 
besar pula kemungkinan terjadinya multikolinearitas.  
c) Uji Autokorelasi 
Nachrowi dan Usman (2006) mendefinisikan autokorelasi sebagai kondisi 
dimana terdapat korelasi antar disturbance term untuk periode yang berbeda. 
Autokorelasi juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana nilai residual 
pada data berkaitan satu observasi dengan observasi lainnya atau terjadi pola 
pergerakan residual yang berubah mengikuti perubahan waktu. Apabila suatu 
model mengalami autokorelasi maka akan mempengaruhi standar error dari 
koefisien penduga parameter model. Metode perhitungan autokorelasi secara 
statistik dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu menggunakan statistik 
Durbin-Watson dan Breusch-Godfrey Test.  
d) Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas suatu pengujian untuk mengetahui apakah dalam 
suatu model memiliki error term yang variansnya konstan atau tidak. Suatu 
model yang baik adalah model yang memiliki varians dari error termnya adalah 
konstan (homokedastisitas). Heteroskedastisitas merupakan kondisi dimana eror 
term memiliki varians yang tidak sama. Apabila suatu model terdeteksi 
mengalami heteroskedastisitas maka akan menyebabkan hasil Uji-t dan Uji-F 
menjadi tidak berguna (miss leanding). Dalam penelitian ini akan dilakukan 
dengan menggunakan White Heteroskedasticity Test. Heteroskedastisitas dapat 





seiring waktu, pengambilan data, keberadaan data outlier atau data yang 
menyimpang dari rata-rata hitung, dan kesalahan spesifikasi. 
3.6.5 Uji Hipotesis 
Menurut Nachrowi & Usman (2006), menguji signifikansi koefisien regresi 
yang didapat merupakan kegunaan dari uji kelayakan/hipotesis. Hal ini untuk 
memastikan bahwa koefisien regresi yang didapat secara statistik menyatakan 
variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya. Terdapat dua 
jenis pengujian yang dapat dilakukan, yaitu: 
1. Uji-F 
Uji-F dilakukan untuk melakukan pengujian hipotesis melihat apakah seluruh 
variabel independen berpengaruh terhadap variabel terikatnya dengan melihat  
koefisien (slope) regresi secara bersamaan/simultan. Hasil uji F akan 
mencerminkan kelayakan suatu model dalam menginterpretasikan pengaruh 
variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen. Selain itu juga 
terdapat R-Squared yang menjelaskan mengenai berapa persentase variabel 
independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Namun apabila nilai R-
Squared bernilai kecil belum tentu model tersebut tidak baik.  
 
2. Uji-t 
Uji-t dilakukan untuk melakukan pengujian hipotesis melihat apakah masing-
masing variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dengan cara 
melihat koefisien regresi secara individu/parsial. Pengujian dilakukan terhadap 
koefisien regresi populasi, Apabila sama dengan nol, maka  variabel bebas tidak 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Apabila tidak sama 





variabel terikat. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing masing 
individu variabel bebas yang digunakan mempunyai pengaruh terhadap variabel 
terikat dalam suatu penelitian. 
3.6.6 Tahapan Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel 
Ada beberapa tahap dalam menentukan penggunaan model mana yang 
paling baik. Menurut Widarjono (2007), terdapat tiga pengujian untuk mengetahui 
model mana yang paling baik. Pertama uji Chow, kedua uji Hausman, ketiga 
uji Lagrange Multiplier (LM). Masing dari pengujian tersebut akan dijelaskan 
melalui uraian berikut ini. 
1. Uji Chow 
Uji ini digunakan untuk membandingkan common effect model  dengan fix 
effect model sehingga dapat diketahui model mana yang terbaik diantara kedua 
model tersebut. Hipotesis nul pada uji ini adalah bahwa intersep sama, atau 
dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel adalah Common 
Effect, dan hipotesis alternatifnya adalah intersep tidak sama atau model yang 
tepat untuk regresi data panel adalah Fixed Effect. Cara untuk mengetahui hasil 
uji tersebut adalah dengan melihat probabilitas dari estimasi yang telah 
dilakukan. Jika nilai probabilitas kurang dari α 0.05 maka hipotesis nul ditolak dan 
hipotesis alternatif diterima. 
2. Uji Hausman 
Hausman telah mengembangkan suatu uji untuk memilih apakah 
metode Fixed Effect dan metode Random Effect lebih baik dari metode Common 
Effect. Hipotesis nulnya adalah bahwa tidak ada perbedaan antara random effect 
model  dengan fix effect model dan hipotesis alternatifnya adalah terdapat 





yang tepat adallah fixed effect. Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari 
probability nya  maka hipotesis nul ditolak sehingga dapat disimpulkan model 
yang tepat adalah model Fixed Effect. Dan sebaliknya, apabila nilai statistik 
Hausman lebih kecil dari probabilitynya maka hipotesis nul diterima yang artinya 
model yang tepat adalah model Random Effect. 
3. Uji Lagrange Multiplier 
Uji ini digunakan untuk membandingkan antara model Random Effect dan 
Common Effect mana yang paling baik untuk digunakan. Pengujian didasarkan 
pada nilai error term dari metode Common Effect. Hipotesis nulnya adalah bahwa 
model yang tepat untuk regresi data panel adalah Common Effect, dan hipotesis 
alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah Random 
Effect. Apabila nilai LM hitung lebih besar dari probabilitynya maka hipotesis nul 
ditolak yang artinya model yang tepat adalah model Random Effect. Sebaliknya, 
apabila nilai LM hitung lebih kecil dari nilai probabilitynya maka hipotesis nul 
diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah 
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4.1 Analisis Deskriptif 
Pada tabel statistik deskriptif berikut menunjukkan angka dari jumlah 
sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu sebanyak 304 data dengan 38 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam rentang waktu 8 tahun(2012-2019) dengan 
nilai minimum, maksimum, mean, serta standar deviasi pada masing-masing 
variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel fiscal 
stress(Y) yang terbagi kedalam 4 indeks solvabilitas keuangan yaitu cash 
solvency, budget solvency, longrun solvency, serta service level solvency, 
sedangkan variabel independennya merupakan Pertumbuhan Pendapatan  Asli 
Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pertumbuhan Belanja Modal, serta 
Kemiskinan. 
Tabel 4.1: Deskriptif Statistik Variabel Penelitian 
Variabel N Median Mean Std. Dev Min Max 
CS 304 1.888 8.941 33.775 0 339.308 
BS 304 1.966 2.309 7.447 -41.084 49.756 
LS 304 0.332 1.383 7.481 0.298 103.780 
SS 304 0.050 0.050 0.019 0.014 0.115 
PAD 304 16.860 20.019 21.946 -38.788 97.623 
PDRB 304 5.500 5.579 1.815 -2.66 21.95 
BM 304 13.894 18.349 37.579 -60.115 212.314 
POV 304 11.295 11.799 4.904 3.81 27.97 





Dalam rentang waktu tahun 2012-2019, Solvabilitas keuangan jangka 
pendek(Cash Solvency) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki rata-
rata sebesar 8.941 dengan rentangan 0 hingga 339.308, nilai terendah dimiliki 
oleh Kota Batu pada tahun 2013 sebesar 0 dan Kabupaten/Kota yang memiliki 
solvabilitas keuangan jangka pendek tertinggi adalah Kabupaten Pasuruan pada 
tahun 2012 dengan nilai sebesar 339.308. Selisih solvabilitas keuangan jangka 
pendek yang tinggi menggambarkan ketimpangan kemampuan keuangan yang 
besar antar Kabupaten/Kota. Sedangkan berdasarkan solvabilitas anggaran 
Kabupaten/Kota memiliki nilai rata-rata sebesar 1.966 dengan rentang nilai -
41.084 hingga 49.756. Nilai terendah dimiliki oleh Kota Mojokerto pada tahun 
2016 dan nilai tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018. 
Sama halnya dengan solvabilitas keuangan jangka pendek, selisih solvabilitas 
anggaran yang tinggi menggambarkan ketimpangan kemampuan keuangan 
dalam panjang yang besar antar Kabupaten/Kota. Dilihat dari solvabilitas 
keuangan jangka panjang, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur memiliki nilai 
rata rata sebesar 0.332 dengan rentang nilai 0.298 hingga 103.780. Nilai 
solvabilitas jangka panjang terendah dimiliki oleh Kota Probolinggo tahun 2019 
dan tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Sampang pada tahun 2019. Selain itu fiscal 
stress dapat digambarkan melalui solvabilitas layanan. Berdasarkan data, 
solvabilitas layanan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur memiliki nilai rata-rata 
sebesar 0.050 dengan rentang nilai 0.014 hingga 0.115. Nilai terendah dimiliki 
oleh Kota Mojokerto 2016 dan tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Sampang pada 
tahun 2012. 
Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam rentang 
tahun 2012-2018 memiliki rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 16.86% dengan 
pertumbuhan tertinggi sebesar 97.62% dimiliki oleh Kabupaten Ngawi pada 





oleh Kabupaten Bangkalan tahun 2018. Dengan Pertumbuhan PAD tersebut, 
rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah memiliki rata-rata sebesar 5.5% dengan 
pertumbuhan ekonomi daerah tertinggi sebesar 21.95% dimiliki oleh Kabupaten 
Bojonegoro pada tahun 2016, dan terendah sebesar -2.66% dimiliki oleh 
Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015. Sedangkan dari sisi belanja modal, 
pertumbuhan belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam rentang 
tahun 2012-2019 memiliki rata-rata pertumbuhan belanja modal sebesar 18.89% 
dengan pertumbuhan belanja modal tertinggi sebesar 212.31% dimiliki oleh Kota 
Mojokerto tahun 2012 dan terendah sebesar -60.115% juga dimiliki oleh Kota 
Mojokerto tahun 2017. Persentase Kemiskinan pada Kabupaten/Kota Provinsi 
Jawa Timur dalam rentang tahun 2012-2019 memiliki rata-rata sebesar 11.295% 
dengan persentase kemiskinan tertinggi sebesar 27.97% dimiliki oleh Kabupaten 
Sampang pada tahun 2012 dan terendah sebesar 3.81% dimiliki oleh Kota Batu 
ada tahun 2019. 
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian 
4.2.1 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
PAD digunakan sebagai pengukuran atas pendapatan yang diperoleh 
daerah berdasarkan peraturan daerah. PAD sendiri merupakan bentuk dari 
terwujudnya asas desentralisasi dan juga sebagai salah satu sumber dari 
penerimaan daerah. Berdasarkan data, dapat diketahui rata-rata pertumbuhan 







Gambar 4.1: Grafik Rata-Rata Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2012-2019(%) 
 
Sumber:DJPK data diolah, 2021. 
 Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui rata-rata pertumbuhan PAD 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi sejak tahun 2012 
hingga 2019. Pada tahun 2012-2013 terjadi sedikit penurunan dari 24.78% 
menjadi 23.81%, kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2014 
dengan nilai rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 55.05%. Pada tahun 2015 
hingga 2016 terjadi penurunan pertumbuhan PAD namun kembali meningkat 
pada tahun 2017 menjadi sebesar 31.4%. Pada tahun 2018 terjadi penurunan 
pertumbuhan PAD secara drastis yaitu mengalami penurunan PAD sebesar -
8.87% namun pada tahun berikutnya mampu meningkat kembali menjadi 
sebesar 9.67%. 
4.2.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk melihat 
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Pertumbuhan PDRB yang digunakan dalam penelitian ini merupakan laju 
pertumbuhan PDRB atas harga konstan dengan tahun dasar 2010. Rata-rata 
pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi 
sejak tahun 2012 hingga 2019. 
Gambar 4.2: Grafik Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2012-2019(%) 
 
Sumber:BPS data diolah, 2021. 
Berdasarkan grafik, rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Timur terus mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2015. 
Pada tahun 2016, terjadi kenaikan yaitu rata-rata pertumbuhan PDRB menjadi 
sebesar 5,64% setelah sebelumnya sangat turun pada tahun 2015 sebesar 
5.31%. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 rata-rata pertumbuhan PDRB 
kembali mengalami penurunan, yaitu menjadi sebesar 5,37 lalu cenderung stabil 
pada tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 5,36% dan 
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4.2.3 Pertumbuhan Belanja Modal  
 Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya yaitu 
menyediakan layanan publik membutuhkan pembiayaan. Biaya untuk pengadaan 
layanan publik ini dapat dibiayai oleh Belanja Modal. Berdasarkan data, rata-rata 
pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2012-
2019 mengalami fluktuasi. 
Gambar 4.3: Grafik Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019(%) 
 
Sumber:DJPK data diolah, 2021. 
 Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2013, rata -
rata pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 
mengalami penurunan yang signifikan dari 40,58% pada tahun 2012 menjadi 
17,51% pada tahun 2013. Pada tahun 2014, rata-rata pertumbuhan belanja 
modal kembali meningkat menjadi 34,25%, namun pada tahun 2015 hingga 
tahun 2018 terus mengalami penurunan bahkan hingga menyentuh angka 
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tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan belanja modal sebesar -5,21% dan 
dilanjutkan pada tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan belanja modal 
sebesar -8,53%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang sangat signifikan 
yaitu sebesar 18.62%. 
4.2.4 Kemiskinan 
Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia adalah 
Provinsi Jawa Timur. Kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan persentase kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Rata-
rata persentase kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur cenderung 
mengalami penurunan sejak tahun 2012 hingga 2019. 
Gambar 4.4: Grafik Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2012-2019(%) 
 
Sumber:BPS data diolah, 2021. 
Berdasarkan grafik, Rata-rata persentase kemiskinan Kabupaten/Kota 
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Pada tahun 2015, terjadi kenaikan rata-rata persentase kemiskinan menjadi 
sebesar 12,17%. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 rata-rata persentase 
kembali mengalami penurunan hingga tahun 2018, yaitu sebesar 11,87 lalu 
cenderung menurun hingga tahun 2019 dengan rata-rata persentase kemiskinan 
sebesar 10,87% pada tahun 2018 dan 10,30% pada tahun 2019.  
4.2.5 Fiscal Stress 
Para peneliti menyadari bahwa mengukur tekanan fiskal itu sulit, hal ini 
dikarenakan tekanan fiskal tidak didefinisikan dengan baik dan sulit untuk diukur 
secara langsung. Metode pengukuran bergantung pada ketersediaan data, 
preferensi dari peneliti, dan unit analisis (Bahl, 1984, Benson 1988 dalam Arnett, 
2011). Akibatnya, meskipun telah dilakukan penelitian selama 30 tahun di tingkat 
lokal dan di tingkat negara bagian, tidak ada ukuran tekanan fiskal yang 
diterima(Jimenez, 2009 dalam Arnett 2011). Dalam penelitian Arnett, 2012 yang 
membandingkan berbagai ukuran fiscal stress  (budget deficits, year-end 
unreserved, revenue performance, tax increases relative to expenditure trends, 
dan financial ratios/rasio keuangan), rasio keuangan dinilai sebagai ukuran tahun 
ke tahun yang dinilai cukup efektif dalam pengukuran fiscal stress(Arnett, 2011). 
Hal ini dikarenakan hanya indikator keuangan yang memiliki kemampuan untuk 
menggabungkan keempat dimensi solvabilitas keuangan (cash solvency, budget 
solvency, longrun solvency, serta service-level solvency) karena fleksibilitas 






4.2.5.1 Cash Solvency 
Cash solvency atau solvabilitas tunai adalah kemampuan pemerintah 
untuk menghasilkan uang tunai yang cukup/likuiditas untuk membayar 
tagihannya. Cash solvency ini terdiri dari cash ratio, quick ratio, dan current ratio. 
Ketiga indikator ini memberikan gambaran mengenai kemampuan dalam 
melunasi kewajiban lancar. Dalam hal ini cash ratio mencakup aset lancar yang 
paling likuid, sedangkan quick ratio dan current ratio termasuk dalam aset yang 
kurang likuid. Ketika quick ratio lebih besar dari 1 maka dinilai sebagai standar 
yang diterima secara umum untuk cadangan kas yang mencukupi. Berdasarkan 
data pada lampiran 1, terdapat 3 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam rentang 
waktu 2012-2018 yang memiliki quick ratio kurang dari 1 yaitu Kabupaten 
Ponorogo pada tahun 2016 dengan nilai quick ratio sebesar 0,90, Kabupaten 
Banyuwangi pada tahun 2017 dengan nilai quick ratio sebesar 0,61, serta 
Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016 dengan nilai quick ratio sebesar 0,95. 
Hal ini berarti Kabupaten/Kota tersebut tidak memiliki cadangan kas yang 
mencukupi.  
 Berdasarkan pernyataan dari Finkler, 2005 dalam Arnett (2011) aturan 
untuk rasio lancar/current rasio yang mencukupi adalah sama dengan 2. 
Semakin tinggi ratio mengindikasikan cash solvency yang semakin baik. 
Berdasarkan data pada lampiran 1, terdapat 5 Kabupaten/Kota yang memiliki 
current ratio kurang dari 2 yaitu Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 dengan 
nilai current ratio sebesar 1,07, Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 dengan 
nilai current ratio sebesar 0,72, Kabupaten Gresik pada tahun 2016 dengan nilai 
current ratio 1,63, Kabupaten Bangkalan pada tahun 2013 dengan nilai current 
ratio sebesar 1,97, serta Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016 dengan nilai 






Gambar 4.5: Diagram Cash Solvency Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2012-2019 
 
Sumber : Peneliti, 2021. 
 Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur dalam rentang waktu 2012-2019 yang memiliki nilai cash solvency tertinggi 
adalah Kabupaten Pasuran. Dalam hal ini terdapat 4 Kabupaten/Kota yang 
memiliki tingkat solvabilitas yang tinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di 


























































































































































































































































































































Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sampang, dan Kota Madiun. Hal ini 
mengindikasikan bahwa keempat Kabupaten/Kota tersebut memiliki tingkat 
kemampuan pemerintah daerah yang tinggi dalam menghasilkan uang tunai 
yang cukup/likuiditas untuk membayar tagihannya. 
4.2.5.2 Budget Solvency 
Budget Solvency atau solvabilitas anggaran adalah kemampuan 
pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup selama periode 
anggaran normalnya untuk memenuhi kewajiban pengeluarannya dan tidak 
menimbulkan defisit. Budget Solvency terdiri dari operating ratio dan 
surplus(deficit) per capita, kedua indikator ini berkaitan dengan keseimbangan 
antara pendapatan dan pengeluaran. Operating ratio bernilai lebih besar dari 1 
menunjukkan budget solvency atau bahwa pemerintah daerah dapat menutupi 
semua pengeluaran dalam satu tahun dengan pendapatan tahun berjalannya. 
Berdasarkan data pada lampiran 1, terdapat 107 data pada Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur dalam rentang waktu 2012-2019 yang memiliki operating ratio 
kurang dari 1, hal ini berarti bahwa masih banyak Kabupaten/Kota yang belum 
dapat menutupi semua pengeluaran dalam satu tahun dengan pendapatan tahun 
berjalannya. Sedangkan berdasarkan surplus(deficit) per capita, terdapat 107 








Gambar 4.6: Diagram Budget Solvency Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2012-2019 
 
Sumber : Peneliti, 2021. 
Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur dalam rentang waktu 2012-2019 yang memiliki nilai budget solvency 
tertinggi adalah Kabupaten Mojokerto, namun disamping itu ia juga mengalami 
penurunan budget solvency yang cukup signifikan pada tahun 2016 sehingga 
solvabilitasnya negatif. Terdapat 32 Kabupaten/Kota yang memiliki nilai budget 
solvency negatif, hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Timur dalam rentang waktu 2012-2019 kemampuan pemerintah 
yang rendah dalam menghasilkan pendapatan yang cukup selama periode 

































































































































































































































































































































4.2.5.3 Longrun Solvency 
Longrun solvency atau kewajiban jangka panjang adalah kemampuan 
jangka panjang pemerintah dalam membayar semua biaya menjalankan bisnis, 
termasuk kewajiban pengeluaran yang biasanya muncul pada setiap anggaran 
tahunan, serta yang muncul hanya pada tahun tertentu dimana pemerintah harus 
membayar. Longrun solvency terdiri dari net assents ratio, longterm liability ratio, 
dan long-term liabilities per capita. Net assets ratio yang lebih tinggi 
menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi dan membayar 
kewajiban jangka panjang (Wang et al, 2007 dalam Arnett, 2011), Nilai yang 
lebih tinggi untuk longterm liability ratio dan longterm liability percapita 
menunjukkan beban kewajiban jangka panjang yang lebih tinggi dari suatu 
daerah serta menunjukkan potensi kesulitan yang lebih besar untuk membayar 
kewajiban tersebut. Karena pemaknaan net assets ratio dengan longterm liability 
ratio-longterm liability percapita berbeda maka untuk digabungkan dalam indeks 
Longrun solvency, nilai longterm liability ratio dan longterm liability percapita 















Gambar 4.7: Diagram Longrun Solvency Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2012-2019 
 
Sumber : Peneliti, 2021. 
Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur dalam rentang waktu 2012-2019 yang memiliki nilai longrun solvency 
tertinggi adalah Kabupaten Sampang. Dalam hal ini terdapat 3 Kabupaten yang 
memiliki tingkat solvabilitas yang tinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di 
Jawa Timur, tiga Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Sampang, 
Kabupaten Jember, dan Kabupaten Nganjuk. Hal ini mengindikasikan bahwa 
ketiga Kabupaten tersebut memiliki tingkat kemampuan jangka panjang 
pemerintah yang tinggi dalam membayar semua biaya menjalankan bisnis, 




















































































































































































































































































































tahunan, serta yang muncul hanya pada tahun tertentu dimana pemerintah harus 
membayar. 
4.2.5.4 Service-level Solvency 
Service-level solvency atau solvabilitas tingkat layanan mengukur 
kemampuan pemerintah dalam memberikan kualitas layanan yang diperlukan 
untuk kesehatan umum dan kesejahteraan komunitas. Service-level solvency 
terdiri dari tax percapita, revenue per capita, dan expenses per capita. tax 
percapita dan revenue per capita menilai beban penerimaan penduduk, 
sedangkan expenses per capita menilai biaya penyediaan layanan bagi 
penduduk. Nilai yang lebih tinggi pada ketiga indikator tersebut menunjukkan 
solvabilitas tingkat layanan yang lebih rendah secara keseluruhan, oleh karena 
itu untuk memudahkan pemaknaan bersama indikator variabel lainnya maka 
akan diambil nilai inversnya sehingga nilai yang lebih tinggi menunjukkan 



















Gambar 4.8: Diagram Service-level Solvency Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2012-2019 
 
Sumber : Peneliti, 2021. 
Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur dalam rentang waktu 2012-2019 yang memiliki nilai service-level solvency 
tertinggi adalah Kabupaten Sampang. Service-level solvency antar 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam rentang waktu 2012-2019 tidak 
memiliki perbedaan yang cukup signifikan, namun terdapat 4 Kabupaten/Kota 
yang memiliki nilai service-level solvency yang cukup rendah yaitu kota Kediri, 
Kota Blitar, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun. Hal ini mengindikasikan bahwa 























































































































































































































































































































dalam memberikan kualitas layanan yang diperlukan untuk kesehatan umum dan 
kesejahteraan komunitas. 
4.3 Hasil Perhitungan Fiscal Stress 
Dengan menganalisis menggunakan Composite Financial Condition Index 
yang digunakan oleh (Ritonga, 2014; Yati & Asmara, 2020), solvabilitas 
keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam rentang waktu tahun 
2012-2019 dikategorikan ke dalam kondisi keuangan baik, cukup dan kurang 
dimana Kabupaten/Kota yang memiliki indeks kurang maka mengalami tekanan 
fiskal/fiscal stress. Pengkategorian dilakukan berdasarkan hasil dari Composite 
Financial Condition Index Pemerintah Daerah yang didapat dari rata-rata 
tertimbang keempat dimesnsi indeks fiscal stress yaitu cash solvency, budget 
solvency,longrun solvency, dan  service-level solvency. 
Tabel 4.2: Statistik Deskriptif Composite Financial Condition Index 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019 
 N Median Min Max Sum Mean 
Std. 
Deviation 
FCI 304 1.342 -9.999 85.145 964.03 3.171 9,086 
Sumber : Data diolah, 2021. 
 Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai FCI terendah 
adalah -9,99 sedangkan nilai indeks komposit FCI tertinggi sebesar 85,15. Total 
keseluruhan nilai indeks komposit FCI pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 
sebesar 964,03 dengan rata-rata nilai indeks komposit FCI sebesar 3,17 dan nilai 





deviasi selanjutnya digunakan untuk mengkategorikan nilai indeks komposit FCI 
masing-masing Kabupaten-Kota dengan ketentuan sebagai berikut: 
Tabel 4.3: Ketentuan Pengkategorian Composite Financial Condition Index 
Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019 
No. Penilaian Rentang Nilai 
1. Baik >12,26 
2. Cukup -5,92-12,26 
3. Kurang <-5,92 
Sumber : Data diolah, 2021. 
Berdasarkan ketentuan pengkategorian pada tabel diatas, setiap 
Kabupaten/Kota pada tahun tertentu memiliki kategori indeks. Setiap indeks 
komposit FCI akan dimasukkan kedalam salah satu kategori (baik, cukup, dan 
kurang). Secara umum, kondisi keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 
sebagian besar berada dalam kategori cukup. 
Gambar 4.9: Diagram Kategori FCI Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 
2012-2019 
 
Sumber: Peneliti, 2021. 
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Berdasarkan Diagram diatas, dapat dilihat Jumlah Kabupaten/Kota yang 
masuk kedalam kategori baik, cukup, maupun kurang selama tahun 2012-2019 
berdasarkan indeks komposit kondisi keuangan. Pada tahun 2012-2014 serta 
pada tahun 2018-2019 terdapat Kabupaten/Kota yang masuk kedalam kategori 
baik, sedangkan pada tahun 2015 dan 2017 semua Kabupaten/Kota masuk 
kedalam kategori cukup, 2015 adalah tahun dimana beberapa Kabupaten/Kota 
mengalami penurunan dalam hal solvabilitas keuangannya dari yang semula 
masuk ke dalam kategori indeks baik menjadi cukup dibandingkan dua tahun 
sebelumnya. Disamping itu, tahun 2016 menjadi satu satunya tahun dimana 
terdapat Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori kurang sehingga 
mengalami fiscal stress. Hal ini berarti dalam rentang tahun 2012-2019 hanya 
pada tahun 2016 setiap Kabupaten/Kota tidak memiliki kemampuan keuangan 
yang mencukupi dalam memenuhi kewajiban jangka panjang maupun jangka 
pendek, serta meningkatkan pendapatan dan menyediakan barang dan jasa. 
Pada tahun 2016, terdapat 2 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam 
kategori indeks kurang yaitu Kota Kediri dan Kota Mojokerto. Selain itu, pada 
tahun 2016 tidak ada Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur yang termasuk 
dalam kategori indeks baik, 36 Kabupaten/Kota yang tersisa berada dalam 
kategori indeks cukup. Hal ini apabila dibandingkan dengan dua tahun 
sebelumnya, beberapa Kabupaten/Kota memiliki penurunan dalam hal 
solvabilitas keuangannya walaupun masih masuk ke dalam kategori indeks yang 
cukup. Disamping itu, 2 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori indeks 
kurang dikarenakan nilai solvabilitas anggarannya rendah. Kota Mojokerto 
memiliki indeks budget solvency sebesar -41.08. Setelah ditelusuri lebih lanjut, 
hal yang membuat solvabilitas anggaran Kota Mojokerto sangat rendah karena 





percapita  juga sangat rendah yaitu sebesar -83.02 dengan nilai defisit anggaran 
sebesar Rp 304,804,939,878. Disamping itu, hal ini diperparah dengan realisasi 
Pendapatan Asli Daerah yang jauh dari apa yang dianggarkan. Begitu pula 
dengan kota Kediri yang memiliki indeks budget solvency sebesar -40.72 serta 
surplus defisit percapita sebesar -82,23 dan defisit sebesar Rp 137,946,240,657. 
Hal ini diperparah dengan pendapatan daerah Kota Kediri yang tiap tahunnya 
semakin menurun walaupun realisasinya telah melampaui dari jumlah yang di 
anggarkan. Fiscal stress tersebut dapat terjadi karena dipicu oleh adanya defisit 
anggaran (Reschovsky, 2003). 
4.4 Hasil Estimasi Regresi Data Panel 
Untuk mengetahui determinan fiscal stress pada Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Timur maka digunakan metode regresi data panel. Dalam hal ini 
fiscal stress terbagi menjadi empat indeks fiscal stress yaitu Cash Solvency, 
Budget Solvency, Longrun Solvency, dan Service Level Solvency. Masing-
masing indeks kemudian diregresi dengan variabel independennya yaitu 
pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah(PAD), pertumbuhan ekonomi daerah 
(PDRB), pertumbuhan Belanja Modal, dan Kemiskinan. 
4.4.1 Uji Stasioneritas  
Dalam pengujian stasioneritas, uji yang digunakan adalah uji Levin-Lin 
Chu dan Uji Hadri LM stationarity. Variabel cash solvency, budget solvency, 
service level solvency, pertumbuhan PAD, PDRB, Pertumbuhan Belanja Modal, 
dan Kemiskinan menggunakan Uji Levin-Lin-Chu sedangkan variabel longrun 





Tabel 4.4: Hasil Uji Stasioneritas 
Variabel statistic p-value Keterangan 
Cash Solvency(CS) -58.1476 0.0000 Data Stasioner 
Budget Solvency(BS) -25.2456 0.0000 Data Stasioner 
Longrun Solvency(LS) 0.0800 0.0000 Data Stasioner 
Service-level Solvency(SS) -33.1852 0.0000 Data Stasioner 
Pertumbuhan PAD (PAD) -2.4052 0.0081 Data Stasioner 
Pertumbuhan PDRB (PDRB) -57.6326 0.0000 Data Stasioner 
Pertumbuhan Belanja Modal (BM) -8.2706 0.0000 Data Stasioner 
Kemiskinan (POV) -13.8459 0.0012 Data Stasioner 
Sumber: STATA data diolah, 2021. 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa variabel cash solvency, 
budget solvency, longrun solvency, service level solvency, pertumbuhan PAD, 
PDRB, Pertumbuhan Belanja Modal, dan Kemiskinan yang menggunakan Uji 
Levin-Lin-Chu hasilnya adalah nilai p-value dibawah 0.05 sehingga menolak H0 
yang artinya data stasioner.  
4.4.2 Pemilihan Model Terbaik  
Dalam mengetahui pengaruh pertumbuhan Pendapatan Asli 
Daerah(PAD), pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), pertumbuhan Belanja 
Modal, dan Kemiskinan terhadap fiscal stress(cash solvency, budget solvency, 
longrun solvency, dan service-level solvency) maka terlebih dahulu harus melihat 
hasil dari common effect model, fix effect model, random effect model kemudian 
melakukan pengujian untuk mengetahui model yang terbaik. Pengujian dilakukan 




Tabel 4.5: Perbandingan Hasil Common Effect Model, Fixed Effect model, dan Random Effect Model 
Variabel 
Y : Cash Solvency(CS) Y : Budget Solvency(BS) Y : Longrun Solvency(LS) 
Y : Service-level 
Solvency(SS) 


























































































Y : Cash Solvency(CS) Y : Budget Solvency(BS) Y : Longrun Solvency(LS) 
Y : Service-level 
Solvency(SS) 
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Y : Cash Solvency(CS) Y : Budget Solvency(BS) Y : Longrun Solvency(LS) 
Y : Service-level 
Solvency(SS) 
CEM  FEM  REM  CEM  FEM  REM  CEM  FEM  REM  CEM  FEM  REM  
Prob>F 
stat 




  22.11   33.08   3.28   252.17 
Prob>ch
i2 
  0.0002   0.0000   0.5128   0.0000 
R-
Squared 
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Langkah pertama yang dilakukan adalah Uji Chow. Uji Chow diperlukan 
untuk membandingkan model yang terbaik antara common effect model dengan 
fixed effect model. Hipotesis dalam Uji Chow adalah sebagai berikut: 
H0 (α>0.05) : Model terbaik yang digunakan adalah Common Effect Model 
H1 (α<0.05) : Model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model 
Tabel 4.6: Hasil Uji Chow 
 F Prob>F Hasil 
Y : Cash Solvency(CS) 3.38 0.0000 H1 diterima 
Y : Budget Solvency(BS) 0.78 0.8120 H0 diterima 
Y : Longrun Solvency(LS) 2.96 0.0000 H1 diterima 
Y : Service-level Solvency(SS) 30.31 0.0000 H1 diterima 
Sumber: STATA data diolah, 2021. 
Berdasarkan hasil Uji Chow apabila nilai P Value (Prob>F) < α 0.05 maka 
H1 diterima, sedangkan apabila nilai P Value (Prob>F) > α 0.05 maka H0 
diterima. Dengan demikian maka untuk model dengan variabel dependen cash 
solvency, longrun solvency,dan service-level solvency model terbaik adalah fixed 
effect model. Selain itu, model dengan variabel dependen budget solvency 
memiliki model terbaik common effect model. Apabila hasil dari Uji Chow 
menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah fixed effect model 
maka Uji Hausman diperlukan untuk membandingkan model yang terbaik antara 
fixed effect model dengan random effect model. Dalam hal ini model yang perlu 
melakukan uji Hausman adalah cash solvency, longrun solvency,dan service-






H0 (α>0.05) : Model terbaik yang digunakan adalah Random Effect Model 
H1 (α<0.05) : Model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model 
Tabel 4.7: Hasil Uji Hausman 
 Chi2 Prob>Chi2 Hasil 
Y : Cash Solvency(CS) 9.70 0.0458 H1 diterima 
Y : Longrun Solvency(LS) 16.27 0.0027 H1 diterima 
Y : Service-level Solvency(SS) 49.15 0.0000 H1 diterima 
Sumber: STATA data diolah, 2021. 
Berdasarkan hasil Uji Hausman apabila nilai P Value (Prob>Chi2) < α 
0.05 maka H1 diterima, sedangkan apabila nilai P Value (Prob>Chi2) > α 0.05 
maka H0 diterima. Berdasarkan pada tabel uji Hausman, Model terbaik yang 
digunakan untuk cash solvency, longrun solvency dan service level solvency 
adalah fixed effect model. 
Apabila hasil dari Uji Chow menunjukkan bahwa model terbaik yang 
digunakan adalah common effect model maka Uji Lagrange-Multiplier diperlukan 
untuk membandingkan model yang terbaik antara common effect model dengan 
random effect model. Dalam hal ini model yang perlu melakukan uji hausman 
adalah model dengan variabel dependen budget solvency. Hipotesis dalam Uji 
Lagrange-Multiplier adalah sebagai berikut: 
H0 (α>0.05) : Model terbaik yang digunakan adalah Common Effect Model 





Tabel 4.8: Hasil Uji Breusch-Pagan Lagrangian Multiplier 
 Var Sd=sqrt(Var) 
BS 55.46707 7.447622 
e 51.31279 7.163294 
u 0 0 
Chibar2 0.00 
Prob>Chibar2 1.0000 
Sumber: STATA data diolah, 2021. 
Berdasarkan hasil Uji Lagrange-Multiplier apabila nilai P Value 
(Prob>Chibar2) > α 0.05 maka H0 diterima. Hasil Uji Lagrange-Multiplier pada 
model ini menghasilkan nilai Prob>Chibar2 sebesar 1.0000. Hal ini berarti model 
terbaik yang digunakan adalah common effect model.  
Setelah dilakukan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier 
pada keempat model, maka dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang 
digunakan untuk model dengan variabel dependen cash solvency, longrun 
solvency dan service level solvency adalah fixed effect model, sedangkan model 
terbaik yang digunakan untuk model dengan variabel budget solvency adalah 
common effect model. 
4.4.3 Uji Asumsi Klasik 
4.4.3.1  Uji Normalitas 
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual terdist ribusi 
dengan normal atau tidak. Model yang baik adalah model dengan nilai residu 
yang terdistribusi dengan normal (Firstanto, 2015). Hipotesis dalam uji normalitas 





H0 (α>0.05) : Nilai residual terdistribusi normal 
H1 (α<0.05) : Nilai residual tidak terdistribusi normal 
Tabel 4.9: Hasil Uji Saphiro Wilk 
 z Prob>z 
Y : Cash Solvency(CS) 11.507 0.00000 
Y : Budget Solvency(BS) 8.753 0.00000 
Y : Longrun Solvency(LS) 11.904 0.00000 
Y : Service-level Solvency(SS) 4.328 0.00001 
Sumber: STATA data diolah, 2021. 
Berdasarkan hasil Uji normalitas menggunakan Uji Saphiro-Wilk apabila 
nilai P Value (Prob>z) > α 0.05 maka H0 diterima. Hasil Uji Normalitas pada 
model ini menghasilkan nilai Prob>F kurang dari 0.05 Hal ini berarti nilai residual 
tidak terdistribusi dengan normal. Dalam suatu model Ekonometrika yang 
menggunakan jenis data kuantitatif umumnya model diasumsikan berdistribusi 
normal. Sehingga, beberapa peneliti ketika melakukan pengujian asumsi klasik 
terkadang dapat mengabaikan keberadaan kenormalan model ketika jenis data 
yang digunakan adalah adalah kuantitatif(Wahyudi, 2016). Dalam literatur lain 
juga menyebutkan, tanpa asumsi normalitas, dengan asumsi-asumsi lainnya, 
teori Gauss-Markov menunjukkan bahwa estimator OLS adalah BLUE (Gujarati, 
2003). 
Namun walaupun model tersebut tidak lolos salah satu asumsi klasik 
yaitu normalitas, model ini cukup kuat dengan dibuktikan oleh Uji Stasioneritas. 





terhindar dari regresi lancung (spuorius regression). Apabila data tidak stasioner 
maka akan menimbulkan potensi adanya regresi palsu nonsense regression atau 
miss leading (Gujarati, 2003). Namun, karena hasil telah menyatakan bahwa 
data telah stasioner maka model yang digunakan telah terhindar dari hal 
tersebut.  
4.4.3.2 Uji Multikolinearitas 
Uji ini dilakukan untuk mendeteksi keadaan dimana terdapat korelasi 
sempurna antar variabel bebas. Dalam hal ini, nilai mutlak dari koefisien korelasi 
besarnya dari nol sampai satu. Semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan 
semakin kuat hubungan antara kedua variabel tersebut dan artinya semakin 
besar kemungkinan terjadinya multikolinearitas. Apabila korelasi > 0.8 maka 
dapat dikatakan terjadi multikolinearitas. 
Tabel 4.10: Hasil Uji Multikolinearitas 
 PAD PDRB BM Kemiskinan 
PAD 1.0000    
PDRB 0.0170 1.0000   
BM 0.2314 0.0713 1.0000  
Kemiskinan 0.0609 -0.2278 -0.0370 1.0000 
Sumber : STATA data diolah, 2021. 
Berdasarkan tabel, koefisien korelasi antar variabel bebas masing-





4.4.3.3 Uji Autokorelasi 
Uji ini dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi antar disturbance term 
untuk periode yang berbeda. Hal ini terjadi karena residual pada individu 
cenderung mempengaruhi individu yang sama pada periode berikutnya.  
Tabel 4.11: Hasil Uji Autokorelasi 
 z Prob>|z| Hasil 
Y : Cash Solvency(CS) -4.48 0 terjadi Autokorelasi 
Y : Budget Solvency(BS) -0.11 0.91 tidak terjadi 
Autokorelasi 
Y : Longrun Solvency(LS) -8.62 0 terjadi Autokorelasi 
Y : Service-level Solvency(SS) -12.52 0 terjadi Autokorelasi 
Sumber: STATA data diolah, 2021. 
Berdasarkan tabel, hasil menunjukkan bahwa untuk model dengan 
variabel dependen cash solvency, longrun solvency dan service-level solvency 
memiliki nilai probabilitas Prob>F lebih kecil dibandingkan dengan tingkat alpha 
(α>0.05) sehingga terjadi autokorelasi, sedangkan untuk model dengan variabel 
dependen budget solvency memiliki nilai probabilitas Prob>F lebih besar 
dibandingkan dengan tingkat alpha (α>0.05) sehingga tidak terjadi autokorelasi.  
4.4.3.4 Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas adalah suatu pengujian untuk mengetahui apakah 
dalam suatu model memiliki error term yang variansnya konstan atau tidak. Hasil 





Tabel 4.12: Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variab
el 
Y : Cash 
Solvency 
Y : Budget 
Solvency 




t P>|t| t P>|t| z P>|z| t P>|t| 
PAD 3.13 0.002 -0.72 0.471 -1.32 0.187 0.41 0.685 
PDRB 4.58 0.000 -1.20 0.229 -1.77 0.078 4.22 0.000 
BM 0.27 0.786 3.17 0.002 0.70 0.485 2.33 0.020 













Sumber : STATA data diolah, 2021. 
Berdasarkan tabel, apabila terdapat nilai probabilitas P>|t| yang lebih kecil 
dari tingkat alpha (α>0.05) pada variabel Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan 
PDRB, Belanja Modal, dan Kemiskinan maka berarti terjadi Heteroskedastisitas. 
Dalam hal ini, keempat model mengalami heteroskedastisitas. 
4.4.3.5 Perbaikan Asumsi Klasik 
Perbaikan untuk permasalahan asumsi klasik dilakukan dengan 
menggunakan metode robust. Metode regresi robust adalah metode yang 
digunakan untuk mengestimasi koefisien regresi yang tidak peka terhadap 
adanya penyimpangan asumsi yang mendasarinya(Cahyandari & Hisani, 2012). 
Regresi Robust juga digunakan untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas 
dengan menggunakan robust standar error(Utomo et al., 2014). Robust standard 





heteroskedastis, dan autokorelasi. Robust standar error disebut juga HAC 
(Heteroscedastiscity-Autocorrelation Consistent) standard error. White’s 
Heteroscedasticity-corrected standard errors atau biasa disebut robust standar 
error telah menunjukkan bahwa estimator ini dapat dilakukan sehingga 
menghasilkan kesimpulan statistik yang valid secara asimtotik (sampel besar) 
dapat dibuat mendekati nilai parameter yang sebenarnya. White’s 
Heteroscedasticity-corrected standard errors mengkoreksi standar error yang 
lebih besar atau lebih kecil dari standar error yang tidak dikoreksi(Gujarati, 2003). 
Dalam hal ini yang mengalami perbaikan untuk Autokorelasi dan 
Heteroskedastisitas adalah model dengan variabel dependen cash solvency, 
longrun solvency, budget solvency, dan service-level solvency. 












0.0992208 0.0177265 0.0043937 -4.26e-06 
(0.434) (0.000) (0.510) (0.742) 
PDRB 
1.906547 -0.3155849 0.0424724 0.0009718 
(0.281) (0.369) (0.563) (0.240) 
BM 
0.0080439 -0.0644396 0.0100128 0.0000111 
(0.759) (0.000) (0.186) (0.197) 
POV 
7.392092 -0.0797565 -1.467632 0.0065852 






-91.05012 4.755394 18.19177 -0.032381 
(0.141) (0.312) (0.210) (0.000) 
 
Observation 304 304 304 304 
F statistics 1.53 7.32 0.53 50.46 
Prob>F stat 0.2127 0.0002 0.7127 0.0000 











4.4.4 Hasil Analisis Regresi 
Pengujian analisis regresi untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan 
Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan Belanja Modal, dan 
Kemiskinan terhadap Fiscal Stress (Cash Solvency, Budget Solvency, Longrun 
Solvency, dan Service-level Solvency) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
Timur. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut: 





Y : Budget 
Solvency 
(CEM) 








0.0992208 0.0687118* 0.0043937 -4.2e-06 
(0.230) (0.000) (0.817) (0.828) 
PDRB 
1.906547*** 0.0125227 0.0424724 0.0009718* 
(0.081) (0.957) (0.865) (0.000) 
BM 
0.0080439 -0.0563205* 0.0100128 0.0000111 
(0.864) (0.000) (0.354) (0.319) 
POV 
7.392092* -0.2330693 -1.467632* 0.0065852* 
(0.000) (0.007) (0.001) (0.000) 
Constant 
-91.05012* 4.647074** 18.19177* -0.032381* 
(0.000) (0.014) (0.000) (0.000) 
 
Observation 304 304 304 304 









Y : Budget 
Solvency 
(CEM) 







Prob>F stat 0.000 0.0000 0.0139 0.0000 
R-Squared 0.0383 0.1115 0.0326 0.4163 
Number of 
Regency 
38 38 38 38 
Sumber : STATA data diolah, 2021. 
 Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi untuk 
model dengan variabel dependen cash solvency sebagai berikut: 
CS= -91.05012 + 0.0992208PAD + 1.906547PDRB + 0.0080439BM 
+7.392092POV + e 
Interpretasi dari persamaan diatas secara lengkap diuraikan sebagai berikut: 
1. C = -91.05012 
Nilai Konstanta sebesar -91.05012 menunjukkan bahwa jika nilai dari 
variabel bebas yaitu Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan 
Belanja Modal, dan Kemiskinan sebesar 0, maka variabel terikat yaitu Cash 
Solvency nilainya sebesar -91.05012. 
2. PAD = 0.0992208 
Nilai koefisien Pertumbuhan PAD sebesar 0.0992208 menunjukkan bahwa 
setiap kenaikan satu satuan akan menyebabkan kenaikan Cash Solvency 
sebesar 0.0992208 dan begitu pula sebaliknya. Hal ini diasumsikan bahwa 
variabel bebas yang lainnya bernilai tetap. Dikarenakan Cash Solvency 
menunjukkan solvabilitas keuangan maka ketika cash solvency meningkat 





terjadi kenaikan PAD sebesar satu satuan maka menyebabkan penurunan 
fiscal stress sebesar 0.0992208. 
3. PDRB = 1.906547 
Nilai koefisien Pertumbuhan PDRB sebesar 1.906547 menunjukkan bahwa 
setiap kenaikan satu satuan akan menyebabkan kenaikan Cash Solvency 
sebesar 1.906547 dan begitu pula sebaliknya. Hal ini diasumsikan bahwa 
variabel bebas yang lainnya bernilai tetap. Dikarenakan Cash Solvency 
menunjukkan solvabilitas keuangan maka ketika cash solvency meningkat 
maka akan berpengaruh pada menurunnya fiscal stress, sehingga apabila 
terjadi kenaikan PDRB sebesar satu satuan maka menyebabkan penurunan 
fiscal stress sebesar 1.906547. 
4. BM = 0.0080439 
Nilai koefisien Pertumbuhan Belanja Modal sebesar 0.0080439 menunjukkan 
bahwa setiap kenaikan satu satuan akan menyebabkan peningkatan Cash 
Solvency sebesar 0.0080439 dan begitu pula sebaliknya. Hal ini 
diasumsikan bahwa variabel bebas yang lainnya bernilai tetap. Dikarenakan 
Cash Solvency menunjukkan solvabilitas keuangan maka ketika cash 
solvency meningkat maka akan berpengaruh pada penurunan fiscal stress, 
sehingga apabila terjadi kenaikan Pertumbuhan Belanja Modal sebesar satu 
satuan maka menyebabkan penurunan fiscal stress sebesar 0.0080439. 
5. POV = -7.392092 
Nilai koefisien Kemiskinan sebesar 10.47151menunjukkan bahwa setiap 
kenaikan satu satuan akan menyebabkan kenaikan Cash Solvency sebesar 
10.47151 dan begitu pula sebaliknya. Hal ini diasumsikan bahwa variabel 
bebas yang lainnya bernilai tetap. Dikarenakan Cash Solvency menunjukkan 
solvabilitas keuangan maka ketika cash solvency meningkat maka akan 





Kemiskinan sebesar satu satuan maka menyebabkan penurunan fiscal 
stress sebesar 10.47151. 
Sedangkan model dengan variabel dependen budget solvency dapat 
memiliki persamaan regresi sebagai berikut: 
BS= 4.647074 + 0.0687118PAD + 0.0125227PDRB - -0.0563205BM - -
0.2330693POV + e 
Interpretasi dari persamaan diatas secara lengkap diuraikan sebagai berikut:  
1. C = 4.647074 
Nilai Konstanta sebesar 4.647074 menunjukkan bahwa jika nilai dari variabel 
bebas yaitu Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan Belanja 
Modal, dan Kemiskinan sebesar 0, maka variabel terikat yaitu Budget 
Solvency nilainya sebesar 4.647074. 
2. PAD = 0.0687118 
Nilai koefisien Pertumbuhan PAD sebesar 0.0687118 menunjukkan bahwa 
setiap kenaikan satu satuan akan menyebabkan kenaikan Budget Solvency 
sebesar 0.0687118 dan begitu pula sebaliknya. Hal ini diasumsikan bahwa 
variabel bebas yang lainnya bernilai tetap. Dikarenakan Budget Solvency 
menunjukkan solvabilitas keuangan maka ketika budget solvency meningkat 
maka akan berpengaruh pada menurunnya fiscal stress, sehingga apabila 
terjadi kenaikan PAD sebesar satu satuan maka menyebabkan penurunan 
fiscal stress sebesar 0.0687118. 
3. PDRB = 0.0125227 
Nilai koefisien Pertumbuhan PDRB sebesar 0.0125227 menunjukkan bahwa 
setiap kenaikan satu satuan akan menyebabkan kenaikan Budget Solvency 





variabel bebas yang lainnya bernilai tetap. Dikarenakan Budget Solvency 
menunjukkan solvabilitas keuangan maka ketika budget solvency meningkat 
maka akan berpengaruh pada menurunnya fiscal stress, sehingga apabila 
terjadi kenaikan PDRB sebesar satu satuan maka menyebabkan penurunan 
fiscal stress sebesar 0.0125227. 
4. BM = -0.0563205 
Nilai koefisien Pertumbuhan Belanja Modal sebesar -0.0563205 
menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan akan menyebabkan 
penurunan Budget Solvency sebesar -0.0563205 dan begitu pula sebaliknya. 
Hal ini diasumsikan bahwa variabel bebas yang lainnya bernilai tetap. 
Dikarenakan Budget Solvency menunjukkan solvabilitas keuangan maka 
ketika budget solvency menurun maka akan berpengaruh pada kenaikan 
fiscal stress, sehingga apabila terjadi kenaikan Pertumbuhan Belanja Modal 
sebesar satu satuan maka menyebabkan kenaikan fiscal stress sebesar -
0.0563205. 
5. POV = -0.2330693 
Nilai koefisien Kemiskinan sebesar -0.2330693menunjukkan bahwa setiap 
kenaikan satu satuan akan menyebabkan penurunan Budget Solvency 
sebesar -0.2330693dan begitu pula sebaliknya. Hal ini diasumsikan bahwa 
variabel bebas yang lainnya bernilai tetap. Dikarenakan Budget Solvency 
menunjukkan solvabilitas keuangan maka ketika budget solvency menurun 
maka akan berpengaruh pada meningkatnya fiscal stress, sehingga apabila 
terjadi kenaikan Kemiskinan sebesar satu satuan maka menyebabkan 
kenaikan fiscal stress sebesar -0.2330693. 
Sedangkan model dengan variabel dependen longrun solvency dapat 





LS= -1.467632 + 0.0043937PAD + 0.0424724PDRB + 0.0100128BM - 
1.467632POV + e 
Interpretasi dari persamaan diatas secara lengkap diuraikan sebagai berikut:  
1. C = -1.467632 
Nilai Konstanta sebesar -1.467632 menunjukkan bahwa jika nilai dari 
variabel bebas yaitu Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan 
Belanja Modal, dan Kemiskinan sebesar 0, maka variabel terikat yaitu 
Longrun Solvency nilainya sebesar -1.467632. 
2. PAD = 0.0043937 
Nilai koefisien Pertumbuhan PAD sebesar 0.0043937 menunjukkan bahwa 
setiap kenaikan satu satuan akan menyebabkan kenaikan Longrun Solvency 
sebesar 0.0043937 dan begitu pula sebaliknya. Hal ini diasumsikan bahwa 
variabel bebas yang lainnya bernilai tetap. Dikarenakan Longrun Solvency 
menunjukkan solvabilitas keuangan maka ketika Longrun solvency 
meningkat maka akan berpengaruh pada menurunnya fiscal stress, 
sehingga apabila terjadi kenaikan PAD sebesar satu satuan maka 
menyebabkan penurunan fiscal stress sebesar 0.0043937. 
3. PDRB = 0.0424724 
Nilai koefisien Pertumbuhan PDRB sebesar 0.0424724 menunjukkan bahwa 
setiap kenaikan satu satuan akan menyebabkan kenaikan Longrun Solvency 
sebesar 0.0424724 dan begitu pula sebaliknya. Hal ini diasumsikan bahwa 
variabel bebas yang lainnya bernilai tetap. Dikarenakan Longrun Solvency 
menunjukkan solvabilitas keuangan maka ketika longrun solvency meningkat 
maka akan berpengaruh pada menurunnya fiscal stress, sehingga apabila 
terjadi kenaikan PDRB sebesar satu satuan maka menyebabkan penurunan 





4. BM = 0.0100128 
Nilai koefisien Pertumbuhan Belanja Modal sebesar 0.0100128 menunjukkan 
bahwa setiap kenaikan satu satuan akan menyebabkan kenaikan Longrun 
Solvency sebesar 0.0100128 dan begitu pula sebaliknya. Hal ini 
diasumsikan bahwa variabel bebas yang lainnya bernilai tetap. Dikarenakan 
Longrun Solvency menunjukkan solvabilitas keuangan maka ketika longrun 
solvency meningkat maka akan berpengaruh pada penurunan fiscal stress, 
sehingga apabila terjadi kenaikan Pertumbuhan Belanja Modal sebesar satu 
satuan maka menyebabkan penurunan fiscal stress sebesar 0.0100128. 
5. POV = -1.467632 
Nilai koefisien Kemiskinan sebesar -1.467632 menunjukkan bahwa setiap 
kenaikan satu satuan akan menyebabkan penurunan Longrun Solvency 
sebesar -1.467632 dan begitu pula sebaliknya. Hal ini diasumsikan bahwa 
variabel bebas yang lainnya bernilai tetap. Dikarenakan Longrun Solvency 
menunjukkan solvabilitas keuangan maka ketika longrun solvency menurun 
maka akan berpengaruh pada kenaikan fiscal stress, sehingga apabila 
terjadi kenaikan Kemiskinan sebesar satu satuan maka menyebabkan 
kenaikan fiscal stress sebesar -1.467632. 
Sedangkan model dengan variabel dependen service-level solvency 
dapat memiliki persamaan regresi sebagai berikut: 
SS= -0.032381 - 4.2e-06PAD + 0.0009718PDRB + 0.0000111BM + 
0.0065852POV + e 







1. C = -0.032381 
Nilai Konstanta sebesar -0.032381 menunjukkan bahwa jika nilai dari 
variabel bebas yaitu Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan 
Belanja Modal, dan Kemiskinan sebesar 0, maka variabel terikat yaitu 
Service-level Solvency nilainya sebesar -0.032381. 
2. PAD = -4.2e-06 
Nilai koefisien Pertumbuhan PAD sebesar -4.2e-06 menunjukkan bahwa 
setiap kenaikan satu satuan akan menyebabkan penurunan Service-level 
Solvency sebesar -4.2e-06 dan begitu pula sebaliknya. Hal ini diasumsikan 
bahwa variabel bebas yang lainnya bernilai tetap. Dikarenakan Service-level 
Solvency menunjukkan solvabilitas keuangan maka ketika Service-level 
Solvency menurun maka akan berpengaruh pada kenaikan fiscal stress, 
sehingga apabila terjadi kenaikan PAD sebesar satu satuan maka 
menyebabkan kenaikan fiscal stress sebesar -4.2e-06. 
3. PDRB = 0.0009718 
Nilai koefisien Pertumbuhan PDRB sebesar 0.0009718 menunjukkan bahwa 
setiap kenaikan satu satuan akan menyebabkan kenaikan Service-level 
Solvency sebesar 0.0009718 dan begitu pula sebaliknya. Hal ini 
diasumsikan bahwa variabel bebas yang lainnya bernilai tetap. Dikarenakan 
Service-level Solvency menunjukkan solvabilitas keuangan maka ketika 
Service-level Solvency meningkat maka akan berpengaruh pada 
menurunnya fiscal stress, sehingga apabila terjadi kenaikan PDRB sebesar 
satu satuan maka menyebabkan penurunan fiscal stress sebesar 0.0009718. 
4. BM = 0.0000111 
Nilai koefisien Pertumbuhan Belanja Modal sebesar 0.0000111 menunjukkan 
bahwa setiap kenaikan satu satuan akan menyebabkan kenaikan Service-





diasumsikan bahwa variabel bebas yang lainnya bernilai tetap. Dikarenakan 
Service-level Solvency menunjukkan solvabilitas keuangan maka ketika 
Service-level Solvency meningkat maka akan berpengaruh pada penurunan 
fiscal stress, sehingga apabila terjadi kenaikan Pertumbuhan Belanja Modal 
sebesar satu satuan maka menyebabkan penurunan fiscal stress sebesar 
0.0000111. 
5. POV = 0.0065852 
Nilai koefisien Kemiskinan sebesar 0.0065852 menunjukkan bahwa setiap 
kenaikan satu satuan akan menyebabkan kenaikan Service-level Solvency 
sebesar 0.0065852 dan begitu pula sebaliknya. Hal ini diasumsikan bahwa 
variabel bebas yang lainnya bernilai tetap. Dikarenakan Service-level 
Solvency menunjukkan solvabilitas keuangan maka ketika Service-level 
Solvency meningkat maka akan berpengaruh pada menurunnya fiscal 
stress, sehingga apabila terjadi kenaikan Kemiskinan sebesar satu satuan 
maka menyebabkan penurunan fiscal stress sebesar 0.0065852. 
4.4.5 Pengujian Hipotesis 
4.4.5.1 Uji F (Uji Simultan) 
Uji-F dilakukan untuk melakukan pengujian hipotesis melihat apakah 
seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikatnya dengan melihat 
koefisien (slope) regresi secara bersamaan/simultan. Uji ini dilakukan dengan 
cara membandingkan nilai probabilitas terhadap nilai alpha (0.05).  
Tabel 4.15: Hasil Uji Simultan (Uji F) 
 Prob>F F R-
Squared 
Keterangan 





Y : Budget 
Solvency(BS) 
0.0000 9.38 0.1115 Berpengaruh 
Y : Longrun 
Solvency(LS) 
0.0139 3.19 0.0326 Berpengaruh 
Y : Service-level 
Solvency(SS) 
0.0000 75.47 0.4163 Berpengaruh 
Sumber : STATA data diolah, 2021. 
Berdasarkan hasil uji F, nilai Prob>F sebesar 0.00 (lebih kecil dari alpha 
0.05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh 
terhadap  variabel dependen secara simultan. Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan 
PDRB, Pertumbuhan Belanja Modal, dan Kemiskinan berpengaruh terhadap 
cash solvency, budget solvency, longrun solvency dan service-level solvency 
secara simultan.  
Berdasarkan nilai R-Squared variabel cash solvency dipengaruhi oleh 
variabel Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan Belanja Modal, 
dan Kemiskinan sebanyak 3%, selain itu dipengaruhi oleh variabel lainnya. Pada 
model dengan variabel dependen budget solvency memiliki nilai R-Squared 
0.1115 maka dapat diketahui bahwa variabel budget solvency dipengaruhi oleh 
variabel Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan Belanja Modal, 
dan Kemiskinan sebanyak 11%, selain itu dipengaruhi oleh variabel lainnya.  
Pada model dengan variabel dependen longrun solvency memiliki nilai R-
Squared 0.0326 maka dapat diketahui bahwa variabel longrun solvency 
dipengaruhi oleh variabel Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan 
Belanja Modal, dan Kemiskinan sebanyak 3%, selain itu dipengaruhi oleh 
variabel lainnya. Pada model dengan variabel dependen service-level solvency 





level solvency dipengaruhi oleh variabel Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan 
PDRB, Pertumbuhan Belanja Modal, dan Kemiskinan sebanyak 41%, selain itu 
dipengaruhi oleh variabel lainnya. 
4.4.5.2 Uji T (Uji Parsial) 
Uji T dilakukan untuk melakukan pengujian hipotesis melihat apakah 
masing-masing variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dengan 
cara melihat koefisien regresi secara individu/parsial. Uji ini dilakukan dengan 
cara membandingkan nilai probabilitas terhadap nilai alpha (0.05). 
Tabel 4.16: Hasil Uji Parsial (Uji T) 
Variabel Coeff. t Prob>|t| Keterangan 
Y: Cash Solvency 
PAD 0.0992208 1.20 0.230 Tidak signifikan 
PDRB 1.906547 1.75 0.081 Tidak Signifikan 
BM 0.0080439 0.17 0.864 Tidak signifikan 
POV 7.392092 3.98 0.000 Signifikan 
Cons. -91.05012 -4.26 0.000 Signifikan 
Y: Budget Solvency 
PAD 0.0687118 3.51 0.000 Signifikan 
PDRB 0.0125227 -1.17 0.957 Tidak signifikan 
BM -0.0563205 -5.53 0.000 Signifikan 





Variabel Coeff. t Prob>|t| Keterangan 
Cons. 4.647074 0.90 0.014 Signifikan 
Y: Longrun Solvency 
PAD 0.0043937 0.23 0.817 Tidak signifikan 
PDRB 0.0424724 0.17 0.865 Tidak signifikan 
BM 0.0100128 0.93 0.354 Tidak signifikan 
POV -1.467632 -3.44 0.001 Signifikan 
Cons. 18.19177 3.71 0.000 Signifikan 
Y: Service-level Solvency 
PAD -4.2e-06 -0.22 0.828 Tidak signifikan 
PDRB 0.0009718 3.77 0.000 Signifikan 
BM 0.0000111 1.00 0.319 Tidak signifikan 
POV 0.0065852 14.96 0.000 Signifikan 
Cons. -0.032381 -6.39 0.000 Signifikan 
Sumber : STATA data diolah, 2021. 
Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat hasil uji t pada model dengan 
variabel dependen cash solvency adalah sebagai berikut: 
1. PAD (Pertumbuhan PAD) 
Berdasarkan hasil Uji T antara variabel PAD(Pertumbuhan PAD) dengan 
CS(Cash Solvency) menunjukkan probabilitas sebesar 0.230 yang lebih 
besar dari nilai alpha (0.230>0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 






2. PDRB (Pertumbuhan PDRB) 
Berdasarkan hasil Uji T antara variabel PDRB (Pertumbuhan PDRB) dengan 
CS(Cash Solvency) menunjukkan probabilitas sebesar 081. yang lebih besar 
dari nilai alpha (0.081>0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Cash Solvency. 
3. BM (Pertumbuhan Belanja Modal) 
Berdasarkan hasil Uji T antara variabel BM(Belanja Modal) dengan CS(Cash 
Solvency) menunjukkan probabilitas sebesar 0.864 yang lebih besar dari 
nilai alpha (0.864>0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel BM tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Cash Solvency. 
4. POV (Kemiskinan) 
Berdasarkan hasil Uji T antara variabel POV(Kemiskinan) dengan CS(Cash 
Solvency) menunjukkan probabilitas sebesar 0.000 yang lebih kecil dari nilai 
alpha (0.000<0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel POV 
berpengaruh signifikan terhadap Cash Solvency. 
Hasil uji t pada model dengan variabel dependen budget solvency adalah 
sebagai berikut: 
1. PAD (Pertumbuhan PAD) 
Berdasarkan hasil Uji T antara variabel PAD(Pertumbuhan PAD) dengan 
BS(Budget Solvency) menunjukkan probabilitas sebesar 0.000 yang lebih 
kecil dari nilai alpha (0.000>0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 
PAD berpengaruh signifikan terhadap Budget Solvency. 
2. PDRB (Pertumbuhan PDRB) 
Berdasarkan hasil Uji T antara variabel PDRB (Pertumbuhan PDRB) dengan 





besar dari nilai alpha (0.957>0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 
PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Budget Solvency. 
3. BM (Pertumbuhan Belanja Modal) 
Berdasarkan hasil Uji T antara variabel BM(Belanja Modal) dengan 
BS(Budget Solvency) menunjukkan probabilitas sebesar 0.000 yang lebih 
kecil dari nilai alpha (0.000>0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 
BM berpengaruh signifikan terhadap Budget Solvency. 
4. POV (Kemiskinan) 
Berdasarkan hasil Uji T antara variabel POV(Kemiskinan) dengan 
BS(Budget Solvency) menunjukkan probabilitas sebesar 0.007 yang lebih 
kecil dari nilai alpha (0.007<0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 
POV berpengaruh signifikan terhadap Budget Solvency. 
Hasil uji t pada model dengan variabel dependen longrun solvency adalah 
sebagai berikut: 
1. PAD (Pertumbuhan PAD) 
Berdasarkan hasil Uji T antara variabel PAD(Pertumbuhan PAD) dengan 
LS(Longrun Solvency) menunjukkan probabilitas sebesar 0.817 yang lebih 
besar dari nilai alpha (0.817>0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 
PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Longrun Solvency. 
2. PDRB (Pertumbuhan PDRB) 
Berdasarkan hasil Uji T antara variabel PDRB (Pertumbuhan PDRB) dengan 
LS(Longrun Solvency) menunjukkan probabilitas sebesar 0.865 yang lebih 
besar dari nilai alpha (0.865>0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 







3. BM (Pertumbuhan Belanja Modal) 
Berdasarkan hasil Uji T antara variabel BM(Belanja Modal) dengan 
LS(Longrun Solvency) menunjukkan probabilitas sebesar 0.354 yang lebih 
besar dari nilai alpha (0.354>0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 
BM tidak berpengaruh signifikan terhadap Longrun Solvency. 
4. POV (Kemiskinan) 
Berdasarkan hasil Uji T antara variabel POV(Kemiskinan) dengan 
LS(Longrun Solvency) menunjukkan probabilitas sebesar 0.000 yang lebih 
kecil dari nilai alpha (0.000<0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 
POV berpengaruh signifikan terhadap Longrun Solvency. 
Hasil uji t pada model dengan variabel dependen service-level  solvency 
adalah sebagai berikut: 
1. PAD (Pertumbuhan PAD) 
Berdasarkan hasil Uji T antara variabel PAD(Pertumbuhan PAD) dengan 
SS(Service-level Solvency) menunjukkan probabilitas sebesar 0.828 yang 
lebih besar dari nilai alpha (0.828>0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Service-level Solvency. 
2. PDRB (Pertumbuhan PDRB) 
Berdasarkan hasil Uji T antara variabel PDRB (Pertumbuhan PDRB) dengan 
SS(Service-level Solvency) menunjukkan probabilitas sebesar 0.000 yang 
lebih kecil dari nilai alpha (0.000>0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap Service-level Solvency. 
3. BM (Pertumbuhan Belanja Modal) 
Berdasarkan hasil Uji T antara variabel BM(Belanja Modal) dengan 





lebih besar dari nilai alpha (0.319>0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel BM tidak berpengaruh signifikan terhadap Service-level Solvency. 
4. POV (Kemiskinan) 
Berdasarkan hasil Uji T antara variabel POV(Kemiskinan) dengan 
SS(Service-level Solvency) menunjukkan probabilitas sebesar 0.000 yang 
lebih kecil dari nilai alpha (0.000<0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel POV berpengaruh signifikan terhadap Service-level Solvency. 
4.5 Pembahasan dan Implikasi Hasil Penelitian 
4.5.1 Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Fiscal 
Stress 
Hasil dari regresi terhadap variabel cash solvency, variabel Pertumbuhan 
Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi Fiscal Stress(dengan indeks cash 
solvency,longrun solvency, dan service-level solvency) secara signifikan. Hal ini 
sejalan dengan penelitian sebelumnya, (Adriana et al., 2017; Dwitayanti, 
Nurhasanah, & Armaini, 2019; Firstanto, 2015) yang melakukan penelitian 
mengenai pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap fiscal stress 
menghasilkan bahwa Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap fiscal stress pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 
Selatan (Dwitayanti et al., 2019), pada Kabupaten/Kota Provinsi Riau (Adriana et 
al., 2017), serta pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Firstanto, 2015). 
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi 
Jawa Timur dalam rentang tahun 2012-2019 terus mengalami kondisi yang 
fluktuatif. Selain itu, indeks fiscal stress yang tidak terpengaruhi oleh 





dan service-level solvency dimana cash solvency berkaitan dengan kemampuan 
Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek 
kisaran 30 hingga 60 hari, longrun solvency berkaitan dengan kemampuan 
Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya  
termasuk yang mungkin terjadi hanya setiap beberapa tahun sekali(berkaitan 
dengan pengelolaan hutang dan aset modal pemerintah), dan service-level 
solvency berkaitan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan 
dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan 
oleh masyarakat(Maizunati, 2017; Ritonga, 2014). Hal ini berarti Pertumbuhan 
PAD tidak mempengaruhi kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi 
kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini dapat 
disebabkan karena kewajiban pemerintah sebagian besar masih dibiayai oleh 
penerimaan lain selain dari Pendapatan Asli Daerah, hal ini juga dapat dilihat  
melalui persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah. Pada tahun 2012-
2019 rata-rata persentase PAD terhadap total pendapatan daerah berkisar 11-
20% tiap tahunnya. Sehingga, dengan meningkatnya PAD belum cukup mampu 









Gambar 4.10: Grafik Rata-rata Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2012-2019 
 
Sumber : DJPK, data diolah. 2021. 
Pertumbuhan PAD juga tidak mempengaruhi kemampuan Pemerintah 
Daerah dalam menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik 
yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat, hal ini dapat terjadi 
dikarenakan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan 
publik lebih banyak dibiayai oleh penerimaan lain selain PAD, hal ini 
mengindikasikan Pemerintah Daerah masih mengandalkan transfer dari 
Pemerintah Pusat sehingga meningkatnya PAD belum mampu mempengaruhi 
kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan publik. 
Berbeda dengan hasil regresi terhadap cash solvency, longrun solvency, 
dan service-level solvency, hasil dari regresi terhadap variabel budget solvency 
menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 






















signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Muda, 2015; Septira & 
Prawira, 2019) yang menghasilkan bahwa Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 
berpengaruh secara positif dan signifikan pada Kabupaten/Kota Provinsi 
Sumatera Utara(Muda, 2015), serta pada Kabupaten/Kota di Pulau 
Sumatera(Septira & Prawira, 2019).  
Indeks budget solvency berkaitan dengan kemampuan/kapasitas 
keuangan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban 
operasionalnya(Ritonga, 2014). Dalam hal ini apabila Pertumbuhan Pendapatan 
Asli Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap fiscal stress 
(indeks budget solvency) maka dengan meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan 
Asli Daerah maka akan meningkatkan solvabilitas keuangan (budget solvency) 
sehingga dapat menurunkan fiscal stress. Hal ini membuktikan bahwa dengan 
meningkatkan PAD maka akan berpengaruh terhadap kemampuan Pemerintah 
Daerah dalam memenuhi kewajiban tanpa menyebabkan defisit. Hal ini karena 
PAD merupakan komponen dari penerimaan daerah, sehingga dengan 
meningkatnya PAD maka akan mengurangi resiko Pemerintah Daerah 
mengalami defisit.  
Berdasar analisis diatas, hanya indeks budget solvency yang dipengaruhi 
oleh Pertumbuhan PAD, sehingga dalam hal ini untuk meningkatkan solvabilitas 
anggaran/budget solvency Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan 
pertumbuhan PAD di daerahnya agar kemampuan/kapasitas keuangan 
Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban tanpa mengalami defisit dapat 
meningkat. Pemerintah Daerah perlu untuk meningkatkan PAD menurunkan 
fiscal stress yaitu dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam 
pengelolaan maupun pemungutan pajak, meningkatkan Manajemen Perusahaan 





sistem digitalisasi penerimaan daerah, menciptakan/mencari sumber penerimaan 
baru. 
4.5.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terhadap Fiscal Stress 
Hasil dari regresi terhadap variabel cash solvency, variabel Pertumbuhan 
PDRB tidak mempengaruhi fiscal stress(indeks cash solvency,budget solvency, 
dan longrun solvency) secara signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian 
sebelumnya (Adriana et al., 2017; Firstanto, 2015; Muda, 2015) yang melakukan 
penelitian mengenai pengaruh Pertumbuhan PDRB terhadap fiscal stress 
menghasilkan bahwa Pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap fiscal stress pada Kabupaten/Kota Provinsi Riau (Adriana et al., 2017), 
serta Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Firstanto, 2015), serta pada 
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara(Muda, 2015). 
Pertumbuhan PDRB pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam 
rentang tahun 2012-2018 secara umum memiliki pertumbuhan yang positif. 
Indeks fiscal stress yang tidak terpengaruhi oleh Pertumbuhan PDRB adalah 
cash solvency, budget solvency dan longrun  solvency dimana cash solvency 
berkaitan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban 
keuangan jangka pendek kisaran 30 hingga 60 hari, budget solvency berkaitan 
kemampuan/kapasitas keuangan Pemerintah Daerah dalam memenuhi 
kewajiban operasionalnya tanpa mengalami defisit, dan longrun solvency 
berkaitan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewaj iban 
keuangan jangka panjangnya(Maizunati, 2017; Ritonga, 2014). Hal ini berarti 
pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tetapi tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban 





dengan pembahasan sebelumnya yaitu pengaruh pertumbuhan PAD terhadap 
fiscal stress, hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap fiscal stress. Hal ini disebabkan persentase PAD yang 
sangat kecil apabila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Pada tahun 
2012-2019 rata-rata persentase PAD terhadap total pendapatan daerah berkisar 
11-20% tiap tahunnya. Sehingga, dengan meningkatnya PAD belum cukup 
mampu untuk mempengaruhi kondisi fiscal stress. Namun disisi lain, dengan 
meningkatnya PDRB maka mengindikasikan penggunaan sumber daya telah 
optimal. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya Tingkat Pengangguran 
Terbuka(TPT). Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada dibawah 
nasional, sehingga hal ini menunjukkan bahwa terdapat perluasan lapangan 
kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah.  
Gambar 4.11: Tingkat Pengangguran Terbuka 2012-2019 
 















Namun, dengan meningkatnya PDRB dan meningkatnya kemampuan 
masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sehingga meningkatkan PAD, 
masih belum dapat mempengaruhi kondisi fiscal stress berkaitan dengan 
kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka 
panjang maupun jangka pendek, serta kewajiban operasionalnya dengan tanpa 
menimbulkan defisit.  
Berbeda dengan hasil regresi terhadap cash solvency, budget solvency, 
dan longrun solvency, hasil dari regresi terhadap variabel service-level solvency 
menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan PDRB mempengaruhi fiscal stress 
(indeks budget solvency) secara positif dan signifikan. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian(Dwitayanti et al., 2019; Sibuea, 2018) yang menghasilkan 
bahwa Pertumbuhan PDRB berpengaruh secara positif dan signifikan pada 
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan(Dwitayanti et al., 2019), dan pada 32 
Pemerintah Kabupaten di Indonesia(Sibuea, 2018). 
Indeks service-level solvency berkaitan dengan kemampuan Pemerintah 
Daerah dalam menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik 
yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat (Ritonga, 2014). Dalam hal ini 
apabila PDRB secara positif dan signifikan terhadap fiscal stress (indeks service-
level solvency) maka dengan meningkatnya Pertumbuhan PDRB akan 
meningkatkan solvabilitas keuangan (service-level solvency) sehingga dapat 
menurunkan kondisi fiscal stress. Hal ini berkaitan dengan solvabilitas keuangan 
service level solvency itu sendiri karena mengenai kemampuan penyediaan 
layanan publik, apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka aktivitas ekonomi 
beserta output meningkat sehingga dapat meningkatkan kemampuan 





Berdasar analisis diatas, hanya indeks service-level solvency yang 
dipengaruhi oleh PDRB, sehingga dalam hal ini untuk meningkatkan solvabilitas 
layanan/service-level solvency Pemerintah Daerah diharapkan dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya agar kemampuan penyediaan 
layanan publik. 
Pemerintah Daerah perlu untuk meningkatkan PDRB menurunkan fiscal 
stress yaitu dengan cara mengembangkan ekonomi lokal, pemberdayaan Industri 
Kecil Menengah, pembangunan prasarana sebagai pendukung dalam 
pengembangan sosial ekonomi rakyat. 
4.5.3 Pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress 
Hasil dari regresi variabel Pertumbuhan Belanja Modal tidak 
mempengaruhi Fiscal Stress(indeks cash solvency,longrun solvency, dan 
service-level solvency) secara signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian 
sebelumnya (Adriana et al., 2017; Dwitayanti et al., 2019; Lhutfi et al., 2020; 
Muda, 2015; Septira & Prawira, 2019) yang melakukan penelitian mengenai 
pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal terhadap fiscal stress menghasilkan 
bahwa Pertumbuhan Belanja Modal tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap fiscal stress pada Kabupaten/Kota Provinsi Riau (Adriana et al., 2017), 
pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan (Dwitayanti et al., 2019), pada 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat(Lhutfi et al., 2020), pada Kabupaten/Kota 
Provinsi Sumatera Utara(Muda, 2015), serta pada Kabupaten/Kota di Pulau 
Sumatera(Septira & Prawira, 2019). 
Pertumbuhan Belanja Modal tidak mempengaruhi fiscal stress(indeks 





Hal ini dapat dikarenakan penggunaan belanja modal sebagian besar pada 
fungsi perumahan dan pendidikan, sedangkan untuk mengurangi kondisi fiscal 
stress, belanja modal perlu untuk ditingkatkan pada fungsi pelayanan umum. 
Belanja fungsi pelayanan umum terkait dengan belanja dalam rangka 
peningkatan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien, akses dan kualitas 
pelayanan publik; akuntabilitas kinerja birokrasi, dan lain-lain. Sehingga dalam 
hal ini, fungsi pelayanan umum juga perlu ditingkatkan untuk dapat 
mempengaruhi solvabilitas keuangan. Hal ini yang kemudian menyebabkan 
pertumbuhan belanja modal tidak mempengaruhi fiscal stress (cash, longrun, 
service-level solvency). 
Gambar 4.12: Rata-rata Belanja Modal Menurut Fungsi pada Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (Rupiah) 
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Dampak penggunaan Belanja Modal yang baik akan mempengaruhi 
perekonomian masyarakat(Lhutfi et al., 2020). Pemerintah harus lebih 
terkonsentrasi pada program pelayanan publik. Hal ini berimplikasi pada 
pentingnya pengalokasian belanja Pemerintah Daerah untuk berbagai 
kepentingan publik. Dengan optimalnya penggunaan belanja modal maka akan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam 
rentang tahun 2012-2019 mengalami fluktuasi dan juga mengalami penurunan 
Belanja Modal sehingga pertumbuhan Belanja Modal ada pada angka negatif. 
Selain itu, dengan tidak optimalnya penggunaan belanja modal menyebabkan 
tidak ada pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat maupun 
kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Indeks fiscal stress yang tidak 
terpengaruhi oleh Pertumbuhan Belanja Modal adalah cash solvency, longrun 
solvency dan service-level solvency dimana cash solvency berkaitan dengan 
kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka 
pendek kisaran 30 hingga 60 hari, longrun solvency berkaitan dengan 
kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka 
panjangnya, dan service-level solvency berkaitan dengan kemampuan 
Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan mempertahankan kualitas 
pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat (Maizunati, 
2017; Ritonga, 2014). Hal ini berarti Pertumbuhan Belanja Modal tidak 
mempengaruhi kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban 
keuangan jangka pendek maupun jangka panjang serta kemampuan Pemerintah 
Daerah dalam menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik 





Berbeda dengan hasil regresi terhadap cash solvency, longrun solvency, 
dan service-level solvency, hasil dari regresi terhadap variabel budget solvency 
menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Belanja mempengaruhi fiscal stress 
(indeks budget solvency) secara negatif dan signifikan. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian(Firstanto, 2015) yang menghasilkan bahwa Pertumbuhan 
Belanja Modal berpengaruh secara negatif dan signifikan pada Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Tengah. 
Indeks budget solvency berkaitan dengan kemampuan/kapasitas 
keuangan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban operasionalnya tanpa 
menyebabkan defisit(Ritonga, 2014). Dalam hal ini apabila Pertumbuhan Belanja 
Modal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap fiscal stress (indeks 
budget solvency) maka dengan meningkatnya Pertumbuhan Belanja Modal 
Daerah maka justru akan menurunkan solvabilitas keuangan (budget solvency) 
sehingga dapat meningkatkan fiscal stress. Hal ini dikarenakan Belanja Modal 
diperuntukkan untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap 
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua be las) bulan 
sedangkan budget solvency berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 
operasional tanpa menimbulkan defisit. Dengan meningkatnya pengeluaran yang 
tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan maka akan memperbesar 
kemungkinan defisit sehingga hal ini akan menyebabkan Pertumbuhan Belanja 
Modal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap budget solvency. 
Pemerintah Daerah perlu untuk memperhatikan penggunaan Belanja 
Modal agar efektif dan efisien untuk menurunkan fiscal stress yaitu dengan cara 
Pengelolaan menggunakan prinsip value for money yang berdasar pada 
ekonomis, efisiensi, efektifitas dengan menggunakan indikator input, output, dan 





monitoring dan evaluasi, integrasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah. 
4.5.4 Pengaruh Kemiskinan Terhadap Fiscal Stress 
Hasil dari regresi variabel Kemiskinan mempengaruhi Fiscal 
Stress(indeks cash solvency dan service-level solvency) secara positif dan 
signifikan. Hal ini berarti semakin tinggi kemiskinan maka semakin tinggi pula 
solvabilitas keuangan. Dengan solvabilitas keuangan yang meningkat maka 
fiscal stress akan menurun. 
Pengentasan kemiskinan melalui pengeluaran atau belanja pemerintah 
yang dibelanjakan dengan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat yang tergolong miskin seperti pemenuhan kebutuhan dasar, 
merupakan bentuk tindakan nyata pemerintah dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan mengangkat dari jurang kemiskinan(Hidayati & 
Bawono, 2020). Definisi kemiskinan menurut Bank Dunia adalah keadaan 
dimana seseorang tidak dapat menikmati segala pilihan untuk memenuhi 
kebutuhan dasarnya. Peningkatan belanja untuk pelayanan publik juga 
merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi permintaan pelayanan publik. 
Dengan adanya upaya pemenuhan pelayanan publik ini maka dapat 
meningkatkan kemampuan keuangan dan menurunkan fiscal stress yang dialami 
oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak berlaku pada 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, Kemiskinan mempengaruhi Fiscal Stress 
(solvabilitas keuangan indeks cash solvency dan service-level solvency) secara 





Indeks fiscal stress yang dipengaruhi secara positif oleh kemiskinan 
adalah cash solvency dan service-level solvency dimana cash solvency berkaitan 
dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan 
jangka pendek kisaran 30 hingga 60 hari dan service-level solvency berkaitan 
dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan 
mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh 
masyarakat(Maizunati, 2017; Ritonga, 2014). Hal ini berarti apabila persentase 
Kemiskinan meningkat maka akan menyebabkan kenaikan kemampuan 
Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek serta 
kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan mempertahankan 
kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat, 
sehingga kondisi fiscal stress akan menurun.  
Hal ini dapat terjadi dikarenakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, 
Pemerintah Pusat turut membantu dengan bantuan anggaran/dana sehingga 
dengan meningkatnya kemiskinan maka akan meningkatkan solvabilitas 
Pemerintah Daerah. Namun pada kenyataannya walaupun solvabilitas 
meningkat, penggunaannya masih belum optimal karena persentase kemiskinan 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam rentang tahun 2012-2018 terus 
mengalami kondisi yang fluktuatif, selain itu karena terdapat ketimpangan 
ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur sehingga masih terdapat bagian 
sumber-sumber pendapatan yang tetap dapat dioptimalkan dari Kabupaten/Kota 
yang memiliki persentase kemiskinan yang rendah dengan pertumbuhan 






Gambar 4.13: Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2019 (%) 
 
Sumber: BPS, data diolah. 2020. 
Berbeda dengan hasil regresi terhadap cash solvency dan service-level 
solvency, hasil dari regresi terhadap variabel budget solvency dan longrun 
solvency menunjukkan bahwa variabel Kemiskinan mempengaruhi fiscal stress 
secara negatif dan signifikan. Indeks budget solvency berkaitan dengan 
kemampuan/kapasitas keuangan Pemerintah Daerah dalam memenuhi 
kewajiban operasionalnya dan dengan tanpa menimbulkan defisit, longrun 
solvency berkaitan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi 














































































































































































































































































































Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 





Kemiskinan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap fiscal stress 
(indeks budget solvency, longrun solvency) maka dengan meningkatnya 
persentase kemiskinan maka akan menurunkan solvabilitas keuangan (budget 
solvency, longrun solvency) sehingga dapat menaikkan fiscal stress. Hasil 
tersebut sejalan dengan penelitian Aldag (2017) mengenai hal-hal yang 
menyebabkan fiscal stress dimana Kabupaten/Kota mengidentifikasi fiscal stress 
akibat adanya pensiun, tunjangan, dan kemiskinan. Selain itu berdasarkan 
survey yang dilakukan oleh Cornell University mengenai Fiscal Stress pada 
pemerintah Kabupaten/Kota di New York State menyebutkan bahwa kemiskinan 
menjadi faktor yang berkontribusi dalam fiscal stress sebesar lebih dari 20%. 
Selain itu dengan adanya kemiskinan maka akan memperbesar kemungkinan 
defisit anggaran dikarenakan pengeluaran terus meningkat namun peningkatan 
penerimaan dari daerah tidak sebanding. 
Pemerintah Daerah perlu untuk memperhatikan pengendalian kemiskinan 
untuk menurunkan fiscal stress yaitu dengan cara penciptaan pemerataan 
pembangunan, meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan 
kemiskinan, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, 















5    
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa  
a. Kondisi Fiscal Stress Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam rentang 
tahun 2012-2019 secara umum memiliki solvabilitas keuangan dalam 
kategori Baik dan Cukup sehingga dapat disimpulkan Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Timur tidak memiliki permasalahan fiscal stress yang cukup 
serius, hanya pada tahun 2016 terdapat 2 Kota yang masuk kedalam 
kategori kurang yaitu Kota Kediri dan Kota Mojokerto.  
b. Meningkatnya pertumbuhan PAD pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 
Timur dapat berpotensi untuk meningkatkan solvabilitas anggaran(budget 
solvency) sehingga menurunkan fiscal stress. 
c. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi (PDRB) pada Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Timur dapat berpotensi untuk meningkatkan solvabilitas 
layanan (service-level solvency) sehingga menurunkan fiscal stress. 
d. Meningkatnya pertumbuhan belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi 
Jawa Timur dapat berpotensi untuk menurunkan solvabilitas anggaran 
(budget solvency) yang selanjutnya dapat menimbulkan fiscal stress. 
e. Meningkatnya Kemiskinan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 
dapat mengakibatkan naiknya cash solvency, longrun solvency, dan 
service level solvency namun juga berakibat turunnya solvabilitas 






5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 
ilmiah, namun demikian masih terdapat keterbatasan penelitian. Keterbatasan 
dalam penelitian ini selanjutnya dapat menjadi hal yang diperhatikan bagi 
peneliti-peneliti yang akan datang dalam menyempurnakan penelitian terkait 
determinan fiscal stress. Terdapat beberapa pengujian yang perlu dilakukan bagi 
peneliti selanjutnya, hal tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
a. Determinan fiscal stress dalam penelitian ini adalah pertumbuhan 
pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan 
belanja modal, dan kemiskinan. Masing masing variabel tersebut belum 
diketahui apakah variabel tersebut berpengaruh secara langsung ataukah 
tidak langsung terhadap indeks fiscal stress. Tujuan pengujian 
persamaan simultan ini untuk mengetahui apakah antara variabel 
tersebut simultan atau tidak sehingga dapat diketahui apakah masing-
masing variabel memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung 
terhadap indeks fiscal stress. 
b. Penelitian ini untuk melihat apakah Pemerintah Daerah terdapat gejala 
fiscal stress atau tidak. Sehingga apabila terdapat gejala fiscal stress, 
maka terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki untuk mencegah terjadinya 
resesi(fiscal crisis). Hal ini dapat menjadi masukan untuk penelitian 
terdahulu bagaimana melihat kedepannya baik dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang dengan melakukan pengujian menggunakan 






Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat beberapa saran yang dapat 
diambil yaitu: 
a. Pemerintah Daerah perlu untuk meningkatkan PAD agar dapat 
menurunkan fiscal stress yaitu dengan cara melakukan kerjasama 
dengan pihak lain dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak, 
Meningkatkan Manajemen Perusahaan Daerah supaya BUMD 
memberikan kontribusi maksimal, menyelenggarakan sistem digitalisasi 
penerimaan daerah. 
b. Pemerintah Daerah perlu untuk meningkatkan PDRB agar dapat 
menurunkan fiscal stress yaitu dengan cara mengembangkan ekonomi 
lokal, pemberdayaan Industri Kecil Menengah, pembangunan prasarana 
sebagai pendukung dalam pengembangan sosial ekonomi rakyat . 
c. Pemerintah Daerah perlu untuk memperhatikan penggunaan Belanja 
Modal agar efektif dan efisien untuk menurunkan fiscal stress yaitu 
dengan cara Pengelolaan menggunakan prinsip value for money yang 
berdasar pada ekonomis, efisiensi, efektifitas dengan menggunakan 
indikator input, output, dan outcome, penganggaran dengan mengikuti 
Standar Pelayanan Minimum (SPM), monitoring dan evaluasi, integrasi 
dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. 
d. Pemerintah Daerah perlu untuk memperhatikan pengendalian kemiskinan 
untuk menurunkan fiscal stress yaitu dengan cara penciptaan pemerataan 
pembangunan, meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan 
kemiskinan, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan 
kemiskinan, Kemitraan antara Pemerintah dengan masyarakat dan 
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Kab. Pacitan 2012 3.40 -0.02 0.33 0.07 
Kab. Pacitan 2013 6.04 2.42 0.33 0.06 
Kab. Pacitan 2014 13.17 4.79 0.33 0.05 
Kab. Pacitan 2015 4.14 1.79 0.33 0.04 
Kab. Pacitan 2016 0.78 -7.61 0.33 0.04 
Kab. Pacitan 2017 1.04 -11.92 0.33 0.04 
Kab. Pacitan 2018 5.27 12.76 0.33 0.04 
Kab. Pacitan 2019 1.00 -12.15 0.33 0.04 
Kab. Ponorogo 2012 0.53 0.78 0.33 0.07 
Kab. Ponorogo 2013 1.12 3.25 0.33 0.06 
Kab. Ponorogo 2014 2.06 4.19 0.33 0.05 
Kab. Ponorogo 2015 1.25 -0.77 0.33 0.05 
Kab. Ponorogo 2016 0.09 -2.76 0.32 0.04 
Kab. Ponorogo 2017 0.40 -0.43 0.33 0.04 
Kab. Ponorogo 2018 1.66 4.16 0.33 0.04 
Kab. Ponorogo 2019 0.50 -2.95 0.33 0.04 
Kab. Trenggalek 2012 4.18 1.53 0.33 0.08 
Kab. Trenggalek 2013 2.16 3.13 0.33 0.07 
Kab. Trenggalek 2014 2.25 7.96 0.33 0.05 
Kab. Trenggalek 2015 2.42 0.06 0.33 0.05 
Kab. Trenggalek 2016 1.96 7.06 0.33 0.05 
Kab. Trenggalek 2017 1.77 2.19 0.33 0.05 
Kab. Trenggalek 2018 2.05 4.46 0.33 0.05 
Kab. Trenggalek 2019 0.95 -1.25 0.33 0.04 
Kab Tulungagung 2012 2.42 -0.26 0.44 0.06 
Kab Tulungagung 2013 1.80 4.53 0.70 0.06 
Kab Tulungagung 2014 2.30 3.22 0.33 0.05 
Kab Tulungagung 2015 2.44 2.51 0.33 0.04 
Kab Tulungagung 2016 0.56 -0.84 0.33 0.04 
Kab Tulungagung 2017 1.15 1.28 0.33 0.04 
Kab Tulungagung 2018 1.68 4.78 4.63 0.04 
Kab Tulungagung 2019 1.05 5.63 0.33 0.04 
Kab. Blitar 2012 3.94 0.83 0.33 0.08 
Kab. Blitar 2013 10.29 -0.75 0.33 0.08 
Kab. Blitar 2014 4.31 4.96 0.33 0.06 
Kab. Blitar 2015 2.88 2.18 0.33 0.06 
Kab. Blitar 2016 1.57 -3.78 0.33 0.05 
Kab. Blitar 2017 1.36 -0.86 0.33 0.05 
















Kab. Blitar 2019 0.72 -1.34 0.33 0.05 
Kab. Kediri 2012 4.46 3.55 2.67 0.09 
Kab. Kediri 2013 17.38 6.02 3.13 0.08 
Kab. Kediri 2014 18.19 6.86 6.82 0.07 
Kab. Kediri 2015 8.82 1.60 0.33 0.06 
Kab. Kediri 2016 11.66 -4.96 0.33 0.06 
Kab. Kediri 2017 9.41 -0.69 0.33 0.06 
Kab. Kediri 2018 6.76 3.43 0.33 0.06 
Kab. Kediri 2019 3.71 0.67 0.33 0.05 
Kab. Malang 2012 1.51 0.44 0.53 0.10 
Kab. Malang 2013 1.83 2.04 0.59 0.09 
Kab. Malang 2014 2.01 3.65 0.67 0.08 
Kab. Malang 2015 2.06 -0.53 0.63 0.07 
Kab. Malang 2016 1.40 -1.05 0.72 0.07 
Kab. Malang 2017 1.17 2.28 0.91 0.07 
Kab. Malang 2018 1.29 2.91 1.18 0.07 
Kab. Malang 2019 1.28 0.72 1.67 0.07 
Kab. Lumajang 2012 14.48 2.49 0.33 0.09 
Kab. Lumajang 2013 8.10 3.12 0.33 0.08 
Kab. Lumajang 2014 45.22 3.41 0.33 0.07 
Kab. Lumajang 2015 2.72 2.29 0.33 0.06 
Kab. Lumajang 2016 1.55 -2.91 0.33 0.06 
Kab. Lumajang 2017 1.16 -1.01 0.33 0.06 
Kab. Lumajang 2018 0.69 -0.28 0.33 0.05 
Kab. Lumajang 2019 0.47 -0.92 0.33 0.05 
Kab. Jember 2012 2.04 1.62 47.03 0.10 
Kab. Jember 2013 1.94 0.83 0.33 0.09 
Kab. Jember 2014 4.96 2.24 0.33 0.08 
Kab. Jember 2015 2.01 1.04 0.33 0.07 
Kab. Jember 2016 1.62 3.87 0.33 0.08 
Kab. Jember 2017 1.45 -0.69 0.33 0.07 
Kab. Jember 2018 0.71 2.52 0.32 0.07 
Kab. Jember 2019 1.63 -0.37 0.33 0.07 
Kab. Banyuwangi 2012 22.06 0.71 0.33 0.08 
Kab. Banyuwangi 2013 5.18 1.34 0.33 0.07 
Kab. Banyuwangi 2014 4.30 3.58 0.33 0.06 
Kab. Banyuwangi 2015 2.04 1.42 0.33 0.06 
Kab. Banyuwangi 2016 0.65 -6.43 0.33 0.05 
Kab. Banyuwangi 2017 0.05 -0.51 0.31 0.06 
Kab. Banyuwangi 2018 0.32 5.87 0.33 0.06 















Kab. Bondowoso 2012 1.42 0.46 0.33 0.08 
Kab. Bondowoso 2013 2.48 0.53 0.33 0.07 
Kab. Bondowoso 2014 2.20 3.91 0.33 0.06 
Kab. Bondowoso 2015 2.98 1.74 0.33 0.05 
Kab. Bondowoso 2016 1.77 -1.88 0.33 0.05 
Kab. Bondowoso 2017 1.37 -0.01 0.33 0.05 
Kab. Bondowoso 2018 2.03 4.29 0.33 0.05 
Kab. Bondowoso 2019 1.01 -1.69 0.33 0.04 
Kab. Situbondo 2012 10.69 4.12 0.33 0.07 
Kab. Situbondo 2013 1.99 -2.14 0.33 0.06 
Kab. Situbondo 2014 3.56 3.78 0.33 0.05 
Kab. Situbondo 2015 3.34 2.86 0.33 0.05 
Kab. Situbondo 2016 0.82 -4.00 0.33 0.05 
Kab. Situbondo 2017 1.48 1.00 0.33 0.05 
Kab. Situbondo 2018 1.31 1.81 0.33 0.04 
Kab. Situbondo 2019 0.97 0.39 0.33 0.04 
Kab. Probolinggo 2012 12.40 0.29 0.33 0.09 
Kab. Probolinggo 2013 4.73 2.52 0.33 0.09 
Kab. Probolinggo 2014 4.81 5.26 0.33 0.07 
Kab. Probolinggo 2015 2.04 -0.80 0.33 0.06 
Kab. Probolinggo 2016 1.28 -1.68 0.33 0.06 
Kab. Probolinggo 2017 1.04 0.99 0.33 0.06 
Kab. Probolinggo 2018 0.92 0.89 0.33 0.06 
Kab. Probolinggo 2019 0.60 0.27 0.32 0.06 
Kab. Pasuruan 2012 339.31 0.86 0.33 0.08 
Kab. Pasuruan 2013 174.21 2.73 0.33 0.07 
Kab. Pasuruan 2014 179.43 5.90 0.33 0.06 
Kab. Pasuruan 2015 5.21 2.36 0.33 0.06 
Kab. Pasuruan 2016 1.68 -7.63 0.33 0.05 
Kab. Pasuruan 2017 1.26 -0.33 0.33 0.05 
Kab. Pasuruan 2018 1.39 1.54 0.33 0.05 
Kab. Pasuruan 2019 1.11 3.16 0.33 0.05 
Kab. Sidoarjo 2012 2.44 2.27 0.33 0.07 
Kab. Sidoarjo 2013 4.17 3.14 0.33 0.06 
Kab. Sidoarjo 2014 6.61 -11.59 0.33 0.05 
Kab. Sidoarjo 2015 1.89 -1.48 0.33 0.05 
Kab. Sidoarjo 2016 0.77 0.79 0.33 0.05 
Kab. Sidoarjo 2017 2.25 5.51 0.33 0.05 
Kab. Sidoarjo 2018 1.77 2.80 0.33 0.05 
Kab. Sidoarjo 2019 1.49 2.05 0.33 0.05 
Kab. Mojokerto 2012 3.47 3.93 0.33 0.07 















Kab. Mojokerto 2014 27.98 7.38 0.33 0.05 
Kab. Mojokerto 2015 4.97 -1.73 0.33 0.05 
Kab. Mojokerto 2016 2.55 -2.61 0.33 0.05 
Kab. Mojokerto 2017 1.34 0.81 0.33 0.04 
Kab. Mojokerto 2018 1.42 2.39 0.33 0.05 
Kab. Mojokerto 2019 0.73 0.65 0.33 0.04 
Kab Jombang 2012 2.95 3.31 0.33 0.08 
Kab Jombang 2013 4.54 0.80 0.33 0.07 
Kab Jombang 2014 3.70 4.66 0.33 0.06 
Kab Jombang 2015 3.02 0.07 0.33 0.06 
Kab Jombang 2016 1.02 -2.80 0.33 0.05 
Kab Jombang 2017 1.52 3.89 0.33 0.05 
Kab Jombang 2018 1.93 4.96 0.33 0.05 
Kab Jombang 2019 2.15 1.01 0.33 0.05 
Kab. Nganjuk 2012 6.00 2.23 0.33 0.08 
Kab. Nganjuk 2013 13.97 3.53 0.33 0.07 
Kab. Nganjuk 2014 4.64 4.07 0.33 0.06 
Kab. Nganjuk 2015 1.79 1.77 0.33 0.05 
Kab. Nganjuk 2016 1.06 -3.30 0.33 0.05 
Kab. Nganjuk 2017 0.72 3.33 0.33 0.05 
Kab. Nganjuk 2018 1.29 2.41 31.89 0.05 
Kab. Nganjuk 2019 1.09 -0.46 27.04 0.05 
Kab. Madiun 2012 1.32 0.71 0.33 0.07 
Kab. Madiun 2013 4.26 3.18 0.33 0.06 
Kab. Madiun 2014 3.57 4.88 0.33 0.05 
Kab. Madiun 2015 3.23 2.93 0.33 0.04 
Kab. Madiun 2016 1.25 -5.52 0.33 0.04 
Kab. Madiun 2017 1.16 -1.27 0.33 0.04 
Kab. Madiun 2018 1.42 4.12 0.33 0.04 
Kab. Madiun 2019 1.59 0.43 0.33 0.04 
Kab. Magetan 2012 0.31 1.89 0.33 0.06 
Kab. Magetan 2013 3.58 3.02 0.33 0.06 
Kab. Magetan 2014 15.44 6.55 0.33 0.04 
Kab. Magetan 2015 2.91 -2.28 0.33 0.04 
Kab. Magetan 2016 0.35 -5.92 0.33 0.04 
Kab. Magetan 2017 11.11 7.22 0.33 0.04 
Kab. Magetan 2018 3.23 6.83 0.33 0.04 
Kab. Magetan 2019 3.56 -2.16 0.33 0.04 
Kab. Ngawi 2012 95.56 4.38 0.33 0.07 
Kab. Ngawi 2013 59.25 3.66 0.33 0.07 
Kab. Ngawi 2014 198.54 5.39 0.33 0.05 















Kab. Ngawi 2016 10.18 -2.18 0.33 0.04 
Kab. Ngawi 2017 6.63 -2.78 0.33 0.04 
Kab. Ngawi 2018 8.52 -5.13 0.33 0.05 
Kab. Ngawi 2019 2.69 0.08 0.33 0.04 
Kab. Bojonegoro 2012 4.96 6.72 0.33 0.07 
Kab. Bojonegoro 2013 19.47 0.16 0.33 0.06 
Kab. Bojonegoro 2014 3.54 3.86 0.33 0.05 
Kab. Bojonegoro 2015 1.73 2.22 0.33 0.04 
Kab. Bojonegoro 2016 0.22 -6.91 0.33 0.04 
Kab. Bojonegoro 2017 0.57 6.29 0.33 0.05 
Kab. Bojonegoro 2018 1.97 49.76 0.33 0.04 
Kab. Bojonegoro 2019 6.67 5.63 0.33 0.03 
Kab. Tuban 2012 35.18 0.15 0.33 0.07 
Kab. Tuban 2013 2.10 1.87 0.33 0.06 
Kab. Tuban 2014 5.35 2.48 0.33 0.06 
Kab. Tuban 2015 1.66 1.17 0.33 0.05 
Kab. Tuban 2016 0.90 -0.67 0.33 0.05 
Kab. Tuban 2017 1.22 0.81 0.33 0.05 
Kab. Tuban 2018 1.38 1.72 0.33 0.05 
Kab. Tuban 2019 2.05 3.34 0.33 0.05 
Kab. Lamongan 2012 0.57 0.45 0.41 0.08 
Kab. Lamongan 2013 0.86 2.97 0.33 0.07 
Kab. Lamongan 2014 8.53 2.42 0.33 0.06 
Kab. Lamongan 2015 2.74 1.45 0.33 0.05 
Kab. Lamongan 2016 1.30 -1.98 0.33 0.04 
Kab. Lamongan 2017 0.73 0.08 0.33 0.04 
Kab. Lamongan 2018 0.49 0.42 0.33 0.04 
Kab. Lamongan 2019 0.33 0.18 0.33 0.04 
Kab. Gresik 2012 3.27 7.95 1.08 0.06 
Kab. Gresik 2013 1.03 -1.49 0.33 0.05 
Kab. Gresik 2014 3.04 1.60 0.43 0.05 
Kab. Gresik 2015 0.46 -2.40 0.33 0.04 
Kab. Gresik 2016 0.11 -0.41 0.32 0.05 
Kab. Gresik 2017 0.47 3.29 0.33 0.04 
Kab. Gresik 2018 1.00 5.85 0.40 0.05 
Kab. Gresik 2019 4.55 4.17 0.43 0.04 
Kab. Bangkalan 2012 0.23 -1.65 0.32 0.08 
Kab. Bangkalan 2013 0.17 -0.68 0.32 0.07 
Kab. Bangkalan 2014 0.43 3.93 0.36 0.07 
Kab. Bangkalan 2015 0.28 -1.58 0.33 0.06 
Kab. Bangkalan 2016 0.09 -3.99 0.34 0.06 















Kab. Bangkalan 2018 0.30 -1.41 0.33 0.05 
Kab. Bangkalan 2019 0.38 0.32 0.33 0.05 
Kab. Sampang 2012 216.24 -0.41 0.33 0.11 
Kab. Sampang 2013 263.13 1.33 36.57 0.11 
Kab. Sampang 2014 53.56 4.54 0.33 0.08 
Kab. Sampang 2015 2.12 1.87 0.33 0.07 
Kab. Sampang 2016 14.34 -2.00 30.22 0.07 
Kab. Sampang 2017 1.67 -1.76 0.33 0.07 
Kab. Sampang 2018 1.11 0.85 20.68 0.08 
Kab. Sampang 2019 1.32 2.39 103.78 0.07 
Kab. Pamekasan 2012 0.32 -1.96 0.32 0.08 
Kab. Pamekasan 2013 0.77 3.22 0.33 0.08 
Kab. Pamekasan 2014 0.75 7.45 0.33 0.06 
Kab. Pamekasan 2015 15.87 -2.72 0.33 0.06 
Kab. Pamekasan 2016 0.68 -1.15 0.33 0.05 
Kab. Pamekasan 2017 2.17 8.44 0.33 0.05 
Kab. Pamekasan 2018 3.96 5.44 0.33 0.06 
Kab. Pamekasan 2019 3.84 -0.65 0.33 0.05 
Kab. Sumenep 2012 10.20 3.16 0.33 0.10 
Kab. Sumenep 2013 2.89 3.55 0.33 0.10 
Kab. Sumenep 2014 12.80 2.03 0.33 0.08 
Kab. Sumenep 2015 2.83 0.30 0.33 0.08 
Kab. Sumenep 2016 1.15 0.89 0.33 0.07 
Kab. Sumenep 2017 4.16 3.94 0.33 0.07 
Kab. Sumenep 2018 2.88 3.55 0.33 0.06 
Kab. Sumenep 2019 1.09 6.68 0.33 0.06 
Kota Kediri 2012 2.43 5.21 0.33 0.03 
Kota Kediri 2013 2.43 17.31 0.33 0.03 
Kota Kediri 2014 3.91 31.33 0.33 0.02 
Kota Kediri 2015 1.24 15.48 0.33 0.02 
Kota Kediri 2016 1.38 -40.72 0.33 0.02 
Kota Kediri 2017 1.28 -3.47 0.33 0.02 
Kota Kediri 2018 1.26 5.53 0.33 0.02 
Kota Kediri 2019 1.89 3.70 0.33 0.02 
Kota Blitar 2012 0.68 8.68 0.33 0.02 
Kota Blitar 2013 0.83 6.17 0.33 0.02 
Kota Blitar 2014 1.60 -13.31 0.33 0.02 
Kota Blitar 2015 0.68 -3.01 0.33 0.02 
Kota Blitar 2016 0.44 -2.41 0.33 0.02 
Kota Blitar 2017 0.82 17.91 0.33 0.02 
Kota Blitar 2018 1.08 21.33 0.33 0.02 















Kota Malang 2012 9.55 6.13 0.33 0.05 
Kota Malang 2013 1.67 2.47 0.33 0.04 
Kota Malang 2014 4.09 8.30 0.33 0.04 
Kota Malang 2015 1.74 1.68 0.33 0.04 
Kota Malang 2016 0.69 1.90 0.33 0.04 
Kota Malang 2017 4.20 7.23 0.33 0.04 
Kota Malang 2018 4.35 5.20 0.33 0.04 
Kota Malang 2019 6.73 11.62 0.33 0.04 
Kota Probolinggo 2012 2.64 1.12 0.33 0.03 
Kota Probolinggo 2013 2.66 5.56 0.33 0.03 
Kota Probolinggo 2014 4.81 17.46 0.33 0.03 
Kota Probolinggo 2015 2.36 22.42 0.33 0.03 
Kota Probolinggo 2016 0.78 -3.72 0.32 0.03 
Kota Probolinggo 2017 1.71 -6.84 0.33 0.03 
Kota Probolinggo 2018 2.22 6.57 0.33 0.03 
Kota Probolinggo 2019 2.98 -13.66 0.30 0.03 
Kota Pasuruan 2012 19.91 3.93 0.33 0.03 
Kota Pasuruan 2013 3.56 5.91 0.33 0.03 
Kota Pasuruan 2014 3.56 14.04 0.33 0.03 
Kota Pasuruan 2015 1.52 0.10 0.33 0.03 
Kota Pasuruan 2016 1.19 1.25 0.33 0.02 
Kota Pasuruan 2017 2.74 4.79 0.33 0.02 
Kota Pasuruan 2018 2.41 6.39 0.33 0.03 
Kota Pasuruan 2019 1.12 6.38 0.33 0.02 
Kota Mojokerto 2012 1.00 10.41 0.33 0.02 
Kota Mojokerto 2013 1.53 20.50 0.33 0.02 
Kota Mojokerto 2014 0.86 19.25 0.33 0.02 
Kota Mojokerto 2015 1.83 3.84 0.33 0.02 
Kota Mojokerto 2016 0.74 -41.08 0.33 0.01 
Kota Mojokerto 2017 0.94 12.92 0.33 0.02 
Kota Mojokerto 2018 0.83 22.30 0.33 0.02 
Kota Mojokerto 2019 0.68 9.60 0.33 0.02 
Kota Madiun 2012 93.43 19.12 0.33 0.02 
Kota Madiun 2013 43.78 8.86 0.33 0.02 
Kota Madiun 2014 4.30 20.31 0.33 0.02 
Kota Madiun 2015 6.95 22.09 0.33 0.02 
Kota Madiun 2016 1.04 -6.73 0.33 0.02 
Kota Madiun 2017 3.23 1.05 0.33 0.02 
Kota Madiun 2018 2.08 -5.32 0.33 0.02 
Kota Madiun 2019 1.53 -10.10 0.33 0.02 
Kota Surabaya 2012 1.42 5.90 0.33 0.05 















Kota Surabaya 2014 1.49 5.46 0.33 0.04 
Kota Surabaya 2015 0.49 2.27 0.33 0.04 
Kota Surabaya 2016 0.41 -3.85 1.72 0.04 
Kota Surabaya 2017 0.29 2.04 1.96 0.03 
Kota Surabaya 2018 0.31 0.48 0.33 0.03 
Kota Surabaya 2019 0.19 -4.27 0.33 0.03 
Kota Batu 2012 6.97 14.57 0.33 0.03 
Kota Batu 2013 0.00 -2.75 0.47 0.03 
Kota Batu 2014 3.06 15.03 0.33 0.03 
Kota Batu 2015 0.64 -17.83 0.33 0.02 
Kota Batu 2016 11.93 -2.56 0.33 0.02 
Kota Batu 2017 1.85 13.11 0.33 0.02 
Kota Batu 2018 7.61 23.32 0.33 0.02 
Kota Batu 2019 4.13 7.59 0.33 0.02 
 
Lampiran 2: Data Variabel Independen Penelitian 
Kabupaten/Kota Tahun POV PDRB PAD Belanja Modal 
Kab. Pacitan 2012 17.29 6.33 18.48 10.15 
Kab. Pacitan 2013 16.73 5.87 9.93 -13.47 
Kab. Pacitan 2014 16.18 5.21 60.79 50.86 
Kab. Pacitan 2015 16.68 5.1 24.85 33.79 
Kab. Pacitan 2016 15.49 5.21 18.99 41.40 
Kab. Pacitan 2017 15.42 4.98 34.31 -8.59 
Kab. Pacitan 2018 14.19 5.51 -8.38 -21.55 
Kab. Pacitan 2019 13.67 5.08 7.50 36.83 
Kab. Ponorogo 2012 11.76 5.98 64.96 51.42 
Kab. Ponorogo 2013 11.92 5.14 23.29 -42.68 
Kab. Ponorogo 2014 11.53 5.21 48.20 59.66 
Kab. Ponorogo 2015 11.91 5.25 6.02 83.16 
Kab. Ponorogo 2016 11.75 5.29 13.96 16.11 
Kab. Ponorogo 2017 11.39 5.1 28.37 23.61 
Kab. Ponorogo 2018 10.36 5.31 -6.23 -13.32 
Kab. Ponorogo 2019 9.64 5.01 0.62 5.91 
Kab. Trenggalek 2012 14.21 6.21 11.28 6.74 
Kab. Trenggalek 2013 13.56 6 10.83 53.43 
Kab. Trenggalek 2014 13.1 5.28 70.89 35.89 
Kab. Trenggalek 2015 13.39 5.03 16.78 16.43 
Kab. Trenggalek 2016 13.24 5 17.34 10.91 
Kab. Trenggalek 2017 12.96 5.02 39.00 -2.82 





Kabupaten/Kota Tahun POV PDRB PAD Belanja Modal 
Kab. Trenggalek 2019 10.98 5.08 21.95 30.94 
Kab Tulungagung 2012 9.4 6.47 30.23 59.15 
Kab Tulungagung 2013 9.07 6.13 7.91 -30.27 
Kab Tulungagung 2014 8.75 5.46 58.06 106.11 
Kab Tulungagung 2015 8.57 4.99 11.96 40.89 
Kab Tulungagung 2016 8.23 5.02 10.63 29.19 
Kab Tulungagung 2017 8.04 5.08 46.86 -31.08 
Kab Tulungagung 2018 7.27 5.21 -9.93 -6.36 
Kab Tulungagung 2019 6.74 5.32 7.33 -33.17 
Kab. Blitar 2012 10.74 5.62 25.71 39.92 
Kab. Blitar 2013 10.57 5.06 20.76 47.41 
Kab. Blitar 2014 10.22 5.02 63.25 16.46 
Kab. Blitar 2015 9.97 5.05 14.73 31.95 
Kab. Blitar 2016 9.88 5.09 3.44 36.27 
Kab. Blitar 2017 9.8 5.07 44.07 -14.33 
Kab. Blitar 2018 9.72 5.1 -21.81 -30.95 
Kab. Blitar 2019 8.94 5.12 13.19 26.51 
Kab. Kediri 2012 13.71 6.11 33.54 33.36 
Kab. Kediri 2013 13.23 5.82 57.16 -3.05 
Kab. Kediri 2014 12.77 5.32 45.31 11.26 
Kab. Kediri 2015 12.91 4.88 6.41 40.77 
Kab. Kediri 2016 12.72 5.02 7.92 33.70 
Kab. Kediri 2017 12.25 4.9 57.46 10.33 
Kab. Kediri 2018 11.31 5.08 -10.69 -18.98 
Kab. Kediri 2019 10.42 5.07 -4.01 5.54 
Kab. Malang 2012 11.04 6.77 14.46 59.14 
Kab. Malang 2013 11.48 5.3 32.96 -5.99 
Kab. Malang 2014 11.07 6.01 56.78 14.89 
Kab. Malang 2015 11.53 5.27 12.33 42.41 
Kab. Malang 2016 11.49 5.3 8.85 -4.24 
Kab. Malang 2017 11.04 5.43 47.85 8.25 
Kab. Malang 2018 10.37 5.56 -21.26 -2.96 
Kab. Malang 2019 9.47 5.5 6.58 12.56 
Kab. Lumajang 2012 12.4 6 19.96 21.09 
Kab. Lumajang 2013 12.14 5.58 11.10 19.62 
Kab. Lumajang 2014 11.75 5.32 72.66 45.20 
Kab. Lumajang 2015 11.52 4.62 9.54 2.31 
Kab. Lumajang 2016 11.22 4.7 13.89 43.62 
Kab. Lumajang 2017 10.87 5.05 33.93 -25.76 
Kab. Lumajang 2018 9.98 5.02 -16.68 11.68 
Kab. Lumajang 2019 9.49 4.77 9.73 -14.25 
Kab. Jember 2012 11.81 5.82 40.17 77.44 





Kabupaten/Kota Tahun POV PDRB PAD Belanja Modal 
Kab. Jember 2014 11.28 6.21 42.83 12.32 
Kab. Jember 2015 11.22 5.36 4.86 3.51 
Kab. Jember 2016 10.97 5.21 13.48 -17.25 
Kab. Jember 2017 11 5.11 37.22 53.95 
Kab. Jember 2018 9.98 5.23 -16.92 -24.92 
Kab. Jember 2019 9.25 5.31 11.73 37.45 
Kab. Banyuwangi 2012 9.97 7.24 23.07 41.71 
Kab. Banyuwangi 2013 9.61 6.71 31.34 13.89 
Kab. Banyuwangi 2014 9.29 5.72 54.71 37.96 
Kab. Banyuwangi 2015 9.17 6.01 22.40 25.22 
Kab. Banyuwangi 2016 8.79 5.38 6.02 30.34 
Kab. Banyuwangi 2017 8.64 5.45 5.73 -27.92 
Kab. Banyuwangi 2018 7.8 5.84 15.72 -26.89 
Kab. Banyuwangi 2019 7.52 5.55 10.14 10.23 
Kab. Bondowoso 2012 15.81 6.09 16.51 23.97 
Kab. Bondowoso 2013 15.29 5.81 2.20 19.25 
Kab. Bondowoso 2014 14.76 5.05 69.29 24.03 
Kab. Bondowoso 2015 14.96 4.95 18.03 29.88 
Kab. Bondowoso 2016 15 4.97 11.36 5.15 
Kab. Bondowoso 2017 14.54 5.03 29.44 -9.84 
Kab. Bondowoso 2018 14.39 5.09 -11.31 -25.75 
Kab. Bondowoso 2019 13.33 5.29 7.53 35.38 
Kab. Situbondo 2012 14.34 5.43 0.35 -8.29 
Kab. Situbondo 2013 13.65 6.19 16.40 69.81 
Kab. Situbondo 2014 13.15 5.79 66.11 22.86 
Kab. Situbondo 2015 13.63 4.86 14.55 4.81 
Kab. Situbondo 2016 13.34 5 17.05 22.36 
Kab. Situbondo 2017 13.05 5.07 31.46 -17.15 
Kab. Situbondo 2018 11.82 5.43 -18.04 15.36 
Kab. Situbondo 2019 11.2 5.45 9.31 -10.98 
Kab. Probolinggo 2012 22.22 6.44 18.97 15.28 
Kab. Probolinggo 2013 21.21 5.15 20.56 -18.77 
Kab. Probolinggo 2014 20.44 4.9 79.94 3.76 
Kab. Probolinggo 2015 20.82 4.76 6.20 56.56 
Kab. Probolinggo 2016 20.98 4.77 6.92 -15.60 
Kab. Probolinggo 2017 20.52 4.46 36.23 12.82 
Kab. Probolinggo 2018 18.71 4.47 -22.37 -25.69 
Kab. Probolinggo 2019 17.76 4.56 4.67 47.39 
Kab. Pasuruan 2012 11.58 7.5 25.49 59.87 
Kab. Pasuruan 2013 11.26 6.95 42.75 5.60 
Kab. Pasuruan 2014 10.86 6.74 51.51 32.16 
Kab. Pasuruan 2015 10.72 5.38 13.48 42.19 





Kabupaten/Kota Tahun POV PDRB PAD Belanja Modal 
Kab. Pasuruan 2017 10.34 5.72 58.07 -41.31 
Kab. Pasuruan 2018 9.45 5.79 -19.16 -8.96 
Kab. Pasuruan 2019 8.68 5.83 5.96 -0.21 
Kab. Sidoarjo 2012 6.44 7.26 38.26 98.34 
Kab. Sidoarjo 2013 6.72 6.89 28.20 24.90 
Kab. Sidoarjo 2014 6.4 6.44 29.93 33.25 
Kab. Sidoarjo 2015 6.44 5.24 13.58 35.45 
Kab. Sidoarjo 2016 6.39 5.51 5.41 -13.48 
Kab. Sidoarjo 2017 6.23 5.8 25.20 -30.22 
Kab. Sidoarjo 2018 5.69 6.05 0.82 43.40 
Kab. Sidoarjo 2019 5.32 5.99 0.26 -1.28 
Kab. Mojokerto 2012 10.71 7.26 51.57 51.44 
Kab. Mojokerto 2013 10.99 6.56 32.92 -3.40 
Kab. Mojokerto 2014 10.56 6.45 63.43 58.74 
Kab. Mojokerto 2015 10.57 5.65 15.94 34.57 
Kab. Mojokerto 2016 10.61 5.49 7.87 -10.06 
Kab. Mojokerto 2017 10.19 5.74 11.82 30.36 
Kab. Mojokerto 2018 10.08 5.85 9.14 -3.90 
Kab. Mojokerto 2019 9.75 5.81 1.59 -1.71 
Kab Jombang 2012 12.23 6.15 31.72 183.42 
Kab Jombang 2013 11.17 5.93 12.59 11.43 
Kab Jombang 2014 10.8 5.42 64.28 63.64 
Kab Jombang 2015 10.79 5.36 19.70 13.57 
Kab Jombang 2016 10.7 5.4 2.80 -9.50 
Kab Jombang 2017 10.48 5.36 39.32 6.14 
Kab Jombang 2018 9.56 5.43 -15.93 -24.17 
Kab Jombang 2019 9.22 5.06 8.78 27.62 
Kab. Nganjuk 2012 13.22 5.85 32.76 61.55 
Kab. Nganjuk 2013 13.6 5.4 22.33 30.03 
Kab. Nganjuk 2014 13.14 5.1 67.10 15.90 
Kab. Nganjuk 2015 12.69 5.18 12.51 30.23 
Kab. Nganjuk 2016 12.25 5.29 12.21 23.92 
Kab. Nganjuk 2017 11.98 5.26 2.93 -28.53 
Kab. Nganjuk 2018 12.11 5.39 8.75 6.19 
Kab. Nganjuk 2019 11.24 5.36 1.85 28.10 
Kab. Madiun 2012 13.7 6.12 18.19 52.50 
Kab. Madiun 2013 12.45 5.67 21.71 30.03 
Kab. Madiun 2014 12.04 5.34 45.50 15.90 
Kab. Madiun 2015 12.54 5.26 23.26 30.23 
Kab. Madiun 2016 12.69 5.27 9.36 23.92 
Kab. Madiun 2017 12.28 5.42 47.86 -28.53 
Kab. Madiun 2018 11.42 5.1 -9.47 6.19 





Kabupaten/Kota Tahun POV PDRB PAD Belanja Modal 
Kab. Magetan 2012 11.5 5.79 26.98 -10.57 
Kab. Magetan 2013 12.19 5.85 12.03 -0.65 
Kab. Magetan 2014 11.8 5.1 60.67 45.68 
Kab. Magetan 2015 11.35 5.17 16.58 25.52 
Kab. Magetan 2016 11.03 5.31 0.64 19.73 
Kab. Magetan 2017 10.48 5.09 28.49 -29.88 
Kab. Magetan 2018 10.31 5.25 -7.51 -3.12 
Kab. Magetan 2019 9.61 5.04 20.6 79.28 
Kab. Ngawi 2012 15.99 6.63 0.15 -21.55 
Kab. Ngawi 2013 15.45 5.5 38.95 54.89 
Kab. Ngawi 2014 14.88 5.82 97.62 28.93 
Kab. Ngawi 2015 15.61 5.08 12.96 28.38 
Kab. Ngawi 2016 15.27 5.21 2.32 13.46 
Kab. Ngawi 2017 14.91 5.07 40.96 6.71 
Kab. Ngawi 2018 14.83 5.26 -18.81 -18.93 
Kab. Ngawi 2019 14.39 5.05 13.94 18.04 
Kab. Bojonegoro 2012 16.66 3.77 -3.24 108.81 
Kab. Bojonegoro 2013 16.02 2.37 35.49 27.49 
Kab. Bojonegoro 2014 15.48 2.29 34.98 70.35 
Kab. Bojonegoro 2015 15.71 17.42 15.95 10.52 
Kab. Bojonegoro 2016 14.6 21.95 0.80 62.89 
Kab. Bojonegoro 2017 14.34 10.26 31.66 -40.75 
Kab. Bojonegoro 2018 13.16 4.41 -5.14 4.86 
Kab. Bojonegoro 2019 12.38 6.34 32.01 116.98 
Kab. Tuban 2012 17.84 6.29 40.21 16.72 
Kab. Tuban 2013 17.23 5.85 17.99 8.82 
Kab. Tuban 2014 16.64 5.47 28.16 35.65 
Kab. Tuban 2015 17.08 4.89 18.86 6.69 
Kab. Tuban 2016 17.14 4.9 5.25 20.05 
Kab. Tuban 2017 16.87 5 36.55 7.16 
Kab. Tuban 2018 15.31 5.16 -11.00 -0.49 
Kab. Tuban 2019 14.58 5.14 17.05 -4.18 
Kab. Lamongan 2012 16.7 6.92 29.87 42.45 
Kab. Lamongan 2013 16.18 6.93 24.60 -11.43 
Kab. Lamongan 2014 15.68 6.3 69.11 47.22 
Kab. Lamongan 2015 15.38 5.77 18.08 29.95 
Kab. Lamongan 2016 14.89 5.86 25.43 34.22 
Kab. Lamongan 2017 14.42 5.52 6.38 -18.05 
Kab. Lamongan 2018 13.8 5.5 1.72 5.26 
Kab. Lamongan 2019 13.21 5.44 8.11 -7.78 
Kab. Gresik 2012 14.35 6.92 56.07 25.44 
Kab. Gresik 2013 13.94 6.05 17.58 162.04 





Kabupaten/Kota Tahun POV PDRB PAD Belanja Modal 
Kab. Gresik 2015 13.63 6.58 14.17 11.53 
Kab. Gresik 2016 13.19 5.5 -10.55 -29.25 
Kab. Gresik 2017 12.8 5.83 21.82 2.25 
Kab. Gresik 2018 11.89 5.97 9.83 -12.48 
Kab. Gresik 2019 11.35 5.41 2.46 45.46 
Kab. Bangkalan 2012 24.7 -1.42 23.42 -4.60 
Kab. Bangkalan 2013 23.23 0.19 15.51 7.07 
Kab. Bangkalan 2014 22.38 7.19 46.44 12.13 
Kab. Bangkalan 2015 22.57 -2.66 29.34 44.81 
Kab. Bangkalan 2016 21.41 0.66 13.93 -14.09 
Kab. Bangkalan 2017 21.32 3.53 62.70 -28.29 
Kab. Bangkalan 2018 19.59 4.26 -38.79 9.68 
Kab. Bangkalan 2019 18.9 1.03 31.62 29.63 
Kab. Sampang 2012 27.97 5.77 30.00 21.77 
Kab. Sampang 2013 27.08 6.53 8.76 13.46 
Kab. Sampang 2014 25.8 0.08 85.26 38.64 
Kab. Sampang 2015 25.69 2.08 15.83 77.98 
Kab. Sampang 2016 24.11 6.17 -4.72 -10.50 
Kab. Sampang 2017 23.56 4.69 54.32 -33.53 
Kab. Sampang 2018 21.21 4.51 -35.41 -16.62 
Kab. Sampang 2019 20.71 1.42 24.70 15.75 
Kab. Pamekasan 2012 19.61 6.25 19.34 23.77 
Kab. Pamekasan 2013 18.53 6.1 6.03 -26.76 
Kab. Pamekasan 2014 17.74 5.62 91.72 64.84 
Kab. Pamekasan 2015 17.41 5.32 -0.73 85.90 
Kab. Pamekasan 2016 16.7 5.35 4.83 21.55 
Kab. Pamekasan 2017 16 5.04 36.32 -31.63 
Kab. Pamekasan 2018 14.47 5.46 -8.59 -14.70 
Kab. Pamekasan 2019 13.95 4.92 -1.23 25.92 
Kab. Sumenep 2012 21.96 9.96 48.23 47.04 
Kab. Sumenep 2013 21.22 14.45 13.00 13.90 
Kab. Sumenep 2014 20.49 6.23 67.30 25.48 
Kab. Sumenep 2015 20.2 1.27 6.35 33.25 
Kab. Sumenep 2016 20.09 2.58 21.02 -26.51 
Kab. Sumenep 2017 19.62 2.86 -8.72 7.30 
Kab. Sumenep 2018 20.16 3.58 -2.58 0.00 
Kab. Sumenep 2019 19.48 0.14 32.60 3.84 
Kota Kediri 2012 8.14 5.27 2.56 79.76 
Kota Kediri 2013 8.23 3.52 17.99 -34.42 
Kota Kediri 2014 7.95 5.85 43.56 23.33 
Kota Kediri 2015 8.51 5.36 6.94 13.62 
Kota Kediri 2016 8.4 5.5 7.39 118.87 





Kabupaten/Kota Tahun POV PDRB PAD Belanja Modal 
Kota Kediri 2018 7.68 5.42 -15.00 -45.22 
Kota Kediri 2019 7.16 5.47 7.09 37.18 
Kota Blitar 2012 6.75 6.52 21.07 -44.87 
Kota Blitar 2013 7.42 6.5 14.48 17.82 
Kota Blitar 2014 7.15 5.88 41.05 17.87 
Kota Blitar 2015 7.29 5.68 18.01 33.26 
Kota Blitar 2016 7.18 5.76 8.79 20.81 
Kota Blitar 2017 8.03 5.78 47.64 -13.96 
Kota Blitar 2018 7.44 5.83 -16.30 -8.55 
Kota Blitar 2019 7.13 5.84 1.91 54.58 
Kota Malang 2012 5.21 6.26 23.67 67.52 
Kota Malang 2013 4.87 6.2 38.28 31.67 
Kota Malang 2014 4.8 5.8 17.24 -9.85 
Kota Malang 2015 4.6 5.61 14.06 6.02 
Kota Malang 2016 4.33 5.61 12.38 -42.64 
Kota Malang 2017 4.17 5.69 23.19 75.81 
Kota Malang 2018 4.1 5.72 -5.34 3.15 
Kota Malang 2019 4.07 5.73 5.60 -32.08 
Kota Probolinggo 2012 10.92 6.49 20.55 -20.86 
Kota Probolinggo 2013 8.55 6.47 13.13 -19.53 
Kota Probolinggo 2014 8.37 5.93 72.37 56.87 
Kota Probolinggo 2015 8.17 5.86 5.46 -30.52 
Kota Probolinggo 2016 7.97 5.88 20.27 98.82 
Kota Probolinggo 2017 7.84 5.88 19.05 61.93 
Kota Probolinggo 2018 7.2 5.94 -13.80 -31.94 
Kota Probolinggo 2019 6.91 5.94 -0.01 11.70 
Kota Pasuruan 2012 7.9 6.31 -6.30 -12.52 
Kota Pasuruan 2013 7.6 6.51 56.05 11.86 
Kota Pasuruan 2014 7.34 5.7 52.24 39.52 
Kota Pasuruan 2015 7.47 5.53 14.00 46.06 
Kota Pasuruan 2016 7.62 5.46 28.84 8.37 
Kota Pasuruan 2017 7.53 5.47 0.11 27.53 
Kota Pasuruan 2018 6.77 5.54 3.41 -16.24 
Kota Pasuruan 2019 6.46 5.56 5.68 -11.44 
Kota Mojokerto 2012 6.48 6.09 26.74 212.31 
Kota Mojokerto 2013 6.65 6.2 40.24 -36.66 
Kota Mojokerto 2014 6.42 5.83 40.47 109.31 
Kota Mojokerto 2015 6.16 5.74 22.78 -3.97 
Kota Mojokerto 2016 5.73 5.77 17.95 123.39 
Kota Mojokerto 2017 5.73 5.65 16.94 -60.12 
Kota Mojokerto 2018 5.5 5.8 2.36 -1.41 
Kota Mojokerto 2019 5.15 5.75 5.58 12.71 





Kabupaten/Kota Tahun POV PDRB PAD Belanja Modal 
Kota Madiun 2013 5.02 7.68 33.29 31.12 
Kota Madiun 2014 4.86 6.62 40.18 11.89 
Kota Madiun 2015 4.89 6.15 22.36 -9.49 
Kota Madiun 2016 5.16 5.9 5.19 35.08 
Kota Madiun 2017 4.94 5.93 33.12 3.89 
Kota Madiun 2018 4.49 5.96 0.10 1.21 
Kota Madiun 2019 4.35 5.69 9.18 18.85 
Kota Surabaya 2012 6.25 7.35 20.84 68.05 
Kota Surabaya 2013 6 7.58 22.46 40.39 
Kota Surabaya 2014 5.79 6.96 18.47 9.60 
Kota Surabaya 2015 5.82 5.97 22.02 27.11 
Kota Surabaya 2016 5.63 6 1.35 0.24 
Kota Surabaya 2017 5.39 6.13 26.20 40.71 
Kota Surabaya 2018 4.88 6.2 -3.66 -3.49 
Kota Surabaya 2019 4.51 6.1 8.23 13.34 
Kota Batu 2012 4.47 7.62 28.28 -38.44 
Kota Batu 2013 4.77 7.29 53.49 138.07 
Kota Batu 2014 4.59 6.9 35.18 -12.33 
Kota Batu 2015 4.71 6.69 29.49 106.32 
Kota Batu 2016 4.48 6.61 5.08 -38.14 
Kota Batu 2017 4.3 6.56 36.42 -18.23 
Kota Batu 2018 3.89 6.5 8.80 -12.05 
Kota Batu 2019 3.81 6.52 13.00 14.09 
 
Lampiran 3: Data Nilai dan Kategori FCI 
Kabupaten/Kota Tahun Nilai FCI Kategori Solvabilitas 
Kab. Pacitan 2012 0.94 Cukup 
Kab. Pacitan 2013 2.21 Cukup 
Kab. Pacitan 2014 4.59 Cukup 
Kab. Pacitan 2015 1.58 Cukup 
Kab. Pacitan 2016 -1.61 Cukup 
Kab. Pacitan 2017 -2.63 Cukup 
Kab. Pacitan 2018 4.60 Cukup 
Kab. Pacitan 2019 -2.70 Cukup 
Kab. Ponorogo 2012 0.43 Cukup 
Kab. Ponorogo 2013 1.19 Cukup 
Kab. Ponorogo 2014 1.66 Cukup 
Kab. Ponorogo 2015 0.22 Cukup 
Kab. Ponorogo 2016 -0.58 Cukup 





Kabupaten/Kota Tahun Nilai FCI Kategori Solvabilitas 
Kab. Ponorogo 2018 1.55 Cukup 
Kab. Ponorogo 2019 -0.52 Cukup 
Kab. Trenggalek 2012 1.53 Cukup 
Kab. Trenggalek 2013 1.42 Cukup 
Kab. Trenggalek 2014 2.65 Cukup 
Kab. Trenggalek 2015 0.71 Cukup 
Kab. Trenggalek 2016 2.35 Cukup 
Kab. Trenggalek 2017 1.08 Cukup 
Kab. Trenggalek 2018 1.72 Cukup 
Kab. Trenggalek 2019 0.02 Cukup 
Kab Tulungagung 2012 0.66 Cukup 
Kab Tulungagung 2013 1.77 Cukup 
Kab Tulungagung 2014 1.48 Cukup 
Kab Tulungagung 2015 1.33 Cukup 
Kab Tulungagung 2016 0.02 Cukup 
Kab Tulungagung 2017 0.70 Cukup 
Kab Tulungagung 2018 2.78 Cukup 
Kab Tulungagung 2019 1.76 Cukup 
Kab. Blitar 2012 1.30 Cukup 
Kab. Blitar 2013 2.49 Cukup 
Kab. Blitar 2014 2.41 Cukup 
Kab. Blitar 2015 1.36 Cukup 
Kab. Blitar 2016 -0.45 Cukup 
Kab. Blitar 2017 0.22 Cukup 
Kab. Blitar 2018 1.74 Cukup 
Kab. Blitar 2019 -0.06 Cukup 
Kab. Kediri 2012 2.69 Cukup 
Kab. Kediri 2013 6.65 Cukup 
Kab. Kediri 2014 7.98 Cukup 
Kab. Kediri 2015 2.70 Cukup 
Kab. Kediri 2016 1.77 Cukup 
Kab. Kediri 2017 2.28 Cukup 
Kab. Kediri 2018 2.64 Cukup 
Kab. Kediri 2019 1.19 Cukup 
Kab. Malang 2012 0.64 Cukup 
Kab. Malang 2013 1.14 Cukup 
Kab. Malang 2014 1.60 Cukup 
Kab. Malang 2015 0.56 Cukup 
Kab. Malang 2016 0.28 Cukup 
Kab. Malang 2017 1.11 Cukup 





Kabupaten/Kota Tahun Nilai FCI Kategori Solvabilitas 
Kab. Malang 2019 0.93 Cukup 
Kab. Lumajang 2012 4.35 Cukup 
Kab. Lumajang 2013 2.91 Cukup 
Kab. Lumajang 2014 12.26 Cukup 
Kab. Lumajang 2015 1.35 Cukup 
Kab. Lumajang 2016 -0.24 Cukup 
Kab. Lumajang 2017 0.13 Cukup 
Kab. Lumajang 2018 0.20 Cukup 
Kab. Lumajang 2019 -0.02 Cukup 
Kab. Jember 2012 12.70 Baik 
Kab. Jember 2013 0.80 Cukup 
Kab. Jember 2014 1.90 Cukup 
Kab. Jember 2015 0.86 Cukup 
Kab. Jember 2016 1.47 Cukup 
Kab. Jember 2017 0.29 Cukup 
Kab. Jember 2018 0.91 Cukup 
Kab. Jember 2019 0.42 Cukup 
Kab. Banyuwangi 2012 5.80 Cukup 
Kab. Banyuwangi 2013 1.73 Cukup 
Kab. Banyuwangi 2014 2.07 Cukup 
Kab. Banyuwangi 2015 0.96 Cukup 
Kab. Banyuwangi 2016 -1.35 Cukup 
Kab. Banyuwangi 2017 -0.02 Cukup 
Kab. Banyuwangi 2018 1.64 Cukup 
Kab. Banyuwangi 2019 1.02 Cukup 
Kab. Bondowoso 2012 0.57 Cukup 
Kab. Bondowoso 2013 0.85 Cukup 
Kab. Bondowoso 2014 1.62 Cukup 
Kab. Bondowoso 2015 1.28 Cukup 
Kab. Bondowoso 2016 0.07 Cukup 
Kab. Bondowoso 2017 0.44 Cukup 
Kab. Bondowoso 2018 1.68 Cukup 
Kab. Bondowoso 2019 -0.07 Cukup 
Kab. Situbondo 2012 3.80 Cukup 
Kab. Situbondo 2013 0.06 Cukup 
Kab. Situbondo 2014 1.93 Cukup 
Kab. Situbondo 2015 1.65 Cukup 
Kab. Situbondo 2016 -0.70 Cukup 
Kab. Situbondo 2017 0.71 Cukup 
Kab. Situbondo 2018 0.87 Cukup 





Kabupaten/Kota Tahun Nilai FCI Kategori Solvabilitas 
Kab. Probolinggo 2012 3.28 Cukup 
Kab. Probolinggo 2013 1.92 Cukup 
Kab. Probolinggo 2014 2.62 Cukup 
Kab. Probolinggo 2015 0.41 Cukup 
Kab. Probolinggo 2016 0.00 Cukup 
Kab. Probolinggo 2017 0.60 Cukup 
Kab. Probolinggo 2018 0.55 Cukup 
Kab. Probolinggo 2019 0.31 Cukup 
Kab. Pasuruan 2012 85.15 Baik 
Kab. Pasuruan 2013 44.34 Baik 
Kab. Pasuruan 2014 46.43 Baik 
Kab. Pasuruan 2015 1.99 Cukup 
Kab. Pasuruan 2016 -1.39 Cukup 
Kab. Pasuruan 2017 0.33 Cukup 
Kab. Pasuruan 2018 0.83 Cukup 
Kab. Pasuruan 2019 1.16 Cukup 
Kab. Sidoarjo 2012 1.28 Cukup 
Kab. Sidoarjo 2013 1.93 Cukup 
Kab. Sidoarjo 2014 -1.15 Cukup 
Kab. Sidoarjo 2015 0.20 Cukup 
Kab. Sidoarjo 2016 0.49 Cukup 
Kab. Sidoarjo 2017 2.03 Cukup 
Kab. Sidoarjo 2018 1.24 Cukup 
Kab. Sidoarjo 2019 0.98 Cukup 
Kab. Mojokerto 2012 1.95 Cukup 
Kab. Mojokerto 2013 1.79 Cukup 
Kab. Mojokerto 2014 8.94 Cukup 
Kab. Mojokerto 2015 0.91 Cukup 
Kab. Mojokerto 2016 0.08 Cukup 
Kab. Mojokerto 2017 0.63 Cukup 
Kab. Mojokerto 2018 1.05 Cukup 
Kab. Mojokerto 2019 0.44 Cukup 
Kab Jombang 2012 1.67 Cukup 
Kab Jombang 2013 1.44 Cukup 
Kab Jombang 2014 2.19 Cukup 
Kab Jombang 2015 0.87 Cukup 
Kab Jombang 2016 -0.35 Cukup 
Kab Jombang 2017 1.45 Cukup 
Kab Jombang 2018 1.82 Cukup 
Kab Jombang 2019 0.89 Cukup 





Kabupaten/Kota Tahun Nilai FCI Kategori Solvabilitas 
Kab. Nganjuk 2013 4.48 Cukup 
Kab. Nganjuk 2014 2.27 Cukup 
Kab. Nganjuk 2015 0.99 Cukup 
Kab. Nganjuk 2016 -0.46 Cukup 
Kab. Nganjuk 2017 1.11 Cukup 
Kab. Nganjuk 2018 8.91 Cukup 
Kab. Nganjuk 2019 6.93 Cukup 
Kab. Madiun 2012 0.61 Cukup 
Kab. Madiun 2013 1.96 Cukup 
Kab. Madiun 2014 2.21 Cukup 
Kab. Madiun 2015 1.63 Cukup 
Kab. Madiun 2016 -0.98 Cukup 
Kab. Madiun 2017 0.07 Cukup 
Kab. Madiun 2018 1.48 Cukup 
Kab. Madiun 2019 0.60 Cukup 
Kab. Magetan 2012 0.65 Cukup 
Kab. Magetan 2013 1.75 Cukup 
Kab. Magetan 2014 5.59 Cukup 
Kab. Magetan 2015 0.25 Cukup 
Kab. Magetan 2016 -1.30 Cukup 
Kab. Magetan 2017 4.68 Cukup 
Kab. Magetan 2018 2.61 Cukup 
Kab. Magetan 2019 0.44 Cukup 
Kab. Ngawi 2012 25.09 Baik 
Kab. Ngawi 2013 15.83 Baik 
Kab. Ngawi 2014 51.08 Baik 
Kab. Ngawi 2015 0.87 Cukup 
Kab. Ngawi 2016 2.09 Cukup 
Kab. Ngawi 2017 1.06 Cukup 
Kab. Ngawi 2018 0.94 Cukup 
Kab. Ngawi 2019 0.79 Cukup 
Kab. Bojonegoro 2012 3.02 Cukup 
Kab. Bojonegoro 2013 5.00 Cukup 
Kab. Bojonegoro 2014 1.94 Cukup 
Kab. Bojonegoro 2015 1.08 Cukup 
Kab. Bojonegoro 2016 -1.58 Cukup 
Kab. Bojonegoro 2017 1.81 Cukup 
Kab. Bojonegoro 2018 13.02 Baik 
Kab. Bojonegoro 2019 3.17 Cukup 
Kab. Tuban 2012 8.93 Cukup 





Kabupaten/Kota Tahun Nilai FCI Kategori Solvabilitas 
Kab. Tuban 2014 2.05 Cukup 
Kab. Tuban 2015 0.80 Cukup 
Kab. Tuban 2016 0.15 Cukup 
Kab. Tuban 2017 0.60 Cukup 
Kab. Tuban 2018 0.87 Cukup 
Kab. Tuban 2019 1.44 Cukup 
Kab. Lamongan 2012 0.38 Cukup 
Kab. Lamongan 2013 1.06 Cukup 
Kab. Lamongan 2014 2.84 Cukup 
Kab. Lamongan 2015 1.14 Cukup 
Kab. Lamongan 2016 -0.08 Cukup 
Kab. Lamongan 2017 0.30 Cukup 
Kab. Lamongan 2018 0.32 Cukup 
Kab. Lamongan 2019 0.22 Cukup 
Kab. Gresik 2012 3.09 Cukup 
Kab. Gresik 2013 -0.02 Cukup 
Kab. Gresik 2014 1.28 Cukup 
Kab. Gresik 2015 -0.39 Cukup 
Kab. Gresik 2016 0.02 Cukup 
Kab. Gresik 2017 1.03 Cukup 
Kab. Gresik 2018 1.82 Cukup 
Kab. Gresik 2019 2.30 Cukup 
Kab. Bangkalan 2012 -0.25 Cukup 
Kab. Bangkalan 2013 -0.03 Cukup 
Kab. Bangkalan 2014 1.20 Cukup 
Kab. Bangkalan 2015 -0.23 Cukup 
Kab. Bangkalan 2016 -0.88 Cukup 
Kab. Bangkalan 2017 1.99 Cukup 
Kab. Bangkalan 2018 -0.18 Cukup 
Kab. Bangkalan 2019 0.27 Cukup 
Kab. Sampang 2012 54.07 Baik 
Kab. Sampang 2013 75.29 Baik 
Kab. Sampang 2014 14.63 Baik 
Kab. Sampang 2015 1.10 Cukup 
Kab. Sampang 2016 10.66 Cukup 
Kab. Sampang 2017 0.08 Cukup 
Kab. Sampang 2018 5.68 Cukup 
Kab. Sampang 2019 26.89 Baik 
Kab. Pamekasan 2012 -0.31 Cukup 
Kab. Pamekasan 2013 1.10 Cukup 





Kabupaten/Kota Tahun Nilai FCI Kategori Solvabilitas 
Kab. Pamekasan 2015 3.39 Cukup 
Kab. Pamekasan 2016 -0.02 Cukup 
Kab. Pamekasan 2017 2.75 Cukup 
Kab. Pamekasan 2018 2.45 Cukup 
Kab. Pamekasan 2019 0.89 Cukup 
Kab. Sumenep 2012 3.45 Cukup 
Kab. Sumenep 2013 1.72 Cukup 
Kab. Sumenep 2014 3.81 Cukup 
Kab. Sumenep 2015 0.88 Cukup 
Kab. Sumenep 2016 0.61 Cukup 
Kab. Sumenep 2017 2.13 Cukup 
Kab. Sumenep 2018 1.71 Cukup 
Kab. Sumenep 2019 2.04 Cukup 
Kota Kediri 2012 2.00 Cukup 
Kota Kediri 2013 5.03 Cukup 
Kota Kediri 2014 8.90 Cukup 
Kota Kediri 2015 4.27 Cukup 
Kota Kediri 2016 -9.75 Kurang 
Kota Kediri 2017 -0.46 Cukup 
Kota Kediri 2018 1.79 Cukup 
Kota Kediri 2019 1.48 Cukup 
Kota Blitar 2012 2.43 Cukup 
Kota Blitar 2013 1.84 Cukup 
Kota Blitar 2014 -2.84 Cukup 
Kota Blitar 2015 -0.50 Cukup 
Kota Blitar 2016 -0.41 Cukup 
Kota Blitar 2017 4.77 Cukup 
Kota Blitar 2018 5.69 Cukup 
Kota Blitar 2019 -1.55 Cukup 
Kota Malang 2012 4.02 Cukup 
Kota Malang 2013 1.13 Cukup 
Kota Malang 2014 3.19 Cukup 
Kota Malang 2015 0.95 Cukup 
Kota Malang 2016 0.74 Cukup 
Kota Malang 2017 2.95 Cukup 
Kota Malang 2018 2.48 Cukup 
Kota Malang 2019 4.68 Cukup 
Kota Probolinggo 2012 1.03 Cukup 
Kota Probolinggo 2013 2.15 Cukup 
Kota Probolinggo 2014 5.66 Cukup 





Kabupaten/Kota Tahun Nilai FCI Kategori Solvabilitas 
Kota Probolinggo 2016 -0.65 Cukup 
Kota Probolinggo 2017 -1.19 Cukup 
Kota Probolinggo 2018 2.29 Cukup 
Kota Probolinggo 2019 -2.59 Cukup 
Kota Pasuruan 2012 6.05 Cukup 
Kota Pasuruan 2013 2.46 Cukup 
Kota Pasuruan 2014 4.49 Cukup 
Kota Pasuruan 2015 0.49 Cukup 
Kota Pasuruan 2016 0.70 Cukup 
Kota Pasuruan 2017 1.97 Cukup 
Kota Pasuruan 2018 2.29 Cukup 
Kota Pasuruan 2019 1.97 Cukup 
Kota Mojokerto 2012 2.94 Cukup 
Kota Mojokerto 2013 5.60 Cukup 
Kota Mojokerto 2014 5.12 Cukup 
Kota Mojokerto 2015 1.50 Cukup 
Kota Mojokerto 2016 -10.00 Kurang 
Kota Mojokerto 2017 3.55 Cukup 
Kota Mojokerto 2018 5.87 Cukup 
Kota Mojokerto 2019 2.66 Cukup 
Kota Madiun 2012 28.23 Baik 
Kota Madiun 2013 13.25 Baik 
Kota Madiun 2014 6.24 Cukup 
Kota Madiun 2015 7.35 Cukup 
Kota Madiun 2016 -1.34 Cukup 
Kota Madiun 2017 1.16 Cukup 
Kota Madiun 2018 -0.72 Cukup 
Kota Madiun 2019 -2.05 Cukup 
Kota Surabaya 2012 1.92 Cukup 
Kota Surabaya 2013 1.26 Cukup 
Kota Surabaya 2014 1.83 Cukup 
Kota Surabaya 2015 0.78 Cukup 
Kota Surabaya 2016 -0.42 Cukup 
Kota Surabaya 2017 1.08 Cukup 
Kota Surabaya 2018 0.29 Cukup 
Kota Surabaya 2019 -0.93 Cukup 
Kota Batu 2012 5.48 Cukup 
Kota Batu 2013 -0.56 Cukup 
Kota Batu 2014 4.61 Cukup 
Kota Batu 2015 -4.21 Cukup 





Kabupaten/Kota Tahun Nilai FCI Kategori Solvabilitas 
Kota Batu 2017 3.83 Cukup 
Kota Batu 2018 7.82 Cukup 
Kota Batu 2019 3.02 Cukup 
 





                                                                              
 Adjusted t*        -58.1476        0.0000
 Unadjusted t       -56.5126
                                                                              
                    Statistic      p-value
                                                                              
LR variance:     Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC)
ADF regressions: 1 lag
Time trend:   Not included
Panel means:  Included
AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =      8
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     38
                                   
Levin-Lin-Chu unit-root test for CS
                                                                              
 Adjusted t*        -25.2456        0.0000
 Unadjusted t       -32.5448
                                                                              
                    Statistic      p-value
                                                                              
LR variance:     Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC)
ADF regressions: 1 lag
Time trend:   Included
Panel means:  Included
AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =      8
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     38
                                   











                                                                              
 rho                  0.0800      -10.8499       0.0000
                                                                              
                    Statistic         z         p-value
                                                                              
Time trend:   Not included
Panel means:  Included                                   T Fixed
AR parameter: Common                        Asymptotics: N -> Infinity
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =      8
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     38
                                     
Harris-Tzavalis unit-root test for LS
                                                                              
 Adjusted t*        -33.1852        0.0000
 Unadjusted t       -35.6766
                                                                              
                    Statistic      p-value
                                                                              
LR variance:     Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC)
ADF regressions: 1 lag
Time trend:   Included
Panel means:  Included
AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =      8
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     38
                                   
Levin-Lin-Chu unit-root test for SS
                                                                              
 Adjusted t*         -2.4052        0.0081
 Unadjusted t        -9.1924
                                                                              
                    Statistic      p-value
                                                                              
LR variance:     Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC)
ADF regressions: 1 lag
Time trend:   Not included
Panel means:  Included
AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =      8
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     38
                                    






Pertumbuhan Ekonomi Daerah PDRB 
 
Pertumbuhan Belanja Modal 
                                                                              
 Adjusted t*        -57.6326        0.0000
 Unadjusted t       -56.1271
                                                                              
                    Statistic      p-value
                                                                              
LR variance:     Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC)
ADF regressions: 1 lag
Time trend:   Not included
Panel means:  Included
AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =      8
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     38
                                     
Levin-Lin-Chu unit-root test for PDRB
                                                                              
 Adjusted t*         -8.2706        0.0000
 Unadjusted t       -15.3920
                                                                              
                    Statistic      p-value
                                                                              
LR variance:     Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC)
ADF regressions: 1 lag
Time trend:   Not included
Panel means:  Included
AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =      8
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     38
                                   
Levin-Lin-Chu unit-root test for BM







Lampiran 5: Model Common Effect 
 
Model dengan dependen cash solvency 
 
Model dengan dependen budget solvency 
                                                                              
 Adjusted t*        -13.8459        0.0000
 Unadjusted t       -21.4548
                                                                              
                    Statistic      p-value
                                                                              
LR variance:     Bartlett kernel, 6.00 lags average (chosen by LLC)
ADF regressions: 1 lag
Time trend:   Included
Panel means:  Included
AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =      8
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     38
                                    
Levin-Lin-Chu unit-root test for POV
                                                                              
       _cons     -24.9045   8.766661    -2.84   0.005    -42.15667   -7.652323
         POV     1.346269   .3999665     3.37   0.001     .5591629    2.133375
          BM     .0186859   .0516973     0.36   0.718    -.0830508    .1204226
        PDRB     2.418744     1.0768     2.25   0.025     .2996778    4.537809
         PAD     .2060184   .0888171     2.32   0.021     .0312327    .3808042
                                                                              
          CS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
       Total    345661.924   303  1140.79843           Root MSE      =  32.831
                                                       Adj R-squared =  0.0552
    Residual    322275.706   299  1077.84517           R-squared     =  0.0677
       Model    23386.2183     4  5846.55457           Prob > F      =  0.0003
                                                       F(  4,   299) =    5.42
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     304
                                                                              
       _cons     4.647074   1.887064     2.46   0.014     .9334646    8.360683
         POV    -.2330693   .0860946    -2.71   0.007    -.4024975   -.0636412
          BM    -.0563205   .0111281    -5.06   0.000    -.0782198   -.0344212
        PDRB     .0125227   .2317861     0.05   0.957    -.4436159    .4686614
         PAD     .0687118   .0191183     3.59   0.000     .0310884    .1063353
                                                                              
          BS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
       Total    16806.5237   303  55.4670748           Root MSE      =  7.0669
                                                       Adj R-squared =  0.0996
    Residual    14932.4967   299  49.9414604           R-squared     =  0.1115
       Model    1874.02701     4  468.506751           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  4,   299) =    9.38






Model dengan dependen longrun solvency 
 
Model dengan dependen service-level solvency 
                                                                              
       _cons    -.1956034   1.972495    -0.10   0.921    -4.077334    3.686128
         POV     .2622296   .0899923     2.91   0.004     .0851311     .439328
          BM     .0046884   .0116319     0.40   0.687    -.0182023    .0275791
        PDRB     -.222796   .2422794    -0.92   0.359    -.6995848    .2539929
         PAD    -.0178931   .0199838    -0.90   0.371    -.0572198    .0214336
                                                                              
          LS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
       Total    16958.3881   303  55.9682774           Root MSE      =  7.3869
                                                       Adj R-squared =  0.0251
    Residual    16315.1426   299  54.5656942           R-squared     =  0.0379
       Model    643.245508     4  160.811377           Prob > F      =  0.0206
                                                       F(  4,   299) =    2.95
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     304
                                                                              
       _cons     .0134344   .0039259     3.42   0.001     .0057085    .0211602
         POV     .0025843   .0001791    14.43   0.000     .0022319    .0029368
          BM     .0000165   .0000232     0.71   0.477    -.0000291     .000062
        PDRB     .0009654   .0004822     2.00   0.046     .0000165    .0019144
         PAD     .0000621   .0000398     1.56   0.119    -.0000161    .0001404
                                                                              
          SS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
       Total    .112634811   303  .000371732           Root MSE      =   .0147
                                                       Adj R-squared =  0.4185
    Residual    .064629943   299  .000216154           R-squared     =  0.4262
       Model    .048004867     4  .012001217           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  4,   299) =   55.52






Lampiran 6: Model Fixed Effect 
 
Model dengan dependen cash solvency 
 
Model dengan dependen budget solvency 
F test that all u_i=0:     F(37, 262) =     3.38             Prob > F = 0.0000
                                                                              
         rho    .60209865   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    28.853997
     sigma_u    35.493768
                                                                              
       _cons    -91.05012   21.37787    -4.26   0.000    -133.1444   -48.95583
         POV     7.392092   1.858439     3.98   0.000     3.732716    11.05147
          BM     .0080439   .0469785     0.17   0.864    -.0844597    .1005474
        PDRB     1.906547   1.087778     1.75   0.081    -.2353528    4.048446
         PAD     .0992208   .0824304     1.20   0.230    -.0630897    .2615312
                                                                              
          CS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
corr(u_i, Xb)  = -0.8328                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(4,262)           =      7.54
       overall = 0.0383                                        max =         8
       between = 0.0583                                        avg =       8.0
R-sq:  within  = 0.1033                         Obs per group: min =         8
Group variable: KabupatenK~a                    Number of groups   =        38
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       304
F test that all u_i=0:     F(37, 262) =     0.78             Prob > F = 0.8120
                                                                              
         rho     .1099204   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    7.1632944
     sigma_u    2.5173148
                                                                              
       _cons     4.755394    5.30727     0.90   0.371    -5.694937    15.20573
         POV    -.0797565    .461376    -0.17   0.863    -.9882334    .8287205
          BM    -.0644396   .0116629    -5.53   0.000    -.0874045   -.0414747
        PDRB    -.3155849   .2700518    -1.17   0.244     -.847333    .2161631
         PAD     .0718149   .0204642     3.51   0.001     .0315198    .1121101
                                                                              
          BS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
corr(u_i, Xb)  = -0.1576                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(4,262)           =      9.57
       overall = 0.0912                                        max =         8
       between = 0.1265                                        avg =       8.0
R-sq:  within  = 0.1275                         Obs per group: min =         8
Group variable: KabupatenK~a                    Number of groups   =        38






Model dengan dependen longrun solvency 
 
Model dengan dependen service-level solvency 
F test that all u_i=0:     F(37, 262) =     2.96             Prob > F = 0.0000
                                                                              
         rho    .67660814   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    6.6264848
     sigma_u    9.5848931
                                                                              
       _cons     18.19177   4.909549     3.71   0.000     8.524577    27.85897
         POV    -1.467632    .426801    -3.44   0.001    -2.308029   -.6272354
          BM     .0100128   .0107889     0.93   0.354    -.0112311    .0312568
        PDRB     .0424724   .2498144     0.17   0.865    -.4494271    .5343718
         PAD     .0043937   .0189306     0.23   0.817    -.0328819    .0416692
                                                                              
          LS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
corr(u_i, Xb)  = -0.9054                        Prob > F           =    0.0139
                                                F(4,262)           =      3.19
       overall = 0.0326                                        max =         8
       between = 0.1658                                        avg =       8.0
R-sq:  within  = 0.0465                         Obs per group: min =         8
Group variable: KabupatenK~a                    Number of groups   =        38
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       304
F test that all u_i=0:     F(37, 262) =    30.31             Prob > F = 0.0000
                                                                              
         rho    .92397805   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .00683453
     sigma_u    .02382704
                                                                              
       _cons     -.032381   .0050637    -6.39   0.000    -.0423517   -.0224103
         POV     .0065852   .0004402    14.96   0.000     .0057184     .007452
          BM     .0000111   .0000111     1.00   0.319    -.0000108     .000033
        PDRB     .0009718   .0002577     3.77   0.000     .0004645    .0014792
         PAD    -4.26e-06   .0000195    -0.22   0.828    -.0000427    .0000342
                                                                              
          SS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
corr(u_i, Xb)  = -0.8256                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(4,262)           =     75.47
       overall = 0.4163                                        max =         8
       between = 0.4436                                        avg =       8.0
R-sq:  within  = 0.5354                         Obs per group: min =         8
Group variable: KabupatenK~a                    Number of groups   =        38





Lampiran 7: Model Random Effect 
 
Model dengan dependen cash solvency 
 
Model dengan dependen budget solvency 
                                                                              
         rho    .22118322   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    28.853997
     sigma_u    15.376745
                                                                              
       _cons    -30.22356   10.10907    -2.99   0.003    -50.03698   -10.41014
         POV     1.783202   .6036349     2.95   0.003      .600099    2.966304
          BM     .0251165    .046797     0.54   0.591     -.066604     .116837
        PDRB     2.514797   1.038591     2.42   0.015     .4791957    4.550399
         PAD     .1815275   .0799196     2.27   0.023      .024888    .3381669
                                                                              
          CS        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0002
                                                Wald chi2(4)       =     22.11
       overall = 0.0657                                        max =         8
       between = 0.0682                                        avg =       8.0
R-sq:  within  = 0.0733                         Obs per group: min =         8
Group variable: KabupatenK~a                    Number of groups   =        38
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       304
                                                                              
         rho            0   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    7.1632944
     sigma_u            0
                                                                              
       _cons     4.647074   1.887064     2.46   0.014     .9484964    8.345652
         POV    -.2330693   .0860946    -2.71   0.007    -.4018117    -.064327
          BM    -.0563205   .0111281    -5.06   0.000    -.0781312   -.0345099
        PDRB     .0125227   .2317861     0.05   0.957    -.4417696    .4668151
         PAD     .0687118   .0191183     3.59   0.000     .0312407     .106183
                                                                              
          BS        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000
                                                Wald chi2(4)       =     37.52
       overall = 0.1115                                        max =         8
       between = 0.0656                                        avg =       8.0
R-sq:  within  = 0.1222                         Obs per group: min =         8
Group variable: KabupatenK~a                    Number of groups   =        38






Model dengan dependen longrun solvency 
 
Model dengan dependen service-level solvency 
                                                                              
         rho    .18115282   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    6.6264848
     sigma_u    3.1167669
                                                                              
       _cons     .6450426   2.247406     0.29   0.774    -3.759791    5.049877
         POV     .1706525   .1298391     1.31   0.189    -.0838275    .4251325
          BM     .0042866   .0108105     0.40   0.692    -.0169016    .0254749
        PDRB    -.1818115   .2385761    -0.76   0.446     -.649412     .285789
         PAD    -.0169627   .0184658    -0.92   0.358     -.053155    .0192296
                                                                              
          LS        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.5128
                                                Wald chi2(4)       =      3.28
       overall = 0.0374                                        max =         8
       between = 0.1724                                        avg =       8.0
R-sq:  within  = 0.0003                         Obs per group: min =         8
Group variable: KabupatenK~a                    Number of groups   =        38
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       304
                                                                              
         rho    .78581394   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .00683453
     sigma_u    .01309101
                                                                              
       _cons    -.0105367   .0046461    -2.27   0.023    -.0196429   -.0014304
         POV     .0045684   .0003338    13.68   0.000     .0039141    .0052228
          BM     .0000183   .0000118     1.55   0.121    -4.80e-06    .0000414
        PDRB     .0012012   .0002701     4.45   0.000     .0006719    .0017306
         PAD     .0000227   .0000203     1.12   0.263    -.0000171    .0000626
                                                                              
          SS        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000
                                                Wald chi2(4)       =    252.17
       overall = 0.4218                                        max =         8
       between = 0.4421                                        avg =       8.0
R-sq:  within  = 0.5181                         Obs per group: min =         8
Group variable: KabupatenK~a                    Number of groups   =        38





Lampiran 8: Hasil Uji Chow 
 
Model dengan dependen cash solvency 
 
Model dengan dependen budget solvency 
F test that all u_i=0:     F(37, 262) =     3.38             Prob > F = 0.0000
                                                                              
         rho    .60209865   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    28.853997
     sigma_u    35.493768
                                                                              
       _cons    -91.05012   21.37787    -4.26   0.000    -133.1444   -48.95583
         POV     7.392092   1.858439     3.98   0.000     3.732716    11.05147
          BM     .0080439   .0469785     0.17   0.864    -.0844597    .1005474
        PDRB     1.906547   1.087778     1.75   0.081    -.2353528    4.048446
         PAD     .0992208   .0824304     1.20   0.230    -.0630897    .2615312
                                                                              
          CS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
corr(u_i, Xb)  = -0.8328                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(4,262)           =      7.54
       overall = 0.0383                                        max =         8
       between = 0.0583                                        avg =       8.0
R-sq:  within  = 0.1033                         Obs per group: min =         8
Group variable: KabupatenK~a                    Number of groups   =        38
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       304
F test that all u_i=0:     F(37, 262) =     0.78             Prob > F = 0.8120
                                                                              
         rho     .1099204   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    7.1632944
     sigma_u    2.5173148
                                                                              
       _cons     4.755394    5.30727     0.90   0.371    -5.694937    15.20573
         POV    -.0797565    .461376    -0.17   0.863    -.9882334    .8287205
          BM    -.0644396   .0116629    -5.53   0.000    -.0874045   -.0414747
        PDRB    -.3155849   .2700518    -1.17   0.244     -.847333    .2161631
         PAD     .0718149   .0204642     3.51   0.001     .0315198    .1121101
                                                                              
          BS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
corr(u_i, Xb)  = -0.1576                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(4,262)           =      9.57
       overall = 0.0912                                        max =         8
       between = 0.1265                                        avg =       8.0
R-sq:  within  = 0.1275                         Obs per group: min =         8
Group variable: KabupatenK~a                    Number of groups   =        38






Model dengan dependen longrun solvency 
 
Model dengan dependen service-level solvency 
F test that all u_i=0:     F(37, 262) =     2.96             Prob > F = 0.0000
                                                                              
         rho    .67660814   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    6.6264848
     sigma_u    9.5848931
                                                                              
       _cons     18.19177   4.909549     3.71   0.000     8.524577    27.85897
         POV    -1.467632    .426801    -3.44   0.001    -2.308029   -.6272354
          BM     .0100128   .0107889     0.93   0.354    -.0112311    .0312568
        PDRB     .0424724   .2498144     0.17   0.865    -.4494271    .5343718
         PAD     .0043937   .0189306     0.23   0.817    -.0328819    .0416692
                                                                              
          LS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
corr(u_i, Xb)  = -0.9054                        Prob > F           =    0.0139
                                                F(4,262)           =      3.19
       overall = 0.0326                                        max =         8
       between = 0.1658                                        avg =       8.0
R-sq:  within  = 0.0465                         Obs per group: min =         8
Group variable: KabupatenK~a                    Number of groups   =        38
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       304
F test that all u_i=0:     F(37, 262) =    30.31             Prob > F = 0.0000
                                                                              
         rho    .92397805   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .00683453
     sigma_u    .02382704
                                                                              
       _cons     -.032381   .0050637    -6.39   0.000    -.0423517   -.0224103
         POV     .0065852   .0004402    14.96   0.000     .0057184     .007452
          BM     .0000111   .0000111     1.00   0.319    -.0000108     .000033
        PDRB     .0009718   .0002577     3.77   0.000     .0004645    .0014792
         PAD    -4.26e-06   .0000195    -0.22   0.828    -.0000427    .0000342
                                                                              
          SS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
corr(u_i, Xb)  = -0.8256                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(4,262)           =     75.47
       overall = 0.4163                                        max =         8
       between = 0.4436                                        avg =       8.0
R-sq:  within  = 0.5354                         Obs per group: min =         8
Group variable: KabupatenK~a                    Number of groups   =        38





Lampiran 9: Hasil Uji Hausman 
 
Model dengan dependen cash solvency 
 
Model dengan dependen longrun solvency 
                (V_b-V_B is not positive definite)
                Prob>chi2 =      0.0458
                          =        9.70
                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
         POV      7.392092     1.783202        5.608891        1.757674
          BM      .0080439     .0251165       -.0170726        .0041257
        PDRB      1.906547     2.514797       -.6082504        .3234019
         PAD      .0992208     .1815275       -.0823067        .0201901
                                                                              
                    FEM          REM         Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     
                (V_b-V_B is not positive definite)
                Prob>chi2 =      0.0027
                          =       16.27
                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
         POV     -1.467632     .1706525       -1.638285        .4065721
          BM      .0100128     .0042866        .0057262               .
        PDRB      .0424724    -.1818115        .2242839        .0740857
         PAD      .0043937    -.0169627        .0213564        .0041692
                                                                              
                    FEM          REM         Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))






Model dengan dependen service-level solvency 
Lampiran 10: Hasil Uji Lagrange Multiplier 
 
Model dengan dependen budget solvency 
                (V_b-V_B is not positive definite)
                Prob>chi2 =      0.0000
                          =       49.15
                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
         POV      .0065852     .0045684        .0020168        .0002869
          BM      .0000111     .0000183       -7.17e-06               .
        PDRB      .0009718     .0012012       -.0002294               .
         PAD     -4.26e-06     .0000227        -.000027               .
                                                                              
                    FEM          REM         Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     
                          Prob > chibar2 =   1.0000
                             chibar2(01) =     0.00
        Test:   Var(u) = 0
                       u            0              0
                       e     51.31279       7.163294
                      BS     55.46707       7.447622
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:
        BS[KabupatenKota,t] = Xb + u[KabupatenKota] + e[KabupatenKota,t]





Lampiran 11: Hasil Uji Normalitas 
 
Model dengan dependen cash solvency 
 
Model dengan dependen budget solvency 
    residual      304      0.0000         0.0000            .         0.0000
                                                                             
    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2
                                                                 joint       
                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
. sktest residual
    residual      304    0.36993    147.110    10.604    0.00001
                                                                
    Variable      Obs       W'          V'        z       Prob>z
                  Shapiro-Francia W' test for normal data
. sfrancia residual
    residual      304    0.37760    134.168    11.507    0.00000
                                                                
    Variable      Obs       W           V         z       Prob>z
                   Shapiro-Wilk W test for normal data
    residual      304      0.0004         0.0000        66.88         0.0000
                                                                             
    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2
                                                                 joint       
                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
. sktest residual
    residual      304    0.79711     47.372     8.197    0.00001
                                                                
    Variable      Obs       W'          V'        z       Prob>z
                  Shapiro-Francia W' test for normal data
. sfrancia residual
    residual      304    0.80732     41.536     8.753    0.00000
                                                                
    Variable      Obs       W           V         z       Prob>z







Model dengan dependen longrun solvency 
 
Model dengan dependen service-level solvency 
Lampiran 12: Hasil Uji Multikolinearitas 
 
    residual      304      0.0000         0.0000            .         0.0000
                                                                             
    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2
                                                                 joint       
                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
. sktest residual
    residual      304    0.25424    174.120    10.962    0.00001
                                                                
    Variable      Obs       W'          V'        z       Prob>z
                  Shapiro-Francia W' test for normal data
. sfrancia residual
    residual      304    0.26312    158.846    11.904    0.00000
                                                                
    Variable      Obs       W           V         z       Prob>z
                   Shapiro-Wilk W test for normal data
. swilk residual
    residual      304      0.0002         0.5991        12.32         0.0021
                                                                             
    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2
                                                                 joint       
                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
. sktest residual
    residual      304    0.97152      6.649     4.025    0.00003
                                                                
    Variable      Obs       W'          V'        z       Prob>z
                  Shapiro-Francia W' test for normal data
. sfrancia residual
    residual      304    0.97072      6.312     4.328    0.00001
                                                                
    Variable      Obs       W           V         z       Prob>z
                   Shapiro-Wilk W test for normal data
. swilk residual
         POV     0.0988  -0.2544  -0.0160   1.0000
          BM     0.2295   0.0685   1.0000
        PDRB     0.0121   1.0000
         PAD     1.0000
                                                  





Lampiran 13: Hasil Uji Autokorelasi 
 
Model dengan dependen cash solvency 
 
Model dengan dependen budget solvency 
 
Model dengan dependen longrun solvency 
 
Model dengan dependen service-level solvency 
         Prob>|z| = 0
               z  = -4.48
          N(runs) = 114
              obs = 304
 N(residual >  -3.795608520507813) = 152
 N(residual <= -3.795608520507813) = 152
         Prob>|z| = .91
               z  = -.11
          N(runs) = 152
              obs = 304
 N(residual >  -.30549256503582) = 152
 N(residual <= -.30549256503582) = 152
. runtest residual
         Prob>|z| = 0
               z  = -8.619999999999999
          N(runs) = 78
              obs = 304
 N(residual >  -.802522599697113) = 152
 N(residual <= -.802522599697113) = 152
. runtest residual
         Prob>|z| = 0
               z  = -12.52
          N(runs) = 44
              obs = 304
 N(residual >  -.0023429347202182) = 152






Lampiran 14: Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Model dengan dependen cash solvency 
 
Model dengan dependen budget solvency 
                                                                              
       _cons    -37.73815   7.467221    -5.05   0.000    -52.43312   -23.04319
         POV      1.82501   .3406813     5.36   0.000     1.154574    2.495447
          BM     .0119638   .0440345     0.27   0.786     -.074693    .0986205
        PDRB     4.202974   .9171907     4.58   0.000     2.398007     6.00794
         PAD     .2369919   .0756522     3.13   0.002     .0881137      .38587
                                                                              
abs_residual        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
       Total    276976.052   303  914.112384           Root MSE      =  27.964
                                                       Adj R-squared =  0.1445
    Residual    233817.566   299  781.998548           R-squared     =  0.1558
       Model    43158.4866     4  10789.6217           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  4,   299) =   13.80
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     304
                                                                              
       _cons     8.831761   1.442896     6.12   0.000     5.992243    11.67128
         POV    -.3216965   .0658301    -4.89   0.000    -.4512455   -.1921476
          BM     .0269605   .0085088     3.17   0.002     .0102157    .0437052
        PDRB    -.2135534   .1772294    -1.20   0.229    -.5623283    .1352215
         PAD    -.0105566   .0146183    -0.72   0.471    -.0393244    .0182112
                                                                              
abs_residual        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
       Total    9752.26008   303  32.1856768           Root MSE      =  5.4035
                                                       Adj R-squared =  0.0928
    Residual    8730.29948   299   29.198326           R-squared     =  0.1048
       Model     1021.9606     4   255.49015           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  4,   299) =    8.75
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     304






Model dengan dependen longrun solvency 
 




                                                                              
       _cons     .1314743   1.783848     0.07   0.941    -3.379014    3.641963
         POV     .3890348   .0813856     4.78   0.000     .2288738    .5491958
          BM     .0073623   .0105194     0.70   0.485    -.0133392    .0280638
        PDRB    -.3872045   .2191082    -1.77   0.078     -.818394     .043985
         PAD    -.0239031   .0180726    -1.32   0.187    -.0594687    .0116625
                                                                              
abs_residual        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
       Total    14819.2745   303  48.9084966           Root MSE      =  6.6804
                                                       Adj R-squared =  0.0875
    Residual    13343.6632   299  44.6276361           R-squared     =  0.0996
       Model    1475.61127     4  368.902817           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  4,   299) =    8.27
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     304
                                                                              
       _cons     .0067605   .0020737     3.26   0.001     .0026796    .0108414
         POV    -.0001121   .0000946    -1.18   0.237    -.0002983    .0000741
          BM     .0000285   .0000122     2.33   0.020     4.46e-06    .0000526
        PDRB     .0010747   .0002547     4.22   0.000     .0005734    .0015759
         PAD     8.53e-06    .000021     0.41   0.685    -.0000328    .0000499
                                                                              
abs_residual        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
       Total    .019918912   303  .000065739           Root MSE      =  .00777
                                                       Adj R-squared =  0.0826
    Residual    .018032427   299  .000060309           R-squared     =  0.0947
       Model    .001886485     4  .000471621           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  4,   299) =    7.82
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     304





Lampiran 15: Hasil Robust 
 
Model dengan dependen cash solvency 
 
Model dengan dependen budget solvency 
                                                                              
         rho    .60209865   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    28.853997
     sigma_u    35.493768
                                                                              
       _cons    -91.05012    60.5571    -1.50   0.141    -213.7505    31.65021
         POV     7.392092   4.765081     1.55   0.129    -2.262879    17.04706
          BM     .0080439   .0260259     0.31   0.759    -.0446897    .0607774
        PDRB     1.906547   1.741363     1.09   0.281     -1.62179    5.434883
         PAD     .0992208   .1255058     0.79   0.434     -.155078    .3535196
                                                                              
          CS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                         (Std. Err. adjusted for 38 clusters in KabupatenKota)
corr(u_i, Xb)  = -0.8328                        Prob > F           =    0.2127
                                                F(4,37)            =      1.53
       overall = 0.0383                                        max =         8
       between = 0.0583                                        avg =       8.0
R-sq:  within  = 0.1033                         Obs per group: min =         8
Group variable: KabupatenK~a                    Number of groups   =        38
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       304
                                                                              
         rho     .1099204   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    7.1632944
     sigma_u    2.5173148
                                                                              
       _cons     4.755394   4.643948     1.02   0.312    -4.654137    14.16493
          BM    -.0644396    .014198    -4.54   0.000    -.0932075   -.0356718
         PAD     .0718149   .0177265     4.05   0.000     .0358977    .1077322
        PDRB    -.3155849   .3467889    -0.91   0.369    -1.018246    .3870761
         POV    -.0797565   .2930431    -0.27   0.787    -.6735182    .5140053
                                                                              
          BS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                         (Std. Err. adjusted for 38 clusters in KabupatenKota)
corr(u_i, Xb)  = -0.1576                        Prob > F           =    0.0002
                                                F(4,37)            =      7.32
       overall = 0.0912                                        max =         8
       between = 0.1265                                        avg =       8.0
R-sq:  within  = 0.1275                         Obs per group: min =         8
Group variable: KabupatenK~a                    Number of groups   =        38
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       304






Model dengan dependen longrun solvency 
 
Model dengan dependen service-level solvency 
 
 
                                                                              
         rho    .67660814   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    6.6264848
     sigma_u    9.5848931
                                                                              
       _cons     18.19177   14.27296     1.27   0.210    -10.72799    47.11153
         POV    -1.467632   1.232696    -1.19   0.241    -3.965312    1.030048
          BM     .0100128   .0074265     1.35   0.186    -.0050347    .0250604
        PDRB     .0424724   .0728456     0.58   0.563    -.1051269    .1900716
         PAD     .0043937   .0065979     0.67   0.510     -.008975    .0177623
                                                                              
          LS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                         (Std. Err. adjusted for 38 clusters in KabupatenKota)
corr(u_i, Xb)  = -0.9054                        Prob > F           =    0.7127
                                                F(4,37)            =      0.53
       overall = 0.0326                                        max =         8
       between = 0.1658                                        avg =       8.0
R-sq:  within  = 0.0465                         Obs per group: min =         8
Group variable: KabupatenK~a                    Number of groups   =        38
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       304
                                                                              
         rho    .92397805   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .00683453
     sigma_u    .02382704
                                                                              
       _cons     -.032381    .006206    -5.22   0.000    -.0449556   -.0198065
         POV     .0065852   .0005283    12.46   0.000     .0055148    .0076556
          BM     .0000111   8.46e-06     1.31   0.197    -6.04e-06    .0000282
        PDRB     .0009718   .0008145     1.19   0.240    -.0006786    .0026223
         PAD    -4.26e-06   .0000129    -0.33   0.742    -.0000303    .0000218
                                                                              
          SS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                         (Std. Err. adjusted for 38 clusters in KabupatenKota)
corr(u_i, Xb)  = -0.8256                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(4,37)            =     50.46
       overall = 0.4163                                        max =         8
       between = 0.4436                                        avg =       8.0
R-sq:  within  = 0.5354                         Obs per group: min =         8
Group variable: KabupatenK~a                    Number of groups   =        38
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       304
